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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
PENYTIMPAN DANA DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN (Studi Kasus Bank TFT). Penclitian ini dilatar belakangi
adanya permasalahan yang menimpah Bank IFI dikarenakan seretnya modal dan
pembengkakan kredit macet.

Berdasarkan  Surat Keputusan Gubenur Bank Indonesia  Nomo.
11/19/KEP.GB1/2009 tanggal 17 April 2009, Bank Indonesia memutuskan untuk
mencabut izin usaha PT Bank IFI. Pencabutan izin usaha yang dilakukan sesuai dengan
mekanisme dan prosedur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 6/9/PB1/2004
tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
sebagaimana telah diubah terhakhir kali dengan PBI Nomor. 10/27/PB1/2008 tanggal 30
Oktober 2008. Alasan pencabutan izin usaha PT Bank IFl disebabkan Bank yang 92%
sahamnya dimiliki PT Ramaco Media Promosindo (Bambang Racmadi) tidak bisa
menambah modal dan menjaga likuiditas.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dari penelitian adalah bagaimana
perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana Bank IF] ketika Bnak tersebut
dilakukan likuidasi dan bagaimana pengembalian dana nasabah yang tidak terbayarkan
oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi Bank 1F1.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif
dengan melakukan pengkajian mengenai Perlindungan Hukum bagi para Nasabah
penyimpan dana. Pendekatan ini dimaksud memperoleh data-data dari segi hukum yang
terdapat dalam Undang-Undang maupun Peraturan lainnya yang berkaitan dengan peran
LPS sebagai pemberian jaminan langsung kepada nasabah. Adanya pendirian LPS ini
dimaksud untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap bank, schingga
menghilangkan potensi terjadinya rush. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif yang menggambarkan dan memaparkan terkait dengan khasus Bank IFI yang
nantinya akan dianalisa dan diuraikan data-data yang diperoleh.

Bersadarkan dari hasil penelitian perlindungan hukum bagi paranasabah
merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh Bank. Lembaga perbankan adalah suatu
lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu,
tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu

ix



menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia
perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberi
perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah
dari bank yang bersangkutan.

Perlindungan hukum bagi nasabah sangatlah kurang mendapat perhatian dari
Pemerintah, nasabah kecil selalu dirugikan apabila suatu bank telah dinyatakan tidak
sehat sehingga nasabah kecil mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya, yaitu
memperoleh kembali uang yang telah dititipkan kepada bank. Alasan lain nasabah
penyimpan perlu dilindungi, yaitu pelaku bisnis bank (pengurus) tidak menjunjung tinggi
nilai-nilai dan prisip-prinsip kejujuran dalam mengelolah bank dan terdapat beberapa
bank yang tidak menjunjung tinggi prinsip keterbukaan terhadap kinerja yang telah
diperoleh bank kepada para nasabah. Serta prilaku pengurus yang tidak sechat dalam
menjalankan usaha bank berdampak pada nasabah penyimpan.

Menurut Satjipto Rahardjo SH. bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang
dengan cara mengalokasikan suatu kekuatan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti
ditentukan keluasan dan kedalaman. Sehingga tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat
bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu diberikan ukum

kepada seseorang.



BABI1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis perbankan yang melanda Indonesia tahun 1997 memperlihatkan
adanya kelemahan struktural pada sistem perbankan. Setidaknya terdapat 5
faktor yang mengakibatkan kondisi mikro perbankan menjadi rentan terhadap
gejolak. Pertama, adanya jaminan terselubung “implicit guarantee” dar bank
sentral atas kelangsungan hidup suatu bank. Kedua, sistem pengawasan yang
kurang efektif. Ketiga, besarnya pemberian kredit dan jaminan baik langsung
maupun tidak langsung kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan
bank. Keempat, lemahnya kemampuan manajerial bank. Kelima, kurang
transparannya informasi mengenai kondisi perbankan.! Kelemahan tersebut
menimbulkan moral hazard pada industri perbankan.

Buruknya kondisi perbankan tersebut diperparah dengan belum
tegasnya mekanisme exit policy” dan berlarut-larutnya penyelesaian bank-bank
bermasalak’ Kondisi ini mengakibatkan mudah hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap industri perbankan. Hal ini terbukti pada saat
dilikyidasinya 16 bank pada 1 November 1997 yang mengakibatkan scjumlah

bank mengalami rush sebagai kosekuensi dari runtubnya kepercayaan

! Bank Indonesia, 1998, Laporan Tahunar 1997/1998, Bank Indonesia, Jakarta,him. 2-3.

*  Program exit policy awal terhadap enam belas bank oleh banyak pihak dipersalahkan
scbagal pemicu ulama lerjudinya knsis perbankan di indonesia karena lidak terdapat konsistensi
dalam pelaksanaan.

: Widigdo Sukarman, 1999, "Upaya Penyehatan Perbankan dan Sektor Riil," Bisnis £
Iskonomi Politik Quarterly Review ofthe Indonesia Liconomy, Vol. 3, No. 1, Januari 1999, him. 21



masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang
cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank
dilikuidasi.”

Pemerintah menetapkan strategi pemulihan pada akhir Januari 1998.
Terdapat tiga elemen pemulihan yang diambil yaitu: (1) pemberlakuan blanke!
guarantee bagi seluruh nasabah; (2) mendirikan BPPN untuk jangka waktu
terbatas dengan cakupan tanggung jawab untuk mengatasi krisis perbankan;
dan (3) menyiapkan kerangka restrukturisasi perusahaan.’ Salah satu program
restrukturisasi tersebut adalah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan
nasional, pemerintah mengeluarkan jaminan kewajiban pembayaran bank
umum atau dikena! dengan blanket guarantee yang merupakan financial safety
net dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penjaminan
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Unmm yang di uwmumkan pada
tanggal 27 Janvar 1998° Blanket guaraniee menjamin hampir seluruh

kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas.’”

* Mochtar Riady, 1999, Mencari Peliang & Tengah Krisis, Universitas Pelita Harapan,
Jakarta, him. 141-142. Pencabutan ijin usaha 16 bank tersebut dilakukan dengan Keputusan
Menteri Keuangan No. 524-539/KMK.017/1997 tangpal 1 November 1997.

* Charles Enoch, et.al., 2001, "Indonesia: Anatomy of a Banking Crisis Two Years of
Living Dangerously 1997-99." IMI" Working Paper, WP/01/52, International Monetary Tund,
Wasington DC, him. 13-14,

¢ Adrian Suledi, 2008, Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,
Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, him. 133

" Lembaga Keuangan Intemnasional seperti IMI' dan Bank Dunia memberi rekomendasi
perlunya financial safety net dalam bentuk tersedianya kelembagaan yang fokus kepada
pengelolaan dan regulasi (Bank Indoncsia), pengawasan lembaga kcuangan (Oloritas Jasa
Keuangan) dan lembaga penjamin (Lembaga Penjamin Simpanan). Firancial safety net pada saat
itu belum ada, tetapi secara ad hoc program penjaminan di masa pascakrisis dilakukan oleh BPPN
kemudian dilanjutkan oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).



Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia
mengesahkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan
sebagai upaya memberi perlindungan terhadap dua resiko yaitu irrational run
dan systemic risk.® Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen
yang berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum.
Di samping itu LPS berfungsi sebagai pengawasan, pemberian pinjaman dan
strategi investasi dengan maksud adanya tanda-tanda financial distress yang
mengarah kepada kebangkrutan bank.’

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan oleh LPS bersifat
terbatas, tetapi dapat mencakup scbanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank
menjalankan usahanya di Indonesia wajib untuk menjadi peserta yang
membayar premi penjaminan, 10

Keberadaan LPS menggantikan skim blanket guaraniee yang
dipandang terlalu luas sehingga di satu pihak meninabobokan bank dan di lain
pihak membebani Pemerintah. Oleh sebab itu, skim penjaminan LPS menjadi
lebih fokus, spesifik, dan mengikuti tatanan program penjaminan simpanan
yang berlaku secara universal di berbagai negara. Perbedaan sistem blanket
guarantee dengan skema T.PS adalah dalam bal jumlah simpanan yang

dijamin."" Ada dua perbedaan mendasar antara jaminan yang diberikan oleh

¥ Ibid, him. 7

° Di kutip dari Hukum Perbankan, Universitas Islam Indonesia, hlm.7

1 Soctanto Hadinoto, Bank Strategy On Funding And Liability Management, PT. Elex
Madia Komputindo, cet pertama Gramedia Jakarta, hlm. 201

" Digna Ria Winanti Napitulu, 2010, Lembaga Penjamin Simpanan, Penerbit PT Bumi
Intitama Sejahtera, Jakarta him. 105



program Blanke! Guarantee (Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998) dan
jaminan yang diberikan LPS yaitu pertama, dalam hal cakupan, dan kedua,
besar jumlah yang dijamin.

Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan
nasabah penyimpan sebagaimana disecbutkan oleh Undang-undang No. 24
Tahun 2004 yang menjamin segala bentuk simpanan nasabah."” Dalam Pasal 6
ayat (1) menyebutkan LPS berkewajiban melakukan penyuluhan kepada bank
dan masyarakat tentang penjamin simpanan.**

Di dalam Undang-undang ini penjaminan simpanan nasabah bank vang
diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industii
perbankan dan dapat meminimalkan risiko yang membebani anggaran negara
atau risiko yang menimbulkan moral hazard."

Perlindungan hukum bagi para nasabah Penyimpan dalam UU
Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu dalam Pasal 19 ayat (1) menyebutkan,
klaim penjamin dinyatakan tak layak dibayar apabila berdasarkan rekonsiliasi
dan/atau verifikasi:'®
1. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank
2. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak

wajar dan/atau;

1.1 Tbid, him.6

¥ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

“ Ditulis dalam bentuk Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

13 Soctanto Hadinolo, Op. Cif, hlm. 201

¥ Ditulis dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Talun 2004, Layak atau tidak
penjaminan dana nasabah berdasarkan data nasabah yang tercatat di BI dan Bunga simpanan tidak
melebihi tingkat suku bunga penjamin.



3. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank
menjadi tidak sehat.

Pengaturan mengenal tidak layak dibayar karena data simpanan
nasabah tidak tercatat pada bank yang seharusnya tidak beriaku apabiia hal ini
terjadi karena kesalahan bank. Nasabah penyimpan hanya berpatokan pada
buku tabungan dan tidak mengerti sama sekali mengenai pencatatan oleh
bank, yang scharusnya merupakan urusan Bank Indonesia selaku lembaga
pengawasan perbankan. Nasabah penyimpan tersebut mendapatkan bunga
simpanan yang tidak lazim atau diberlakukan secara khusus sehingga
melampaui batas bunga penjamin. Termasuk juga yang tidak akan dibayar
adalah para penyimpan yang teroukti merupakan pihak yang menyebabkan
keadaan bank menjadi tidak sehat. Bank Indonesia selaku badan pengawas
pertu adanya sosial kontrol terhadap bank dan nasabah, sehingga nasabah
tidak mengalami kerugian bagi bank-bank yang nakal.

Undang-Undang LIPS memben jalan bagi para nasabah penyimpan
yang merasa dirugikan dalam hal simpanannya dinyatakan tidak layak bayar,
maka nasabah yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada LPS
yang didukung dengan bukti nyata dan jelas dan nasabah penyimpan dapat
melakukan upaya hukum mclalui pengadilan.'” Apabila TPS mencrima
keberatan Nasabah penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum

Nasabah Penyimpan, LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai

Y7 pasal 20 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan



dengan Penjaminan berikut bungan yang wajar'® tentu saja ketentuan Pasal 20
ayat (1) adalah sesuatu yang sifat “it goes without saying”, attinya tanpa ada
“ruang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut, nasabah
dapat saja menggugat LPS. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (2) sebetulnya
bersitat lex specialis dan lebih melindungi LPS sendiri.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dalam Pasal 11 mengalami
perubahan nilai penjaminan, disebabkan kurang antisipatit’ terhadap krisis,
sehingga untuk mencegah krisis atau meredakan pasar masyarakat pasal
tersebut tidak dapat dipakai dan harus direvisi.'”

Sejak terbitmya PERPU Nomor 3 Tahun 2008 dan yang telah
ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 untuk mengubah
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
dengan menambahkan kriteria ancaman krisis yang berakibat merosotnya
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas
keuangan untuk merubah nilai simpanan yang dijamin. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008, simpanan

nasabah maksimal yang dijamin olch T.PS menjadi Rp 2 Milyar pernasabah 2

18 pasal 20 ayat (2) UL) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

" Dapat dilihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.
3/2008 icntang Perubshan atas Undang-undang Nomor 24/2004 (entang LPS, Pasal 1, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besar Nilai Simpanan yang
Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

?* Diana Ria Winanti Napituputu, Up. Cir, him. 105



Pada dasarnya, besaran nilai simpanan yang dijamin dapat diubah
menjadi lebih besar apabila dipenuhi salah satu dari tiga alasan sebagai
berikut.”' Pertama, terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar
secara bersamaan. Kedua, terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa
tahun, Kefiga, jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi
kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank. Perubahan
nilai simpanan yang dijamin dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat *2

Penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan oleh LPS bersifat
terbatas “limited guarantee” (reformasi program penjamin simpanan menjadi
dibatasi karena menghindar adanya moral hazard (baca: tindakan tidak terpuji
yang disengaja) para oknum pemilik dana besar yang sekaligus mempunyai
bank). Adapun jenis simpanan yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat
deposito dan deposito berjangka serta jenis simpanan lainnya yang
dipersamakan dengan itu.>

Perlu diketahui selaku nasabah, adanya hak-hak nasabah penyimpan
dalam dunia perbankan yaitu:**

1. Hak untuk memperoich informasi tenlang manfaat produk perbankan
2. Hak untuk memperoleh informasi tentang risiko produk perbankan

3. Hak untuk memperoleh layanan pengaduan dan penyelesaiannya

** pasal 11 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

22 pysal 11 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2004 tenlang Lembaga Penjamin Simpanan

Z Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

2 panduan Praktis, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Cetakan Pertama Fisimedia, Juni



Untuk ke depan LPS menginformasi kepada para nasabah mengenai
besarnya nilai simpanan dan bunga simpanan yang dijamin oleh pemerintah,
tuyjuannya agar nasabah mengetahui apakah suku bunga simpanan yang
diberikan bank masuk dalam jaminan pemerintah.

Masalah perlindungan terhadap simpanan nasabah juga diatur dalam
Pasal 37B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dapat
dijelaskan bahwa dalam undang-undang ini disebutkan, kepercayaan
masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk
memelihara stabilitas sistem perbankan. Kepercayaan itu lahir kalau ada
kepastian hukum  dafam pengaturan, pengawasan bank dan  penjaminan
simpanan nasabah bank.

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan hukum terhadap
Nasabah, Marulak Pardede mengemukakan mengenai perlindungan terhadap
nasabah penyimpan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni 2*:

1. Perlindungan secara lmplisit (Implicit Deposit Protection), yaitu
perlindungan yang diperoleh melalui:
a. Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan (UU No. 7 Tahun

1992);

b. DPerlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang

efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

B Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indovesia, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, him.133



¢. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada
khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada

UmUTny4.

d. Memelihara tingkat kesehatan bank;

e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan
nasabah;

g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah,

2. Perlindungan secara Eksplisit (Fxplicit Deposit Protection), vaitu
perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin
simpanan masyarakat,

Pengertian perlindungan secara implisit adalah, perlindungan yang
pengawasan dan pembinaan bank secara efektif, yang dapat menghindarkan
terjadinya kebangkrutan bank. Sedangkan perlindungan eksplisit adalah
perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan
masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga
tersebut yang akan mengganti dana masyarakat.

Undang - Undang No. 7 Talun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (cntang Pcrbankan, hanya mengatur
perlindungan kepada nasabah secara implisit. Dalam UU No. 7 Tahun 1992
tersebut, pada dasarnya perlindungan kepada nasabah tidak dapat dipisahkan
dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada

khususnya dan perlindugan terhadap sisiem perbankan pada umumnya.
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Perlindungan lain yang dapat ditempuh oleh nasabah adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini pelaku
usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila
jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan
perjanjian.

Terjadinya bank gagal "failing bank”, pihak yang paling dirugikan
terutama tidak dijamin oleh LPS adalah konsumen atau nasabah penyimpan,
terutama nasabah penyimpan yang beritikat baik.*® Pihak yang dirugikan
berada pada posisi yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan tawar yang
seimbang,”’

Posisi nasabah penyimpan yang kurang dari 2 Millyar dan besar nilai
simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan dalam proses likuidasi
sangatlah dirugikan, dikarenakan tidak semua dana nasabah yang dapat
dikembalikan. Hal ini adanya klaim penjamin atas dana nasabah yang tak
layak bayar berdasarkan rekonsiliasi dan/atau venfikasi yang dilakukan oleh
LPS selama 90 hari sejak Bank tersebut dicabut ijin usahanya >

Dapat disimpulkan bahwa nasabah sangat bergantung pada bank
sebagai pelaku usaha. Ketergantungan ini berkaitan dengan adanya informasi

yang diberikan olch bank, schingga tidak adanya informasi yang mcmadai,

% Lihat Peraturan Pemerintah Republik lndonesia No. 66 tahun 2008 Pasal 11, LPS
menjamin  dang nasabah sebesar 2 M. Klaim Penjaminan dinyatakan tidak lavak dibayar apabila
berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atan verifikasi, Pasal 19 ayat 1 sub a,b dan ayat 2.

" Posisi tidak imbang ini dapat dilihat jelas dalam hubungan kontraktual antar nasabah
penyimpan dengan baik. Karcna bagaimunapun juga perjanjian pembukaan rekening  tidak dapat
ditawar lag,i dan telah bersifat balu.

% Pasal 19 ayat (1) pembayaran klaim penjamin, undang-undang nomor 24 tahun 2004
tentang L.embaga Penjamin Simpanan.
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nasabah tidak dapat berbuat apa-apa hanya bisa menerima dan sebagai objek
pasif.

Adanya ketentuan di atas, jelas bagaimana periindungan nasabah
penyimpan dana saat terjadinya likuidasi. Aturan-aturan tersebut sudah cukup
mengikat antara kedua pihak, bank sebagai pelaku usaha mempunyai hak dan
kewajiban kepada nasabah dan sebaliknya 2’

Adanya berbagai perdindungan di dalam Undang-Undang Perbankan
tentang Perlindungan Dana Nasabah belumlah cukup, hal ini ditandai adanya
ketidakpercayaannya masyarakat atas dana nasabah yang ada dibank dianggap
bermasalah mengakibatkan sejumlah bank lain mengalami rush yaitu nasabah
penyimpan dana secara bersama-sama menarik kembali duna yang telah
tersimpan di dalam bank, tetapi bank tidak mampu mengembalikan dana
nasabah yang telah tersimpan secara langsung dibayar dalam jumlah besar
pada waktu singkat.

Adanya masalah perbankan yang mencuat pada tahun 2009
dikarenakan terjadinya kekawatiran yang bersifat sistemik serta seretnya
modal dan membengkaknya kredit macet. Di telusuri lebih jauh, adanya
penyakit dalam tata kelolahan yang kurang baik dalam perbankan, pencabutan
izin usaha discriai dengan adanya likuidasi 1.embaga Penjamin Simpanan yang
akan menjamin dana nasabah sesuai dengan aturan, namun perlu diingat

pemegang saham pengendali tetap bertanggung jawab secara keseluruhan.*

* Dapal dilihal Pasal 4 s/d 7 mengenai hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

*® Demikian disampaikan oleh Menkeu sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani di
kantor, J1 Wahidin Raya, Jakarta, Senin (20/4/2009), WWW. Suara MerdekaCetak com
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Dalam melakukan likuidasi Bank IFI, Gubernur Bank Indonesia
memutuskan mencabut izin usaha PT Bank IFl yang merupakan langkah
terbaik. Pemerintah tidak ada pilihan lain karena berbagai langkah
penyelamatan bank IFI sudah dilakukan sebelumnya.*

Bank IF1 berada di bawah pengawasan sejak September 2008.
Sebelum itu bank IFI sebenarnya sudah bermasalah namun pemiliknya tidak
mau menambah modal, ditelusuri bank tersebut memiliki penyakit dalam tata
kelola kinerja perusahaan.

Pencabutan izin usaha dilakukan sesuai dengan mekanisme dan
prosedur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/9/PB1/2004 Tanggai 26
Maret 2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penctapan Status Bank
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PBI No.10/27/PIRBI/2008
tanggal 30 Oktober 2008. Bl telah cukup lama melakukan beberapa langkah
penyehatan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, termasuk meminta
Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk menambah modal serta menjaga
likuiditas bank. Namun demikian, bank tidak berhasil menjalankan program
penyehatan yang disyaratkan. Dilakukan pencabutan izin usaha dengan
pertimbangan untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta melindungi
kepentingan nasabah. Adanya dilikuidasi bank TFT memberikan clck posilil,
karena adanya tindakan tegas guna mengamputasi bank yang bisa menjadi

beban di masa depan.

3! Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/19/KEP.GBI/2009 Tanggal 17 April
2009
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Berdasarkan data dari Bank IFT terdapat beberapa nasabah yang dapat
dibayar dananya oleh LPS dan terdapat sebagian nasabah yang tidak dapat
dibayar oleh LPS. Hal ini sesuai dengan hasil verifikasi dan rekonsiliasi yang
dilakukan oleh LPS terhadap dana yang disimpan oleh nasabah dalam Bank
IF1. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dicarikan upaya untuk memberikan
perlindungan kepada nasabah Bank IFI terutama nasabah yang dananya tidak

dapat dibayar oleh LPS.

Rumusan Masalah
Berdasarkan beberapa permasalahan yang akan dikupas dalam peneliti
ini adalah:
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana Bank IFI
ketika bank tersebut dilakukan likuidasi?
2. Bagaimana pengembalian dana nasabah yang tidak terbayarkan oleh

Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi Bank IFI?

. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah
sebagai berikut:
1. Mengkaji sejauh mana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana
Bank IF] ketika bank tersebut dilakukan likuidasi.
2. Menganalisis pengembalian dana nasabah yang tidak terbayarkan oleh

Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi Bank IF]
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D. Tinjauan Pustaka

Pada masa krisis perekonomian di indonesia, terutama dalam dunia
perbankan masyarakat kita juga krisis kepercayaan terhadap dunia perbankan
yang mengakibatkan bank indonesia mengalami masalah kehancuran.
Berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberi perlindungan
hukum bagi mayarakat.

Hukum dibentuk dalam tataran masyarakat guna memben rasa aman
dalam melakukan aktifitas usahanya tersebut. Hukum adalah keseluruhan
kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan
bersama, yaitu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam
suatu kehidupan bersama,yang dapat dipaksakan pelaksanaan dengan suatu
sanksi.”

Hukum perbankan merupakan kaidah hukum dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Sumber hukum
yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai kelembagaan atas
kegiatan usaha tertentu dari bank, dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-
rambu dalam perbankan, prilaku dan norma para pemilik dan pengelolah bank,
hak dan kewajiban bank terhadap nasabah, tugas dan tanggung jawab para
pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, bolech atau tidaknya yang
dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain yang berkenaan

dengan dunia perbankan tersebut.**

32 Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Swatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, him, 40
3 Munir Fuady, Op, Cit., him. 14
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Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu
yang menyangkut tentang kelembagaan perbankan, kegiatan usaha, serta cara
dan proses pelaksanaan kegiatan usaha**

Hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun
norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha dan proses pelaksanaan usaha.*

Hukum mempunyai tujuan vyaitu menciptakan ketertiban dan
kesehimbangan, adanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan
masyarakat dapat terlindungi.*®

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menyebutkan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang
bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usaha.

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan
masyarakat. Guna mengandalakan kepercayaan masyarakat terthadap bank,
pemerintahan harus dapat berusaha melindungi masyarakat dari tindakan
lembaga, ataupun pegawai bank yang tidak bertanggung jawab, dan merusak

sendi kepercayaan masyarakat.”’

34 Rachmadi Usman, 2003, Aspek-aspek Hulkum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, him. 2

3% Hermansyah, 2006, Op. Cit, him.40

3 gudikno Mertokusumo, Op Cit, him 40

*7 Muhammad Djumhana, 2006, Operasional Bank di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, him, 281 »
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Perbankan nasional mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan

ekonomi nasional bangsa indonesia antara lain:

1. Bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan kegiatan usaha
pokok pengimpun dan penyalur dana masyarakat atau pemindahan dana
masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan vang dari
penabung kepada peminjam.

2. Penghimpun dan penyalur dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang
sebagai tugas penyelenggaraan negara, yaitu:

a. Menunjang pembangunan nasional termasuk pembangunan daerah,
bukan melaksanakan misi pembangunan swatu golongan apalagi
perseorangan. Sehingga perbankan Indonesia diarahkan menjadi agen
pembangunan (agent of development).

b. Tujuan trilogi Pembangunan Nasional, yaitu:

1) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan segolongan orang atau
perseorangan saja, melainkan kesejahtrahan seluruh rakyat
Indonesia tanpa kecuali;

2) Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional, bukan
pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan,
melainkan pertumbuhan ekonomi se¢luruh rakyat Indonesia
termasuk ekonomi yang diserasikan;

3) Meningkatkan stabilitas nasional yang schat dan dinamis;

4) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahtraan rakyat banyak

merupakan tujuan perbankan yang hendak dicapai dalam



meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahtraan rakyat
Indonesia bukan segolongan orang atau perseorangan saja.

3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya tersebut harus mampu
melindungi secara baik yang telah dititipkan masyarakat kepadanya
dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking), dengan
cara:

a. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin
mengglobal atau mendunia.

b. Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang
produktif, bukan konsumtif.

4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercaya pada bank,
selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan
persyaratan keséhatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah
terjadinya praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.>®

Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, berdasarkan fungsi utama
perbankan Indonesia adalah éebagian penghimpun dan penyalur dana
masyarakat. Fungsi bank merupakan perantara di antara masyarakat yang
membutuhkan dana (lack of funds) dengan masyarajat yang kelebihan dana

(surplus of funds),”® di samping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya.

Oleh karena bank berfungsi sebagai pranata keuangan, maka dalam hal ini

* Rachmadi Usman, Op Cit, hlm. 61-62
% Myhammad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia, Ctk, Ketiga, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, him. 77.
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faktor kepercayaan dari masyarakat merupakan faktor utama dalam
menjalankan krisis perbankan *”

Berdasarkan fungsi bank yang sangat krusial bagi perekonomian suatu
negara, maka keberadaan asset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat
sangat penting dijaga.*!

Perlindungan hukum dalam trasnaksi perbankan, merupakan hal yang
patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat dilindungi. Wujud
perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum.
Penegakan hukum secara konsepsional merupakan kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
mengejewantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Selanjutnya konkretisasi dari upaya penegakan hukum secara konsepsional
dijabarkan bahwa manusia di dalam pergaulan hidupnya mempunyai
pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.
Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujut dalam pasangan-pasangan
tertentu, misalnya pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu
diserasikan dan dijabarkan secara lebih konkrit lagi karena nilai-nilai tersebut
lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran lebih konkrit diwyjutkan dalam bentuk
kaidah-kaidah hukum yang bersifat suruhan, larangan dan kebolehan. Kaidah-

kaidah itu menjadi pedoman atau patokan perilaku atau sikap tindakan yang

“ Kasmir, 2000, Marajemen Perbarkan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 3
' Zulkarnain Sitompul, 2002, Perlindungan Dana Nasabah Rank, Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas indonesia, Jakarta, hlm. 5
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dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindakan tersebut
bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam penegakan hukum
adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak
yang membentuk atau menerapkan hukum, faktor saran atau fasilitas yang
mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yaitu dimana hukum
tersebut berlaku dan diterapkan dan faktor kebudayaan, yaitu hukum sebagai
hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam
pergaulan hidup. Upaya penegakan hukum tidak terlepas dari cita hukum yang
dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai
aturan hukum positif, lembaga hukum, dan proses (perilaku birokrasi
pemerintahan dan warga masyarakat).

Dalam penegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan,
yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan
keadilan (gerecgttigkeit). Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang,
bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit.
Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum
dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap
pelanggaran hukum akan ditindak dan akan dikenakan sangsi menurut hukum.
Selanjutnya penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi
masyarakat, dan terakhir keadilan dituntut oleh masyarakat, dimana sangat
berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilaﬁ
diperhatikan. Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan, harus

memperhatikan tiga unsur di atas.
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Perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi dengan bank,
khususnya nasabah penyimpan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum dapat tempat yang
memadai. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak mengatur secara
langsung perlindungan bagi nasabah. Dalam Bab V, Pasal 29 ayat (1), (2), (3),
dan (4) yaitu ketentuan yang mengatur pembinaan dan pengawasan bank,
memberi konsekuensi bagi Bank Indonesia untuk lebih efektif dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan bank.

Sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan perbankan di Indonesia,
Bank Indonesia mempunyai peran yang besar dalam usaha melindungi dan
menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang
salah. Bank Indonesia wajib lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangan
untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan oleh seluruh
bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik
merupakan langkah preventif dalam meminimalisasikan kasus-kasus kerugian

nasabah karena tindakan bank.

E. Metode Penelitian
1. Objek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah:
a. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana Bank IFI ketika
bank tersebut dilakukan likuidasi
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b. Pengembalian dana nasabah yang tidak terbayar oleh Lembaga
Penjamin Simpanan dalam likuidasi Bank IF1.
2. Sumber Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian im adalah data primer dan
data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data
yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan
hukum yang terdiri dari:*
a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang
terdiri dari;
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan
4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besarnya
Jaminan Yang Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bshan hukum yang memberikan
petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri
dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya

ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penclitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 13



22

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang terdiri dari:

1) Kamus Umum Bahasa Indonesia

2) Kamus Hukum

3) Kamus Inggris Indonesia

4) Ensikiopedia

3. Subjek Penelitian

Bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. Pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

b. Pimpinan Bank Indonesia Pusat

¢. Nasabah Bank IFI

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer
Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan subjek
penelitian.

b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan:

1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan
perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan
permasalahan penelitian

2) Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen
resmi institusional yang berupa putusan pengadilan, risalah sidang

dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
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5. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan
dalam penelitian imi dar sudut pandang atau menurut ketentuan
hukum/perundang-undangan yang berlaku.
6. Analisis Data
Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian
disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan
permasalahan dalam penelitian.
b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan
¢. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan

dasar dalam mengambil kesimpulan.

¥. Sistematika Penulisan Tesis
Guna memudabkan dalam memabami isi dan tesis imi, berikut

disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa
bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun
masing-masing bab tersebut adalah:
BABI PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang merupakan
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bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Pada bab ini juga diuraikan
metode penelitian, yang terdiri dari objek penelitian, sumber data/bahan
hukum, teknik pengumpulan data, narasumber serta metode pendekatan dan
analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan tesis.
BABII TINJAUAN TENTANG BANK DAN LEMBAGA PENJAMIN

SIMPANAN

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tinjauan tentang bank dan lembaga

penjamin simpanan, yang berisi tinjauan tentang bank, yang di dalamnya
memuat pengertian dan dasar hukum bank, operasional bank dan hubungan
hukum antara Bank dan nasabah penyimpan dana. Selanjutnya dibahas
tinjauan tentang lembaga penjamin simpanan, yang di dalamnya merhuat
pengertian dan dasar hukum lembaga penjamin simpanan, sejarab lembaga
penjamin simpanan, fungsi, tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan,
premi keanggotaan dan besar simpanan yang dijamin lembaga penjamin
simpenen, mekanisme jaminan oleh lembaga penjamin simpanan, serta
kewenangan lembaga penjamin simpanan dalam melakukan likmidasi bank.
BABIII PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN

DANA DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai perlindungan hukum

bagi nasabah penyimpan dana dalam proses likuidasi bank oleh lembaga
penjamin simpanan, yang di dalamnya berisi perlindungan hukum bagi

nasabah penyimpan dana Bank IF1 ketika bank tersebut dilakukan likuidasi
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dan pengembalian dana nasabah yang tidak terbayarkan oleh Lembaga
Penjamin Simpanan dalam likuidasi Bank IFL.
BABIV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap
permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan
sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan
hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam proses likuidasi bank oleh
lembaga penjamin simpanan.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BABII
TINJAUAN TENTANG BANK DAN

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

A. Tinjauan tentang Bank
l. Pengertian dan Dasar Hukum Bank

Secsuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
Bank diartikan sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana dan
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taral hidup rakyal banyak”.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga pelayanan
masyarakal (fiduciary financial institution), yang mempunyai misi dan visi
yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas untuk
mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapaimya peningkatan
taraf hidup rakyat.”’

Ditinjau dari sudut pcrusahaan yang bergerak di bidang ckonom,
kenyataan di masyarakat, terdapat pemahaman yang berbeda mengenai apa
yang disebut dengan bank. Ada figa cara jalan untuk mendefinisikan apa

yang disebut dengan bank:

* Nindyo Pramono, 1999, Makalah Seminar; Bank sebagai Lembaza Kepercayaan
Masyarakar, him, 2
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a. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berialku (/egaf
regulation within which the institutional function).
b. Mengacu kepada servis bank mengenai apa yang ditawarkan kepada
konsumien.
¢. Mengacu kepada fungsi ekonomis (ecomomic function) dani bank
sepertt yang ditunjukkan dalam pelayanahnya kepada masyarakat
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dischut
Bank adalah usaha vang menghimpun dana masyarakat dalamn bentuk
sumpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka
memngkatkan taraf dup rakyat banyak, Sudut legal, banyak lembaga lain
yang juga menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakal tapi
tidak disebut bapk. Mengacu pada produk yang ditawarkan kepada
konsumen, bank adalah  istitust  yang mconcrima  simpanan  dan
menyahlukannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dan sudut
ini banyak lembaga keuangan lain yang juga berfungsi demikian sebagai
lembaga keuangan lain yang juga berfungsi demikian sebagai lembaga
ckonomi, tapt tidak discbul bank, misalnya : morfage companies, pension
Sunds, money market mudual funds, life insurance companies, juga
menawarkan pinjaman, tapi ia tidak discbut bank. Mcngacu kepada fungsi
ekonomis bank, maka didefinisikan sebagai lembaga yang menerima
simpanan, menawarkan rekemng dan bak istimewa dan membuat
pinjaman, sebagai bagian vang tidak terpisahkan dari peran yang
ditawarkan atau discdiakan bank scbagai finanial intermediury alas jasa-

Jjasa transaksi kepada konsumen.
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Berdasarkan pemaparan di atas, termyata pendekatan dari fungsi
ekonomis yang dianggap paling memuaskan. Sebagai financial
intermadiaries, bank akan mengambil uvang dari investor, kemudian
mengumpulkannya dan menanamkannya kembali .dana tersebut pada
perusahaan lain, seperti misalnya: dalam bentuk kredit, saham, pasar
modal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu bank biasa disebut sebagai
institusi yang berada di antara investor dengan investasi yang paling akhir,
Seperti yang diketahui, fungsi pokok bank adalah menyalwkan tabungan
menjadi investasi dengan cara menempatkan dirinya di antara penabung
dan mvestor.

Pengertian Bank Umum scbagai mana tercantum pada Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitn : “Bank yang
melakukan Kkegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan
Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran”,

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana tercantum
dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :
“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegialannya tidak memberikan

jasa dalam latu lintas pembayaran”.

. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana
Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyunpan dana

dijelaskan dalam peraturan bank yang bersangtkutan, peraturan tersebut
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berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat wmum untuk harus
disetujui oleh nasabah penyimpan dana®

Hukum mengatur hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan aniara
individu dengan masyarakat dan antara individu itu sendiri, sedangkan
ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.” Hubungan antara
bank dengan nasabah adalah suatu perjanjian (kontrak) yang berarti para
pihak daiam hal ini bank dengan nasabah mempunyai bak dan kewajiban.

ITubungan hukum antara nasabah dengan bank berdasarkan
perjanjian. Umumnya bank tefah membuat formubir dalam menentukan
syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, sehingga nasabah hanysa
memitiki hak pilih yaitu sciuju atau tidak sctuju terhadap persyaratan yang
telah ditentukan oleh bank.

Hukum perjanjian dalam buku 1l KUHPerdata adalah memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian  dengan  syaral tidak mclanggar  kelertiban  umum  dan
kesusilaan. '

Perjanjian adalah suaty perisiwa di mana sescorang berjaniji
kepada orang lain perjanjian tersebut meripakan suatu perisriwa di mana
para pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hat.*?

Perjanjian adalah perbuatan hukum antara doa pihak atau lebih

untuk mengadakan pernkatan, sehingga perjanjian merupakan  satu

* Sulan Remy Sjuhdeimi, 1993, Kebebusan Rerkontrak dun Perlinclungan  yang
Sehimbang bagi Para Pihak dolam Perfanjion Kredii Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia,
Jakaria, him. 129

* Qudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Fukum, Liberty, Yogyakarta, him._ 40

* tbid, him, 13

TR Subekti, 2001, Hukum Lerfanjian, PT. Citra Adtya Bakii, Bandung, him. |



perbuatan hukum untuk mencapai persesuaian kehendak sehingga
menimbulkan akibat hukum tertentu. Sehingga hubungan antara bank dan
nasabah diatur olch hukum perjanjian,

Perjanjian terdapat dna perbuatan hukum yang masing-masing
berisi satu (twee eenzijdge rechthandeling) yaituy  penawaran  dan
penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang atau
Ichih  saling  berhubungan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum
{rechisgevolg), artinya perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum
sebagai hubungan hukum antara nasabah dengan debitor.

Penandatanganan suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum
yang mengikal para pihak. Asas ini dikenal dengan asas kcbebagsan
berkontrak {the freedom of contract). Pada Pasal 1338 ayat (I)
KUHPerdata bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.*

Perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan dari masing-
masing pihak yang memiliki posisi tawar menawar (bargaining position)
yang seimbang, schingga para pibak dapat mengemukahkan kepentingan
masing-masing.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah berasal dari
perjanjian oleh kedua blah pihak, yaitu telah disepakatinya syarat-syarat
dalam kontrak terhadap kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Bank
berkewajiban menerima uang dar nasabah penyimpan dana dan memiliki

hak untuk menagih nasabah. Nasabah penyimpan dana memiliki hak untuk

% Sentosa Sembiring, 2000, Hulum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, him. 6]
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semua simpanan dibukukan ke dalam buku rekening dan berkewajiban
membayar tagihan yang telah disepakati oleh bank. Hasil dari tagihan-
tagihan terscbhut bukan disimpan olch bank scbagai yang nasabah, tciapi
bank meminjam hasil tagihan tersebut dan kewajiban untuk membayar
kembali. Perjanjian ini terkandung pula janii untuk membayar kembali
atas dasar perintah tertulis dar nasabah yang ditujukan kepada bank.

Hubungan hukum bank dengan nasabah berupa hubungan
kontraktual vaitu hubungan yang paling utama dan senng dilakukan
antara bank dengan nasabah. Hubungan ini berlaky terhadap nasabah, baik
nasabah dcbitur, nasabah dcposit ataupun nasabah non debitur non deposit.

Terhadap mnasabah debitwr, hubungan komtraktual tersebut
berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank scbagai kreditur
(pemegang dana) dengan pihak nasabah scbagai debitur (peminjam dana).
Ilubungan ini bersumber dari ketentuan-ketentuan KUIIPerdata tentang
kontrak (buku ketiga), pada Pasal 1338 ayat (1) KUITPerdata bahwa semua
perjanjian yang dibuat sccara sah berkckuatan sama dengan Undang-
Undang bagi kedua belah pihak.

Nasabah deposan atau pasabab pon debitur non deposan, tidak
terdapat ketentuan yang khusus mengatur kontrak, sehingga kontrak antara
bank dengan nasabah deposan atau masababh non debitur non deposan
hanya diatur dalam bentuk kontrak sederhana dan dibuat dalam bentuk
kontrak standar (kontrak baku).

Kclentuan  kontrak  standar  yang  diberlakukan  scringkali

menguntungkan pihak bank, dikarenakan susunan isi dari ketentuan yang
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ada dalam kontrak telah ditentukan sebelumnya oleh bank, sehingga bank
tidak memiliki hak tawar atas isi dari kontrak tersebut.

Pringip vang digunakan dalam menentykan hubungan  antara
nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kreditui-debitur.
Pihak bank sebagal debitur dan npasabah penyimpan sebagal kreditur.
Namun pada kenyataan pihak nasabah penyimpan dana atau debitur tidak
mendapat perlindungan hukum vang sewajarnya dari sckior hukum,

TTukum Perbankan di Tndonesia tidak menjelaskan dengan tegas
mengenai hubungan-hubungan terscbut, maka hubungan terscbul baru
dapat ditaksanakan jika discbuikan dengan tegas dalam konirak, Misalnya
dalam hal bank memberikan penyewaan safe deposif, yang dalam hal int
akan bertindak sebagai pihak penenima titipan dari nasabah, atau sebagai
pihak yang monycwakan safe deposii box tersebut. ¥

Bank memiliki kewajiban untuk menyimpan kerahasiaan berupa
data~data tcrhadap para nasabah dan simpanan. Kcwajiban terschut tidak
pernzh diperjanjikan sama sekali, maka mengindikasikan bahwa hubungan
antara nasabah dengan bank tidak hanya memiliki hubungan kontraktual
saja.

Hubungan antdara bank dan nasabah diatur dalam perjanjian, maka
bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupui
badan usaha dan nasabah baik pcrorangan maupun badan usaha

mempunyai hak dan kewajiban.

Y fbid, him. 63
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Jaminan hukum yang dapat diberikan oleh bank terhadap nasabah
penyimpan dana dapat dilihat dari aspek-aspek kewajiban-kewajiban dan
larangan-larangan scrta hak-hak yang ditctapkan oleh hukum bagi bank
terhadap nasabah, serta sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada
bank vang tidak mematuhi kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-
larangan itu, karena ketidak patuhan dan pelanggaran yang menimbulkan
kerugian bagi para nasabah penyimpan dana. Sanksi hukum yang
dimaksud dapat berupa sanksi administrasi terhadap bank itm maupun
terhadap pengelolanya (anggota dewan komisans, direksi dan pegawai
bank), sanksi perdata dan sanksi pidana yang dapat diputuskan oleh
pengadilan terhadap pengelola bank.>

Perlindungan terhadap nasabah dipandang secara materiil maupun
formil makin ferasa sangat penfing, mengingat makin cepat fajunya ibmuy
pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi
produkiifitas dan cfigicnsi bank atas produk-produk yang ditawarkan
dalam rangka mengejar dan mencapai yang pada umumnya akan
merasakan dampaknya.

Hubungan antar pelaku usaha (bank) dengan nasabah merupakan
hubungan vyang (crus menerus dan  berkesinambungan, Dasar  dari
terjadinya hubungan tersebut karena adanya saling ketergantungan dari
kedua belab pihak yang cukup tinggi. Di satu sisi, bank membutubkan
nasabah wntuk menjaga kelangsungan usahanya | sedangkan nasabah

membutuhkan bank sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

® Ihid



Simpanan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank merupakan suatu
sarana bagi bank untuk melakukan tugas atau programnya. Apabila
pengelolahan simpanan masyarakal tidak aman maka masyarakal akan
kehilangan kepercayaan pada bank. Pengamanan simpanan dana it
merupakean jaminan atas kesinambungan kepercayaan masyarakat kepada
bank untuk menyimpan dana pada perbankan.

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi dengan bank
khususnya nasabab penyimpan sebelum berlakunya Undang-Undang No.
24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum mendapatkan
tempat yang memadai. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Pcrubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 icntang Perbankan, tidak
mengatur secara lapgsung perlindungan bagi nasabah. Hanya melalui
Keppres No. 26 Tahun 1998, pemerintah menyatakan jaminan dana
nasabah.

Keputusan Presiden tersebut berhasil mewujudkan kepercayaan
masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan
perbankan. Namun pcernjaminan yang sangal luas ini juga membebani
anggaran negara dan menimbulkan moral hazard pada pihak pengelolah
bank dan nasabah bank. Pengclotah bank tidak terdorong untuk mclakukan
usaha bank secara prudent, sementara nasabah tidak memperhatikan atau
mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank.
Selain itu, penerapan penjanunan secara luas ini yang berdasarkan
Kcepulusan Presiden kurang dapal memberi kekuatan hukum schingga

menimbutkan permasatahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena
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itu diperlukan dasar bukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-
Undang.

Berkaitan dengan perlindungan hukum tersebut, maka dengan
pemberiakuan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan
vang diharapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah
penyimpan uniuk mendapatkan  perlindungan  hukum  vang  memadai
apabila bank dilikuidasi dan mewujudkan sistem perbankan yang sehat
dan stabil. Undang-Undang No. 24 ‘Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan dalam Pasal 16 disebutkan bahwa Lembaga Penjamin
Simpanan wajib mcmbayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan
dan bank yang dicabut izin usahanya. Pembayaran atas klaim penjaminan
sctelah dilakukan rekonsiliagi dan verifikast atas data simpanan yang layak
dibayar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak
izin usaha bank dicabut dan pembayaran mulai dilakukan selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulal.

Konsep perhitungan pembayaran melalui cara kompensasi atau
pengimpasan pinjaman (sef-off), diakomodasikan dalam Pasal 18 yang
menyatakan bahwa:

“Dalam hal npasabah penyimpan pada saat yang bersamaan

mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim

penjaminan  dilakukan  sciclah  kewajiban nasabah  penyimpan
kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan
perUndang-Undangan.”

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila
berdasarkan hasil rekonsiliasi dan atau verifikasi bahwa data simpanan

nasabah dimaksud tidak ftcrcatat pada bank, nasabah penyimpan



merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan atau nasabah
penyimpan merapakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi

tidak schat,

B. Tinjauan tentang Lembaga Penjamin Simpanan

1.

Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Penjamin Simpanan

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat
penting dalam perekonomian nasional demn menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ckonomi nasional. Stabihtas industri perbankan
sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Pada tabun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam
Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan
menurunnya  tingkal kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan,
Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa
kebijakan di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban
pembayaran bank, temmasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee).
Hal ini ditctapkan dalam Kcputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998
tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan
Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pclaksanaannya, Alanket guarantee memang  dapal
menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri

perbankan, namun rang lingkep penjaminan yang terlalu luas



menyebabkan timbulnya meoral hazard baik dan sisi pengelola bank
maupun masyarakat.

Sclain itu, dalam sistem blankel guarantee, tcrdapal tiga
permasalahian utama yang akan dihadapi sistem perbankan:™
a. Siapa vang melindung masyarakat deposan atau bankir
b. Selalu muncul ketidakprofesionalan dalam pengelolaan bank, tanggung

jawab manajemen bank cenderung rendah
¢. Resiko kerugian negara akan cenderung tingpi.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah secepatnysd meninggalkan
sistem blanket guaremtee 1 dan menggantikannya dengan merealisasikan
Lembaga Penjamin Simpanan, yang di negara lain seperti Amerika,
Kanada, Filipina, Korea, Jepang dan Taiwan disebut sebagai Deposit
Insurance Corperation atau di Ingenis disebut sebagal Departemen
Protection I'und, sedangkan di India disebut sebagai Deposit Insurance
and Credit Guarantee Corporation.

Realisasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan tersebut sesuai
dengan amanat Pasal 378 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 vang
berbunyi:

(1) sctiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada
bank yang bersangkutan
(2) untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, dibentuk Lembaga
Penjamin Sunpanan.
Penjelasan Pasal 37B ayat (2) menyebutkan Pembentukan

Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi

' Adrian Sutedi, 2008, Iukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,
Fikouidasi, don Kepailifan, Sinar Grafika, Jakarta, him. 136



kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana
masyarakat pada bank, L.embaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan:
(a) skim dana bersama, (b} skim asuransi, dan (c) skim lain yang disetujui
Bank indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa
aman bagi nasabah penyimpan scria menjaga stabilitas sisiem perbankan,
program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu
digantikan depgan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
mengamanatkan pembentukan suatu 1.embaga Penjamin Simpanan scbagai
pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai
dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan blanket
guaraniee dan akan diganti dengan sislem penjaminan yang Icbih
permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan
diturunkan jumlabh maksimal yang dijamin. Blanket guarantee sebagal
suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998
melalui Keppres 26 Tahun 1998, Program penjaminan ini dilaksanakan
oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pada tahun
2004 juga akan dibubarkan,™

Kebijakan ini memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban

bank-bank umum kepada nasabah penyimpan (deposan) dan kreditor



dalam dan Iuar negeri. Tujuannya untuk mencegah kehancuran sistem
perbankan akibat terjadinva rus# yang dipicu oleh dilikuidasinya 16 bank
pada November 1997, Likuidasi 16 bank yang pada awalnya dimaksudkan
untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri bank,
ternyata justru mengakibatkan keadaan vang sebaliknya. Kekhawatiran
akan terjadinyva likuidasi bank berikutnya dan tidak adanya program
penjaminan  simpanan iclah menycbabkan kepanikan masyarakal atas
keamanan dananya di perbankan. Kondisi ini, menyebabkan kepercayaan
masyarakat pada bank-bank nasional runtuh.

Terjadinya rush ini ditandai dengan meningkamya jumlah uang
kartal yang dipcgang masyarakal. Berdasarkan data Bank Indoncsia uang
kartal yang dipegang masyarakat melonjak tajam dari Rp. 24 9 triliun pada
akhir November 1997 menjadi Rp. 37,5 triliun pada akhir Januan 1998,
dan jumlah 1 terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan
Juli 1998, schingga mencapai Rp. 45,4 triliun. Ada beberapa hal positifl
yang dapat dicapai dengan dihapuskannya program blanke! guaraniee.
Pertama, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.”

Kedua, memixiima.lkan moral hazard (aji mumpung) bagi pemilik
dan pengelola bank dan ketiga, meningkatkan disiplin pasar. Negatifhya
adalah ketiadaan program ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat

terhadap industn perbankan. Lemahnya kepercayaan masyarakat akan

2 Adrian Sutedi, 2010, Aspek TTubkum Lembaga Penjomin Simpenon (1L.7S), Sinar Graliks,

Jakaria, him. 6

him. 1

% pilar, 2004, Perbankan Tanpa Rlanket Guarantee, No. VI/22-28 Desember 2003,
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mudah memicu terjadinya rush, svatu sitnasi yang sangat menakutkan
industri perbankan dan otoritas moneter.

Scbagai pengganti program hlankel guaranice pemcirniah iclah
mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin
Simpanan kepada DPR. Melalui Rancangan Undang-Undang im akan
dibentuk suate lembaga independen yang disebut Lembaga Penjamin
Simpanan (1.PS) yang berlungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada
pada industri perbankan. Secara konsep, Lembaga Penjamin Simpanan
(LP’S) adalah program penjaminan minp dengan yang dilakukan oleh
Federal Deposit Insurance Corporation {(IFDIC) yang berlaku di Amerika
Serikat,

Terdapat dua perbedaan mendasar antara jaminan yang diberikan
oleh program blanket guarantee dan jamman yang diberikan Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS). Pertama, dalam hal cakupan. Kedua, besarnya
jumiah yang dijamin, Blunke! guaraniee menjamin hampir  sclyryh
kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas (the sky is the limits).
Adapun jaminan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
hanya mencakup simpanan masyarakat pada bank (deposan) dengan
jumlah maksimal tcricntu. Sceara relorika yang dijamin adalah nasabah
kecil dengan alasan memberikan jaminan kepada nasabah kecil dari bankir
yang tidak bertanggung jawab dipandang merupakan svatu pendekatan
vang adil dan tepat. Dalam Rancangan Undang-Undang, diusulkan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan maksimal

sampai jumlah Rp. 2 wiliar.
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Alasan memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan dana
adalah mengingat penyimpan dana di bank dapat dikatakan merupakan
salah satu bentuk partisipasi masyarakat luas dalam upaya pembangunan,
Akan tetapi, seringkali posisi penyimpan dana terutama penyimpan dana
yang kecil terhadap bank agak lemah. Penyimpan dana seringkali kurang
memperhatikan perjanjian atau syarat-syarat simpanan yang pada bank,
tetapi I¢bih sering memperhatikan tingkat suku bunga atau undian-undian
yang ditawarkan oleh bank. Khusus tabungan, umumnya masyarakat yang
verpenghasilan rendah, dalam memperjuangkan haknya sering kurang
berhasil dengan baik. Alasan yang tidak kalah peatingnya adalah dalam
menyclesaikan hak-hak pényimpan dana pada suatu bank yang dilikuidasi
seringkall tidak memuaskan. Uang milik penyimpan telah dibawa lari oleh
pengurus bank, sedangkan sisa kekayaan bank tidak cukup untuk
mengembalikan dana nasabah yang telah dilarikan pengurus dan atau
pemilik bank terscbul. Tambahan pula, proscs pengembalian dana nasabah
juga memakan waktn yang cukup lama karena menunggn dapat
dicaitkannya aset bank yang dilikuidasi.™

Secara teoritis Lembaga Penjamin Simpanan {LPS) yang akan
mengganiikan Alunket guaranice adalah salah satu komponen financial
safety net. I'inancial safely nel wmumnya terdiri atas peraturan kehati-
hatian (prudential regulation), pengawasan, lender of last resort dan
Lembaga Penjamin Simpanan. Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap

31 Adrian Sutedi, 2010, Op. Cit, him, 8



industi perbankan dam bertujuan untuk: perfoma, menurunkan
kemungkinan terjadinya rush; kedua, melindungi nasabah penyimpan kecil
yang sccara sosial dan politik tidak dapat mcnanggung beban akibat
kebangkmtan bank; dan keriga, menyediakan jalan agar biaya sosial dan
politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Singkat kata,
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan meckanisme untuk

55

mempermudah bank bermasalah dilikuidasi,

1

Satu hal penting vyang hams diperhatikan adalah Lembaga

Pepjamin Simpanan (LPS) bukan panacea. Sistem i juga memiliki
kelemahanuya sendiri. Presiden Franidin Delano Roosevelt pada saat
pendinian Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengingatkan;
the minute the goveriment starts (o do that ... the goveriment runs into
probables loss. Beliau kemudian menarbabkan: We do not wish to make
the United States government liable for mistakes ard errors of individual
bunks, and put a premium o unsound banking in the future, Untuk ily,
sistem ini harus didampingi dengan tiga pilar, yaitu pengawasan, fenternal
governance dan disiplin pasar.”™

Pengawasan yang dilakukan oleh bank sentral harus dilengkapt
dengan digiplin internal dari perbankan dan disiplin cksiernal (pasar).
Tanpa disiplin tersebut, pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan
kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknolog pada imstrumen

keuangan. Dengan melibatkan internal govermance, berarti perbankan

** Zulkarnain Sitompul, 2005, Problematika Perbankan, Books Terrace & Library,
Bandung, hlm. 306
% fbid, hlm, 9



43

sendiri harus merupakan tempat terbaik dalam mengatur dan memelihara
praktik manajemen yang sehat.

Adapun kchadiran disiplin pasar diperlukan karcna tanpa pasar
yang kompetitif dan punitive atas kegagalan bersaing di pasar, maka tidak
cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk melakukan
keputusan keuangan yang tepat.

Disiplin pasar mcmerlukan iklim keterbukaan yang  kondusil,
Untuk it dilakukan kaji uvlang ketentuan tentang keterbukaan yang
berlaku bagi perbunkan. Hanya dengan kelengkapan demikianlah
kelemahan yang ada dalam sistem Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
dapat diminimatkan.

Pertaniyaan yang pantas diajukan saat ini adalah apakah Rancangan
Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LI*S) yang telah diajukan
pemerintah yang dibahas DPR, dan menjadi undang-undang sehingga
dapat menggantikan program Alanke! guaraniece, Mengingat (ghun 2004
diwarnai dengan agenda politik yang padat, dapat dipastikan pembentukan
Lembaga Penjamin Simpanan (LI'S) yang diamanatkan Rancangan
Undang-Undang tersebut tidak akan terwujud. Untuk mengatasinya,
pemeriniah akan menditikan lembaga semeniara yang akan menggantikan
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menjalankan program
blamket guarantee. lronisnya, BPPN dan blanket guarantee itu sendin
adalah kebijakan sementara. Artinya, kebijakan sementara digantikan

dengan kebijakan sementara pula.



Dalam sistem penjaminan simpanan, bank wajib (mandatory)
untuk membavar sualu premi asuransi kcpada T.ombaga Ponjamin
Simpanan (LPS) untuk sejumlah dana yang dihimpun dari masyarakat.
Besarnya premi bisa sama atau bisa berbeda  (crgantung  pilihan
pemerintah. Premi penjaminan dapat dibayar per semester 0,1 persen dari
rata-rata simpanan atau premi yang berbeda antara satu bank dengan bank
lain, besarnya tergantung tingkat risiko kegagalan bank (risk based
premium). Alternatif yang kedua mungkin lebih fair, pengelola bank akan
lebih bertanggung jawab. Mereka akan berusaha menekan profit risiko
dalam mengelola simpanan rmasyarakat, sehingga premi yang harus
dibayar relatif lebih rendah. Dengan demikian, Lembaga Penjamin
Simpanain (LPS) akan menjadi rem ofomatis untuk menahan laju
spekulatif bankir.”’

Selain itu, dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini,
masyarakat akan lebih rasional dalam memilih bank, ukuran besarnya
premi vang harus dibayar bank menjadi sinyal bagi masyarakat untuk
memiith bank. Jika seorang nasabah bank menyukai risiko (risk lover), 1a
akan memilih bank yang membayar promi risiko yang besar, Scmenlara
besar premi bank menunjukkan risk based premium bank semakin besar
pula. Namun bagi nasabah yang kurang menyukai risiko, akan mencari
bank yang membayar premi yang lebih rendah.

Manfaat lam dari T.ombaga Penjamin Simpanan (1.PS) ini adalah

melepaskan beban anggaran pemerintah untuk melakukan rekap terhadap

57 Nairobi, 2004, Kegagalkm Pengelolaan Rank, Lampung Pos, Sabtu, 17 April 2004



bank pada masa depan. Belajar dari pengalaman pada saat krisis beban
anggaran pemerintzh, sebagan besar diarahkan untuk melakukan rekap
terhadap sckior perbankan, Rp. 650 (riliun dana pemerintah (erkuras,
sehingga mengurangi kemampuan pemerintah memberikan rangsangan
(stimulus) fiskal. Juga berdampak terhadap turunnya daya beli masyarakat,
beban utang luar negeri yang membengkak dan terseok-seoknya sektor riil,
schingga dampak akhirnya bermuara pada tingkat pengangguran yang
tinggi di masyarakat ™

Akhirnya, harapan kita bersama Bank Indonesia beserta
pemerintah dapat mengelola dengan baik pembekuan operasional bank,
langkah yang salah dan kcliru akan berpeluang menjadi krisis sistematik
pada sektor perbankan. TTal in1 disebabkan oleh masih dominannya peran
intermediasi dana dan sistem pembayaran perbankan di masyarakat,
sehingga efek domino kegagalan sistem perbankan akan sangat
berpengaruh kepada sckior il

Pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah mensahkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan. DBerdasarkan undang-undang tersebut, Lembaga
Penjamin Simpanan (1.PS), suatu lembaga independen yang berfungsi
menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara
stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Undang-
undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak

tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan resmi beroperasi.

¥ Ihid
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2. Scjarah Lembaga Penjamin Simpanan

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam
Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan
menurunnya  tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan,
schingga terjadinya penarikan dana masyarakat dan sistem perbankan
(hank runs) datam jumlah yang sangat signifikan. Dalam upaya mengatasi
krisis yang terjadi dan dalam rangka menmgkatkan kembali kepercayaan
masyarakat tcrhadap perbankan nasional dan menghambat mclemahnya
nilai tukar rupiab, pemerintah mengeluarkan beberapa Lebijakan
diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank
termasuk simpanan masyarakat (blanker guarantee). Hal ini ditetapkan
dalam Kcputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden
Nomor 193 ‘Tahun 1998 tentang Jaminan ‘Terhadap Kewajiban
Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam  pclaksanaannya, bPlawket pguarantee memang  dapat
menumbubkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industr
perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu  luas
menyebabkan timbulnya moral fazard balkk dan sisi pengelola bank
maupun masyarakal schingga program penjaminan atas scluruh kewapiban
bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar.

Kehadiran disiplin pasar diperlukan, karena tanpa pasar yang
kompetitif dan punitive atas kegagalan persaingan di pasar maka tidai

cukup insentif bagt pemilik bank, pengurus dan pasabah untuk melakukan
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keputusan keuangan yang tepat. Disiplin pasar memeriukan iklim
keterbukaan yang kondnsif. Untuk itu perhn dilakukan kaji ulang ketentuan
tentang keterbukaan yang berlaku bagi perbankan

Disiplin pasar sangat terkait dengan kewajiban perbankan untuk
melakukan disclosure kepada publik terhadap nisiko yang dihadap bank
tersebut, dan bagaimana bank menyediakan modal vang cukup untuk
menyerap risiko tersebut. Risiko sctiap bank tidak sama, sudah pada
tempatiya jika di dalam pembayaran premi penjaminan simpanan, setiap
bank membayar premi yang berbeda pula. Perlu diakui dengan tidak
menyamaratakan tingkat premi penjaminan yang harus dibayar oleh
scbuah bank, sama artinya pemceriniab berscdia menghargai kincrja
manajemen bank yang berhasil membawa bank memiliki Kinerja yang
baik.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang
pembentukan program penjaminan Pemerintab dilaksanakan oleh Badan
Penychatan  Perbankan  Nasional (BPPN).  Badan i menangami
pelaksanaan penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52
bank yang akan dibekukan operasi. Lembaga i dibentuk dengan tiga
tugas wutama yaitu menyehatkan bank yang telah diserahkan Bank
Indonesia (BI), menyelesatkan dan melakukan restrukturisasi aset bank
termasuk kewajiban debitor dan aset fisik, serta mengupayakan
pengembalian vang negara yang telah tersalur pada bank-bank. Kincrjanya

BPPN yang dinilai kurang memuaskan, pada masa pemerintahan Presiden

¥ Zukarnain Sitompul, 2005, Op. Cil, blm, 318
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Megawati Soekamoputri, lembaga ini dibubarkan pada tanggal 27 Februari
2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Talum 2004 (entang
Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN. Tak hanya itu, Presiden
Mecgawali Sockarnoputri juga menunjuk Menteri Keuangan Bocdiono
sebagai Ketna Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
melalui Keppres Nomor 16/2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan
BPPN. Keppress ini merupakan satu dan sejumiah landasan bukum yang
dikeluarkan presiden berkaitan dengan pembubaran BPPN. Dengan
dikelnarkannya Keppres tersebut, maka secara resmi BPPN dibubarkan *
Berakhimmya tugasnya BPPN, pelaksanaan program penjaminan
Pemerintah dialihkan ke Menteri Keunangan berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 17 Tahun 2004. Program pemjaminan vang belum
diselesaikan oleh BPPN selanjutmya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan,
Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menten
Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan
Pemenntah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal
tersebut, pada tanggal 27 Februari 2004 Menteri Kenangan membentuk
Unit Pelaksana Penjaminan Pemenntah (UP3).

Kehadiran UP3 ini disatu sisi akan memberikan kepastian jaminan
bagi para deposan sehingga tetap akan menaruk kepercayaan pada industn
perbankan, Namun di sisi lain apakah kepercayaan masyarakal penabung
masih perlu dijamin dengan sistem blanket guarantee. Selain itw, terkain

dengan implementasi APl (Arsitektur Perbankan Nasional), dimana

“ hitp:/iHadan  Penyehatan  Perbankan Nasional - Wikipedia bahasa Indonesia,
cnsiklopedia bebas. mhi
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masalah disiplin pasar menjadi napas yang harus dipenubi perbankan,
maka persoalan premi penjaminan yang dikehakan secara sama rata
tethadap scluruh bank tanpa memcrhatikan tingkat resiko scliap bank,
belum adanya batasan jumlah simpanan yang, akan dijamin "'

Meskipun kehadiran UP3 merupakan hal yang positit dalam rangka
memelthara kepercayaan masyarakat penabung terhadap mdustri
perbankan nasional, namun skema penjaminan yang masih menganul
blanket guarantee tampaknya perle mulai disesnaikan dengan kondisi
industri perbankan yang telah mulai membaik

Menurut Ketua Tim pembentukan UP3 Firdaus Djaclani
menjclaskan  bahwa UP3  akan mclanjutkan  tugas BPPN  dalam
melaksanakan penjaminan bank hingga terbentuknya lembaga LPS. Yang
menantk, U3 akan mengénakan prem sebesar 0,25 persen terhadap
jumlah dana pihak ketiga perbankan. Kebijakan i tidak berbeda dari apa
yang sclama ini (clah dilakukan olch BPPN, walaupun menurut salah satu
berita, premi penjaminan dalam draf UU LPS nantinya hanya sekitar 0.1
persen.”

Belajar dant pengalaman tersebut di atas dan untuk menghindan
risiko pembebanan ncgara seria timbulnya moral hazard pengclolaan
perbankan, diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan, mengganti program

penjaminan pemerintah (blanket guarantee), Namun program penjaminan

1 Soctanto Tadinolo, Bank Stratexy On Funding And Lichility Management, PT. Tlex

Madia Komputindo, cet perlama Gramedia Jakaria, him 217

2 Inid, hlm, 220
® Ihid, him. 217



pemerintah semacam ini dapat meninabobokan para pengelolah bank. Jika
bank mereka mengalami insolvent, pasti dijamin oleh pemerintah.

Pasal 37B Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 icntang Perbankan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-tndang No.10 ‘Tahun 1998
disebutkan bahwa setiap bank wapb menjamin dana masyarakat yang
disimpan pada bank yang bersangkutan dan untuk menjamin simpanan
masyarakat tcrscbut akan dibentuk T.embaga Penjamin Simpanan (T.PS),
Undang-undang ini disabkan oleh Presiden pada tanggal 10 November
1998, Perubahan undang-undang icrscbut ditatarbelakangi olch Undang-
Undang No. 7 'Tabun 1992 tersebut sudah tidak lagi memadai dalam
perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Sedangkan
sumber-sumber hukum lainnya yang mendukung Undang-undang tersebut
adalah antara lain beorupa Undang-undang, Pcraturan Pemgenintah,
Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi, Surat
Edaran Bank Indonesia, dan peraturan pclaksana lainnya. Sumber hukum
perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formil dan
sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti material
adalah sumber hukwm vang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu
tergantung dari sudut wana dilakukan peninjasannya, apakah dart sudut
pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya.
Scdangkan sumber hukum formal adalah tempat di mana ditemukannya
ketentuan hukum dan perundang-undangan baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis. Secara umum hukum perbankan adalah hukum positif
yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang

berlaku pada saat ini. Bank-bank yang ada saat ini tetap berada di bawah
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pengawasan Bank Indonesia. Menjadi wewenang Bank Indonesia untuk
mengatur dan mongawasi bank-bank terschut juga membina bank-bank
yang bermasalah. Bank Indonesia tidak lagi menjadi bagian lembaga
pemerintah tctapi sccara operasional Bank Indonesia iclap berhubungan
dengan pemerintal.

Dalam upaya mendukung optimalisasi pelaksanaan Undang-
undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, tidak hanya ditentukan oleh
kualitas dan cakupan subtansi yang ada. Tetapi juga menuntut persiapan
undang-undangnya sccara matang, crmasuk persiapan pelaksanaan sceara
teknis. Oleh karena itu kerjasama yang baik dari semua instansi vang
terlibat datam pelaksanaan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi sangat
penting. Tenmasuk dalam hal mi adalah pemisahan tugas dan wewenang
sccara icgas antara [.ombaga Penjamin Smnpanan dan Bank Indoncsia,
terutama untuk menghindani tegadinya tumpang tindih. Keberadaan
berbagai lembaga yang berwenang dalam sistem keuangan seyogyainya
juga disertai pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam
hal penccgahan dan penyclesatan krisis,

Pada tahun 2003 pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan
digodok oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam
bentuk Rancangan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (RUU
1.PS). Pembentukan T.ombaga Penjamin Simpanan itu senditi adalah
dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan yang merupakan
bagian integral jaring pengaman {sgfetv ner) sistem finansial. Selain i,

unsur lain dalam pendukung stabilitas sistem kcuangan adalah dukungan



fiskal, sistem pembayaran, /ender of the last resort, dan pengaturan dalam
pengawasan bank.

Pada tahun 2004 indusiri perbankan ditandai dengan dimaulai
dihapuskan program penjaminan yang populer dengan sebuah blanket
guarantee dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih
permanen. Secara bertahap program im akan dilkurangl cakupannya dan
diturunkan jumlah maksimal yang dijamin, Blunket guarantee scbagai
suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998
melalui Keppres 26 'Tahun 1998, Program penjaminan ini, dilakukan oleh
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pada tabun 2004
juga akan dibubarkan® Dengan demikian program penjaminan atas
seluruh kewajiban bank lkurang mendorong terciptanya disiplin pasar.
Selain itu, penerapan penjaminan secara luas i yang berdasarkan kepada
Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum selingga
menimbulkan permasalahan dalam pclaksanaan penjaminan, Olch karcna
itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa
aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan,
program penjaminan  yang sangat luas  lingkupnya terscbut  poriu

digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas (limited guaraniee).

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang

4 Zukarnain Sttompul, Op. Ci, hlm. 315
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Perbankan mengamanatkan pembentukan svatu Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat®,

Pada tanggal 22 Scpiember 2004, Presiden Republik Indoncsia
mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 ‘Talmn 2004
tentang Lembaga Penjamin Smpanan. Undang-undang mi berlaku efektif
12 (dua belas) bulan setelah diundangkan sejak tanggal 22 September
2005, dan scjak tanggal terscbul TPS resmi beroperasi, dengan kata lain
mulai beroperast Lembaga Penjamin Simpanan, program penjaminan
pemerintah (hlanket guarantee) dengan sendirinya akan berakhir®, Salah
satu isi dari Undang-tindang Nomor 24 Tahun 2004 vaitu ketentuan
tentang penjaminan simpanan nasabah seperti pada Pasal 10 yang
menjelaskan simpanan nasabah vang berbentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnnya yang dipersamakan dengan
it dijamin oleh LPS* Bentuk dan status Lembaga Penjamin Simpanan
adalah;

a. LPS dibentuk melalui tndang-t/ndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan,

b. LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang T.embaga Penjamin Simpanan,

¢ LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel

dalam mclaksanakan tugas dan wewcenangnya,

* Diana Ria Winanti Napitulw, 2010, Lembaga Penjamin Simpanan, Penerbit PT Bumi

Intitama Scjzhtera, Jakarta, hlm. 57

a6

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentans Jaminan Terhadap Kewajiban

Pembayarsn Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 (enlang Jaminan
Terhadap Kewajiban Pembayaran Dank Perkreditan Rakyat.



d. LPS bertanggung jawab kepada Presiden,
¢ LIPS berkedudukan di Jakarta dan dapal mempunyai kantor perwakilan
di wilayah negara Republik Indonesia. ®®

Scsuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004,
Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga independen mempunyai
dua fungsi yaitu:

a. menjamin simpanan nasabah
b. (urut akiif dalam memclihara stabilitas sisicm perbankan scsuai dengan
kewenangannya.

Kedua prinsip ini diterapkan baik pada bank konvensional maupun
bank berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan penjaminan untuk bank
syariah diatur 1cbih lanjut dengan Peraturan Pemcerintah Nomor 39 Tahun
2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Syariah %’

Adanva perbedaan yang mendasdr antara jaminan yang diberikan
oleh program blanket guarantee dan jaminan yang diberikan oleh LPS:

a. dalam hal cakupan;
b. besar jumlah yang dijamin.

Blankel guaramiee menjamin harmapir sciuruh kewagiban bank
dengan jumlah jaminan tanpa batas (the sky is the limifs). Sedangkan
jaminan vang diberikan LPS hanya mencakup simpanan masyarakat pada

bank (deposan) dengan jumlah maksimal tertentu. Secara retorika yang

ST Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-undang Nomor 3 tzhun 2008 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomeor 24 fghun 2004 (enlang Lembaga Penjamin Simpanan,

“ Ditylis dalam bentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 1.embaga

Penjamin Simpanan.

5 piana Ria Winanti Napitupulu, Op. Cit, him. 57
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dijamin adalah nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggung jawab
dipandang merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dalam RULU,
diusutkan 1.PS hanya menjamin simpanan maksimal sampai jumlah Rp
100 juta.™ Namun demikian, blankeet guarantee yang kita anut pada saat
mt dapat digantikan dengan skema asuransi deposito yang dalam
realisasinya akan berupa LPS yang didirikan oleh BI dan pihak swasta
independen.” Skema asuransi deposilo dianggap merupakan salah satu
sistem yang dapat mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat,
stabil dan efisien.

Ada beberapa hal posititf yang dapat dicapai dengan dihapusnya
program hlanke! guarantee,

a. mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah;

b. meminimalkan moral hazard (aji mumpung) bagm pemilik dan
pengelolah bank;

¢. meningkatkan disiplin pasar.

Negatifiya adalah ketiadaan programi ini dapat melemahkan
kepercayaan masyarakat akan mudah memicu terjadinya rush, suatu sifuasi
yang sangat menakutkan industri perbankan dan otoritas moneter. Sebagai
pengpanti  hlanket! guaraniee pemerintah mengajuhkan RUU  ientang
Lembaga Penjamin Simpanan kepada DPR. Melaflui RUU dibentuknya
lembaga independen yang disebut Lembaga enjamin Simpanan (LI'S)
vang berfungsi scbagai penjamin simpanan masyarakat yang ada pada

industri perbankan. Secara konseptual, LPS adalah program penjaminan

™ Diana Ria Winanti Napitupulu, Op. iz, him. 6



mirip dengan yang dilakukan oleh I‘ederal Deposit Insurance Corporation
(FDIC) yang berlaku di Amerika Serikat.”

Satu hal penting yang harus diperhatikan adalah LLPS bukan
“panacea”. Sistem ini mempunyai kelemahan sendiri. Presiden Franklin
Delano Roosevelt pada saat pendirian FDIC mengingatkan “the mirmde the
government starts to do that.......... the government runs into probables
foxy”, Beliau kemudian menambahkan, “We do not wish to make the
United States governance liable Jor misiakes and errors of individual
banks, and put a premiwm on unsound banking in the future”. Untuk itu,
sistem ini harus didampingi dengan tiga pilar vaitu : pegawasan, inferral
governance dan disiplin pasar. Pengawasan yang dilakukan olch bank
sentral harus dilengkapt dengan disiplin internal dari perbankan dan
disiphin eksternal (pasar). Tanpa disiphin tersebut, pengawasan tidak akan
mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan
icknologi pada instrumen  keuangan, Dcengan  mchibatkan  infernal
governance, berartt perbankan sendin harns merupakan tempat terbaik
dalam mengatur dan memelihara praktek menejemen yang sehat.”

Pendiiian IFDIC merupakan respons dari krisis ekonomi besar (the
greal depression) yang mula-mula melanda bank-bank di Austria, yang
kemudian merambat ke Jerman, Inggris, seluruh daratan Eropa, sampai
akhirnya juga “menular” ke Amerika Serikat. Depresi ekonomi dunia

dimulai pada tahun 1929, menimpa pasar modal dan sektor perbankan.

U Soctanto Tadinoto, Op. Cit, him. 210
72 Zukarnain Sitompul, Op. Cir, lm. 316
" hid, him. 318



Sejak krisis meledak pada tahun 1929, temyata diperlukan waktu lima
tahun bagi pemerintah Amerika Serikat untuk memutuskan pembentukan
FDIC pada tahun 1934,

Melihat pengalaman Amerika Serikat, pembentukan lembaga
penjamin simpanan yang telah dilakukan telah berhasil mencapai tujuan
utama dari reformasi perbankan untuk paling tidak selama satu abad yaitu
guna menecgah terjadinya hanking panic, Pada tahun 1980an, ketika
ratusan bank dan (fhrifis bangkrut, asuransi simpanan telah bertindak
sebagal jangkar kepercayaan publik pada sistem perbankan. Amerika
Serikat menggunakan sistem perlindungan langsung melahw skim asuranst
simpanan yang disclenggarakan olch  Federal  Deposit Insurance
Corporation (FDIC), suatu lembaga yang berfungsi mengganti dana yang
disimpan oleh nasabah pada bank yang dilikuidasi. Hal ini dilakukan
sebagai salah satu jawaban terhadap krisis perbankan vang melanda negara
terscbut tahun 1930, Dengan memberikan  jaminan kepada nasabah
penyimpan melalui FDIC, maka dapat dicepah timbulanya bank panic,
sehingga dapat menghentikan efek domino yang pada saat itu melanda
perbankan Amerika Serikat. Penerapan skim asuransi simpanan oleh
Amcrika Scrikat pada dasarnya iclah berhasil mengurangi jumlah bank
yang bangkrut. Saat ini, setiap simpanan nasabah sampai dengan jamlah
USD 100.000 wajib diasuransikan kepada FDIC.”

Pada tahun 1980, sistem penjamin simpanan baru diterapkan di 16

negara, Selama kurun waktu 20 tahun, penerapannya meningkat dalam

™ Dikutip dari materi ‘Fony Prasetiantono, Era Baru Penjaminan Simpanan
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kelipatan tiga kali menjadi 68 negara saat ini. Sistem ini diterapkan pada
tahun 2004 di Indoncsia maka menjadi negara vang ke 69 i dunia dan
negara ke 10 di Asia. Dari 68 negara yang telah menerapkan sistem ini
hampir scparuh yaitu 32 ncgara berada di Eropa. Sisanya 36 ncgara
terdistribusi di Afrika, Asia, Timuor Tengah dan benua Amerika masing-
masing 10, 9, 3, dan 14 negara. Sistem ini diterapkan dengan skema yang
bervariasi pada setiap negara dianfaranya menyangkut sumber
pembiayaan, penetapan premi vang menjadi pengelola, dan wajib tidaknya
bank mengikutinya. Sejumlah 68 negara yang menerapkan sistem
penjamin  simpanan, 52 npegara menerapkan sistem dengan sumber
pembiayaan secara gabungan antara pembiayaan oleh bank dan
pembiayaan dari publik atau negara. Cile satu-satunya negara vang
menerapkan sistem penjaminan dengan sepenuhnya dibiayai oleh dana
publik yang bersumber dari pajak yang diberlakukan oleh selurub rakyat.
Delapan negara di Eropa dengan 7 negara lainnya malakukan pembiayaan
secara privat dan bank yang menjadi anggota sistem ini. Terdapat tiga
skema yang menyangkut lembaga yang menjadi pengelola yaitu:
a. Skema di mana LPS dikelola oleh pemermtah melalui badan tertentu;
b. LPS sepenuhnya dikelols oleh badan privat atau swasta;
¢. T.PS dikclola sccara bersama olch pemerintah dengan privat.

Thsiribust  dari 68 ncgara yang (clah mencrapkan  sistern
penjaminan simpanan berdasarkan tiga skema pengelolaanya seperti yang
telah disebutkan adalah 33 negara menetapkan sistem penjaminan

simpanan dengan lembaga yang dikelola oleh badan pemerintah. Sebanyak

7 Diana Ria Winanti Napitupulu, Op. Cif, hlm. 32-33



24 negara termasuk Amerika Serikat, Canada, dan Kamerun menyerahkan
pergelolaan lembaga penjamin simpanan kepada gabungan pihak privat
dan pemcerintah, Sclcbihnya, 11 ncgara yang meliputi 8 negara Eropa,
seperti Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris melakukan pengelolaan
lembaga penjamin simpanan yang sepenuhnya dilakukan oleh privat, yang
merupakan kepemilikan bersama dari semua bank anggota sistem atau
lembaga prival yang scpenuhmya tidak ada kaitannya dengan bank anggota
sistem.

Sistemn penjamin simpanan di suatu negara menerapkan premi
dengan berbasis risiko belum tentu berhasil diterapkan di negara lain. Di
lihat dari perspektil fairness, scharusnya pencrapan premi harus berbasis
risiko, akan tetapi kenyataannya hanya 22 negara diantaranya Amerika
Serikat yang menetapkan premi berbasis risiko, sedangkan sisanya 46
negara yang diantaranya banyak negara-negara maju seperti Perancis,
Belanda, Inggris, Kanada, Austria, Jerman, dan Jepang masih menctapkan
premi yang tidak berbasis risiko atau flat. Industri perbankan merupakan
salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional
demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Stabilitas  industri  perbankan  sangal  mcmpengaruhi  stabilitas
perekonomian secara keseluruhan™.

Penyusunan jaringan Pengamanan Keuangan Nasional (Firancial
Safety Net) yang telah direalisasi menjadi Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) sebagai pengganti blanket guarantee dan dibentuk setelah tetjadinya
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krisis keuangan, menjadi hal yang sangat penting dalam perlindungan
konsumen perbankan. Selain itu hal lain yang berkaitan dengan
perfindungan invesior, seperti e-commerce dan inferne! hanking masih
diperlukan perhatian besar. Dari sisi pengaturan, Bank Indonesia sejak
bulan mei tahun 2003 mengambil langkah penting berupa peraturan
tentang prinsip-prinsip risk management yang harus diterapkan oleh
perbankan mulai tahun 2004, Di samping itu penckanan pada prinsip Good
Governance bagi perbankan juga mernpakan hal yang menjadi perhatian
baik Baok Indonesia selaku regulator perbankan saat ini maupun regulator
nonperbankan lainnya.

Untuk memberi perlindungan kepada nasabah pada prinsipnya
sejalan dengan salah satu twjuan paling dasar hukum perbankan yaitu
menciptakan perbankan yang aman dan sehat serta melindungi nasabah.
Untuk mencapai tujuan itu, dalam penduian penjaminan simpanan terdapat
lima hal yang harus dipcrhah‘kan,77
a. pendirian penjaminan simpanan tidak hanya dimaksud untuk

melindungi nasabah penyimpan, nasabah debitur dan pembayar pajak
dari kerugian vang disebabkan oleh kesalahan bank, tetapt juga
dimaksudkan untuk meningkatkan keschalan bank sccara individual
dalam menghadapi resiko yang berkaitan dengan penyaluran dana

bagi kegiatan ekonomi produktif,”

" hip://keSimpulan.com, LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Beniuk
Perlingungan Hukum Bagi Nasabah Bank di Indonesia, Rabu 11Maret 2009,

77 Zulkarnain Sitompul, Op. Cir, him, 323-324

" Tdward J. Kane, 2000, “Desipning Financial Safety Nets to Fit Country Circum-
stances,” Boston College, March 2000, Preliminary, him, 2
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penjaminan simpanan merupakan kebijakan multidimensional yang
dimaksudkan untuk menyeimbangkan biaya dan menfaat (cost and
benefify dari: perlindungan nasababh, pengambilan risiko  yang
berlebihan oleh bank, Kerusakan yang disebabkan oleh rush,
pendeteksi dan penyelesaian bank bermasalah dan pengalokasian
kerugian ke masyarakat.

pemerinia bertanggung jawab atas kerugian penjaminan simpanan,
Apar startegi pencegahan krisis berhasil maksimal, pemerintah hars
mempertimbangkan biaya sosial dan insentif dalam pendisain bentuk
penjamin simpanan. Dalam kaitan ini, keragaman sistem hukwm harus
menjadi - pertimbangan  dalam memutuskan  bentuk  penjaminan
simpanan vang ingin didirikan. Idiealnya, penjaminan simpanan harus
sesuia dengan karakterstik sistem keuangan dan ekonomi dimana
penjaminan simpanan tersebut akan didirtkan.

penjaminan  simpanan yang didisain sccara scmpurna dapat saja
menjad: rapuh dan ketinggalan jaman. Artinya penjaminan simpanan
tersebut harus senantiasa dikembangkan dan secra teratur dikaji ulang
(review).”

sualu penjaminan simpanan hanya akan cickuf dalam menciptakan
tabilitas perbankan apabila dilengkapi dengan peraturan kehati-hatian
(prudental regulation), pengawasan, serta lender of last resort untuk

meminimalisir dampak negatif penjamin simpanan seperti moral

" fhid, him. 2 - 4
8 pinancial Stability Forum, Guidance For Developing Hffective Deposit Insurance
Svstems, (Casel: September 2001), hal.8
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hazard, adverse selection dan agency problem. Pengurangan dampak
negatif tersebut dilakukan dengan menganalisis kepentingan pihak-
pihak yang tertibat dalam skim penjamin yaitu kepentingan nasabah
penyimpan, pengurus dan pemilik bank, serta kepentingan penjamin
simpanan itu sendir.

Pendinian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan
schagai upaya memberikan perlindungan  t(erhadap dua resiko  yaitu
irrational run terhadap bank dan systemic risk. Dalam menjalankan
usahanya, perbankan biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dan
simpanan yang diterima untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana
oich nasabah. Scmcentara, bagian torbesar dari simpanan yang ada
dialokasikan sebagian pemberian kredit Keadaan ini menyebabkan
perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan
segera atas simpanan nasabah yang dikelolahnya, bila terjadi penarikan
sccara tiba-tiba dan dalam jumtah besar. Keterbatasan dalam penycdiaan
dana cash ini, karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah
disalurkan.

Bila bank tidak dapat memenuhi pernuntaan penarikan simpanan
olch nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menuiup
rekeningnya pada bank, sekaligus bank tersebut sebenarnya sehat. Untuk
itulah keberadaan lembaga penjamin simpanan menjadi penting guna
mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan keuangan bank

membutruk.



Risiko kedua, adalab ancaman terhadap terjadinya risiko sistemik.

Hal ini terjadi karena kebangkrutan satu bank dapat berakibat buruk

terhadap bank lain, schingga menghancurkan sckmen terbesar dari sisiem

perbankan. Dalam hubungan ini, lembaga penjamin simpanan dapat
berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum.

[ungsi lembaga penjamin simpanan lainnya adalah sebagai pengawas

yang dilakukan dengan cara memantau nceraca, praktik  pemberian

pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda
financial distress yang mengarah kepada kebankrutan bank® Oleh sebab
itu keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting
guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah
tentang keamanan simpanan, sekaligus kondist keuangan bank memburuk.

Dimensi fain dari pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan

didasarkan pada beberapa pertimbangan *:

a. Dalam periumbuahan perckonomian suatu negara, peran scktor
finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial
adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peran penting séktor
perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang
memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping ilu,
bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk

seterusnya  disalurkan  kepada masyarakat.  Secbaliknya, dana

81 Zulkarmain Sulompual,Op. Cit, him. 326, dikufip dari Anna Kwmik Walker, Hamcessing
the Free Markei:Reinsurance Models for FDIC Deposito Insurence Pricing “Horvard Journal of
Law and Puhlic Policy (Summer 1995),hal 737,

2 M. Dahlan Sutalaksana, 1993, “The Importance of A Deposit Protection Scheme "ASEAN
Conference on Jeposit Profection System, Desember 1993, him, 11
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masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan
keuntungan suatu bank.

Untuk mencegah (erjadinya crosi kepercayaan masyrakat terhadap
bank yang dapat mengakibatkan terjadinya sush yang sudah tentu
dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan
secara keseluruhan.

Dalam cra globalisasi dengan kemajuan tcknologi informasi dan
komputer telah mengakibatkan terjadinya global market pada sektor
kevangan. Dalam global market dana bebas bergerak dar suatu negara
kenegara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem
perbankan nasional, maka ia dapat mcnanamkan dananya &i luar
negeri (capital fligh!) yang dapat mengakibatkan hilangnya atan
berkurangnya kekuatan yang produktif darn suatu negara.

Pada awal berdirinya Lembaga Penjamuin Stmpanan, ada enam

catatan bagaimana [.PS yang dikaitkan dcngan prospek perbankan adalah

sebapai berikut™:

a.

Keberadaan LPS merupakan jawaban perlunya reformasi sistem
penjaminan vang semula Blanket Guarantee menjadi  Limited
Cruarantee, ety ada alasan mengapa (crjadi relormasi program
simpanan, alasan yang paling mudah adalah dapat di terima mengapa
program penjaminan menjadi dibatasi, karena menghindar adanya
moral hazard (tindakan tidak terpuji vang disengaja), para okoum

pemilik dana sekaligus mempunyai bank, dengan modal seperti ini,

& Diana Ria Winanti Napitupulu, Qp. Cit, him, 97



b.

65

oknum-oknum seperti itu bisa saja bangkrut dengan memberi pinjaman
kepada groupnya sementara simpanannya teatp terjamin.

Perlunya adanya reformasi dalam proses berfikir (paradigma), bahwa
pembatasan simpanan bukan berarti simpanannya menjadi sama sekali
tidak terjamin,

Keberadaan LPS merupakan bagian dan kelengkapan mstrumen
pemeriniagh dalam jejaring pengamanan perbankan (banking safety
nel).

Keberadaan LPS dikaitkan dengan prospek perbankan tentunya sangat
terkait dengan adanya LPS, maka bank dapat terlindungi karena
scmuanya tclah menjadi peseria LPS,

Memasuki tahun 2006 industri perbankan akan menghadapi berbagai
turbelensi yang relatif dibandingkan awal tahu 2005, selain ancaman
peningkatan NPL.

Pada akhimya bank harus mengambil pilihan untuk menjadikan tahun
2006 sebagai tahun instropeksi, menghadapi era stabilitasi iebih baik
mengutamakan kepentingan jangka panjang.

Lembaga Penjamin Simpanan atau yang selanjutnya disebut LPS,

menuryl Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor, 10 Tahun 1998

tentang Perbankan Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum

vang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah

penyimpan melalul skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainmya.

Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2004

tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menycbutkan bahwa l.ecmbaga
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Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan atas simpanan
nasabah bank vang sifat independen, trensparan dan akuntabel dalam
mclaksanakan tugas dan kewenangannya serta bertanggung jawab kepada
presiden.

Adanya lembaga penjamin simpanan dapat menimbulkan moral
hazard, schingga harus  dilakukan dengan (cpat dan hati-hati, T.PS
bukanlah “panacea” tetapi tidak juga ada pilihan lain yang dapat
menycdiakan “panacca”. Singkat kata, LPS merupakan scsualu yang
diperlukan tetapi tidak cukup (necessary bul nol enough) dalain
memecahkan persoalan-persoalan perbankan. Pengawas bank harus berani
bertindak tegas terhadap pengurus bank yang mengelolab banknya secara
sembrono. Iit and Proper test terhadap pengurus dan eksekutif bank juga
harus dilakukan dengan ketat agar mencegah masuknya individu vang
tidak bermutul ke dalam industri perbankan.

Alasan dan kondisi di atas menjadi latar belakang didirikannya
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan diberlakukannya Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2004 (cnlang Pendirian T.cmbaga Penjamin
Simpanan.

Untok menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan
vang terdin dan tiga pilar utama, yaitu pengawasan, infernal governance
dan disiphin pasar. Pendckatan i harus dilakukan karcna pengawasan
tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan
kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian

pengawasan harus dilengkapi dengan disiplin internal dan cksiernal dari
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perbankan. Dengan wmelibatkan internal  governmance, pendekatan
pengawasan memasukkan pandangan bahwa perbankan sendiri merupakan
icmpat terbaik untuk mengatur dan memgelihara praktik manajemen yang
sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan fakta bahwa tanpa
pasar yang kompetitif dan punitive atas kegagalan bersaing di pasar maka
tidak cukup immsentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk
melakukan keputusan keuangan yang (epat®™

Banyak negara sepakat bahwa salah sata pendekatan yang
diperlukan untuk membangun suatu sistim perbankan yang sehat dengan
memberikan jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Akan tetapi
scbelum  pembentukan  suaty  lembaga  penjamin yang  permancn,
diperiukan langkah-langkah pembaman sistem perbankan sebagai
prasyarat agar sistem tersebut dapat berjalan efektif®.

Salah satu unsur penting dalam memberi jaminan adalah kecepatan
menyclesaikan klaim nasabah atas simpananya yang ada pada bank apabila
bank dimaksud pailit atau dilikoidasi. Cepat lambatnya penyelesaian
simpanan  tersebut mempengaruhi  tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap indusiri perbankan. Sistem penjaminan tidak langsung sering kali

¥ Zulkarnain Sitompul Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam
Sistem Perbankan, Makalah im disampaikan pada Seminar Nasional “Sistem dan Mekanisme
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Serta Peran Pentingaya Dalam Meounjang Indusir
Porbankan”: vang disclenggarakan olch Inti Sarana Informabka, Jakarta, tanggal 24 Januax 2007
him, 1

* Salah satu unsur penting dalam memberikan jaminan adalah kecepatan menyelesaikan
klaitn nasabah alas simpanannya yany ada pada bank apabila bank dimaksud paihi atan dilikuidas:.
Cepat lambatnya penyelesaian simpanan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap industri perbankan. Sistetm penjaminan tidak langsung seringkali mengakibatkan
berkurangnya kepercayaan masyarakat karena tidak tegasnya status simpanan mereka apabila
suaiu bank dicabut ijin wsahanya olch pemerintah, atau karene bank dimaksud pailit ataw
dilikuidast. Zulkamain Sitompul, Problematika Perbankan, (Bandung: Books Terrace & Library,
2005), hm, 311-312,



mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat karema tidak
tegasnya status simpanan mereka apabila suatu bank dicabut izin.

Alasan dasar (rationale) bagi pemerintah untuk memfasilitasi
pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah kepercayaan pada
mdustrl perbankan sangat penting bag pertumbuhan ekonomi dan pada
sistem perbankan vang diawasi secara baik dapat menunimalkan
tcrjadinya  kebangkrutan bank, dan  kcebangkrutan dtu sendini dapat
diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu,
kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah
kecil darnt bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu
pendekatan yang adil dan icpat. Ditambah dengan fungsi bank sentral
sebapai lender of last resort yang menyediakan likuiditas apabila
diperlukan, maka hank rums akan hilang dan tinggal sejarah. Dalam
kondisi seperti ite bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya
utuk  menyediakan  kredit  dalam  jumlah  cukup  untuk  keschatan
pm‘ekonomian%_

PPengawasan dan pengaturan adalah instrumen penting untuk
menekan bank dalam mengambil risiko, dan bila hal ini tidak dijalankan
sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan
secara keselurahan. Dengan demikian, maka sistem perlindungan nasabah
{deposit  protecrion system) seperti LPS vang dilengkapi dengan
pengaturan dan pengawasan effeltif dapat mengurangi risiko sistemik

meskipun tidak dapat menghilangkannya sama sekali. Pendirian LIPS dapat
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lebih berhasil apabila sistem perbankan berjalan baik. Kehadiran LPS yang
cleklif dapat memberikan kontribust icrhadap stabilitas sisicm kcuangan
suatu nagara, teriebih-lebih apabila sistem yang ada merupakan bagian
dari suatu jaringan pengamanan keuangan yang disusun sceara baik.
Adanya pendirian Lembaga Penjamin Simpanan didasari modal
dan tata kelolahan yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan dan tidak
terbag dalam saham. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 ‘Tahun 2004
tentang Lembaga Penajmin Simpanan diatur bahwa modal awal lembaga
penjamin simpanan ditetapkan sekurang-kurangnya Rp
4.000.000.000.000,- (empat triliun ruplah) dan sebesar-besamya Rp
8.000.000.000.000.- (delapan triliun rupiah). Jumlah modal awal pada saat
pendirian Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 32 Tahun 2005
ditetapkan bahwa modal awal lembaga penjamin simpanan sebesar empat
triliun rupiah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkanm.
Kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan berbentuk investasi dan
bukan mvestasi. Berbentuk investassi banya dapat ditcmpatkan pada sural
berharga yang diterbitkan oleh Pemerintahan Indonesia dan/atau Bank
Indonesia.LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atan
perusahaan lain, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam

vangka wmenyclamatkan atau penanganan Bank  Gagal. T.PS dapal

8 Philippe ¥. Dolhaise, 1998, Asia in Crisis The Implosion of the Banking and Finunce
Systems, John Wiley & Sons, Singapore, him. 34

¥ Pasal 81,ayat 1 s/d 3,Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 (entang T.embaga Penjamin
Simpanan
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menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan
operasional®™.

Scdangkan tata kclola (governance) 1.embaga Penjamin Simpanan
(LPS) berdasarkan Undang-undang Nomaor 24 Tahun 2004 adalah One
Board System, yaitu Dewan Komisioner sebagai pimpman Lembaga
Penjamin Simpanan yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan
menctapkan  kebijakan, sckaligus  mclakukan  pengawasan  (crhadap
pelaksanaan (oprasional) tugas dan wewenang Lembaga Penjamin
Simpanan, Organisasi l.cmbaga Penjamin Simpanan terdiri dari Dewan
Komisaris dan Kepala Bksekutif® .

Dewan Komisaris ditetapkan oleh Presiden dan memiliki
kewenangan memutuskan hal-hal yang strategis, yang dipimpin oleh
scorang Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris berjumiah 6 orang
dan salah satu ditunjuk sebaga kepala eksekutif yang bertugas
mclaksanakan  kegiatan  oprasional  schari-hari  Lembaga  Penjamin
Simpanan. Di dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisioner wajib
melakukan rapat secara berkala (Rapat Dewan Komosaris) untuk
membahas hal-hal sebagai berikut :

a. Menctapkan kebijakan Penjaminan Simpanan Nasabah
b. Menetapkan Lkebijakan Lembaga Penjamin Simpanan dalam

mendukung stabilitas sistem perbankan.

% pagal 82.ayat 1 s/d4, Undang-undang Nomor 24 tghun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan.

5 Pasal 62, 63 uyat | w/d 4, Undang-undang Nomor 24 lshun 2004 lentang Lormbaga

Penjamin Simpanan.
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Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dalam
pelaksanaan peran lembaga penjamin simpanan dalam menduking
slabilitas sistem perbankan,

Menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan kepala
Eksekutif dan atau;

Hal-hal iain yang berhubungan dengan tugas Lembaga Penjamin
Simpanan,

LPS sebagai lembaga di luar bank indonesia tampaknya hanya

bersifat umum, mempunyal beberapa karakteristik yang menguntungkan

masyarakat sebagai nasabal penyimpan, yaitu:

a.

b.

Ichih meningkatkan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan;
menghindari terjadinya fenomena penarikan dana secara besar-
besaran;

melindungi para deposan kecil dan;

melindungi bank-bank kecil,

Namun dilain sist terdapat beberapa kelemahan LPS sebagai

lembaga di luar Bank Indonesia yaitu:

a.

b.

memerlukan informasi mengenai keadaan keuangan dan usaha bank
yang scbenarnya merupakan informasi strategi yang hanya dapat

diperoleh oleh Bank Indonesia, sehingga memerlukan adanya back-up

facility dani Bank Indonesia dalam bal LPS tidak dapat menutupi

pembayaran dana Pibak Ketiga yang dipertanggungkan;

kurang terjaminnya rahasia bank;
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¢. menimbulkan beban kerja tambahan bagi bank sehubungan dengan
laporan yang harus dikirim olch bank kcpada 1.PS;

d. memungkinkan (crjadinya perbedaan pandangan atau persepst antara
Bank Indonesia dengan LP5 mengenai kondisi suatu Bank.

Sistem perlindungan nasabah banyak menghasilkan manfaat meski
juga mengandug kelemahan, seperti timbulnya kemunduran dalam disiplin
pasar (moral hazard). Untuk itu pengawasan dan pengaturan yvang efektif
merupakan elemen penting dari financial safety net dalam mengendalikan
masalah moral hazard. Dalam pendivian T.embaga Penjamin Simpanan
dikenal dengan premi penjaminan setiap bank yang melakukan kegiatan
usaha di wilayah Negara Republik Tndongsia wajib menjadi pescerta. Jomis
simpanan yang dijamin untuk mcmudahkan pcembayaran klaim yang
dilakukan LPS (Lihat Pasal 10) jelas memudahkan lembaga penjamin
simpanan menghitung  premi yang  harus  dibayar olch  anggota.
Diberlakukan premi bagi scluruh bank peserta guna memberi perlindungan
bagi para nasabah. Oleh karena itu premi yang dikenakan LPS sebesar
0,1% pada masing-masing bank peserta. TTal ini dapat dibahas lebih lanjut

soal premi keanggotaan L.PS.

Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau

bentuk lainnya dalam rangka memingkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

1 budir 2

? Undang-Undang Republik indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal



Industri perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaha intermediasi
(financial intermediary) untuk menunjang kelancaran perekonomian.”

i dalam perkembangan  dan  pembangunan  suaty  ncgara,
keberadaan bank sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi negara. Oleh
karena itu, asset bank dalam bentuk kepercayaan masyazakat sangat
penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi
intcrmediasi seria untuk mencegah terjadinya hank rush und panics.
Demikian pula, kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak
memiliki vang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada
selurub nasabahnya sekaligus.

Dengan  demikian  industri perbankan  merypakan salah satu
komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga
keseimbangan kemajuan dan ekomomi nasional. Hal i berarti perlu
adanya stabilitas di dalam mdustn perbankan suatu Negara. Stabilitas
mdustri  perbankan  dimaksud  sangat  mempengaruhi  stabilitas
perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah
terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun
1998. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional
merupakan salah  stau kunci untuk memclibara  stabilitas  industri
perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan int dapat
diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam  pengaturan dan
pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bapk untuk

meningkatkan kelangsnngan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha

“L Abdulkadic Muhammad, 2000, Segi Hukum Temhaga Keuangan dan Pembiayaan,
. 24 I 8 !
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bank secara schat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya
serta meningkatkan perab bank sebagai penyedia dana pembangunan dan
pclayanan jasa perbankan,

Industri perbankan di Indonesia masih menghadapi berbagai
masalah. Salah stau masalah yang krusial adalah lemah dan tidak
diterapkannya tata kelola perusahaan vyang baik (good corporate
governance). Hal ini menycbabkan industri perbankan tidak dapat sccara
berhati-hati (prudent) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga
domestik yang cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktek
dan pengelolaan suatu bank megakibatkan bada pengawas sulit mendeteksi
prakick kecurangan yang dilakukan ol¢h pengurus dan pejabat bank *
Masalah lain yang dihadapi bank adalah ketatnya persaingan.
Penyebabnya antara lain adalah liberalisasi dan  globalisasi sistem
keuangan serta berpalingnya nasabah tradisional bank kepada sumber
pembiayaan lain,

Liberalisast tclal menghilangkan batas wilayah usaha suatu bank.
Hal ini menycbabkan bank domestik tidak saja bersaing dengan sesama
meeka tetapi juga harus bersaing dengan perbankan internasional. Pesaing
lain yang dihadapi industri perbankan adalah lembaga keuangan non bank
yang mcnycdiakan alicrnatil’ sumber dana bagi perusahaan-perusahaan
besar yaitu antara lain dari perusahaan-perusahaan modal ventura,
perusahaan-perusahaan leasing, dan pasar modal dengan berbagal debt

instruments seperti promissory notes dan obligasi serta equity instrument-

Ciua Adil;fa Bakii, Bandung, him. 15
7 £ulkamain Sitompul, Op. Cit, him.



nya. Sementara itu, larangan terhadap bank untuk melakukan kegiatan di
pasar modal mcmpersempit kemampuan  bank  dalam menyalurkan
dananya schingga menjadi alasan bank untuk mclakukan kegiatan pada
pemberian kredit yang berisiko tinggi yang pada gilirannya berakibat pada
keamanan dan kesehatan industri perbankan.

Industri perbankan sangat penting uniuk dibiarkan mengatur
dirinya  sendiri. Perapan bank dalam  menghimpun  dana  dan
menyalwkamya dalam  bentuk  pemberian kredit menycbabkan  bank
sangat riskan untuk dibiarkan bangkmut. Oleh karena itu, industn
perbankan harus diatur dan diawasi dengan ketat baik meialsi peraturan
langsung (direct regulation) maupun peraturan tidak langsung (indirect
regulation). Peraturan langsung bertujuan untuk mengurangi kewenangan
pengurus bank dalam menjalankan kegatan usaha. Bank misalnya dilarang
memberikan kredit kepada suatu perusahaan melebihi persentase tertentu
dart modalnya. Scdangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada
pemberian insentif yang bertwjuan mempengamhi sikap tertentu dari
pengurus bank, misalnya melalui penerapan  peraturan  mengenai
persyaratan risk based capital. Prinsip yang dijadikan sebagai landasan
dalam menyusun peraturan perbankan adalah cfisionsi, keadilan sosial,
pengembangan sistem, dan pemeliharaan institust. Tujuannya adalah untuk
menciptakan perbankan vang aman dan sehat (safe and sound banking).”

Di dalam perkembangan industri perbankan, banyak negara

scpakal bahwa salah salu pendckatan  yang  diperlukan  untuk

% Ihid bim. 3
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mempermudah likuidasi bank adalah dengan memberikan jaminan yang
eksplisit bagi nasabah penyimpan. Alasan dasar (rationade) bagi
pemerintah untuk memfagilitasi pendirian Iembaga penjamin simpanan
adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi
pertumbuhan ekonomi dan pada sistemn perbankan yang diawasi secara
baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkruran bank, dan
kebangkrutan terscbut dapat diprediksi dan mcrupakan kcjadian yang
dapat dicegah. Di samping itu, kesetaraan sosial juga merupakan
pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dan bankir yang tidak
bertanggung jawab adalah suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dengan
demikian, bank dapar beroperasi sccara kongisten dan dipercaya untuk
menyediakan kredit dalam jumiah cukup untuk kesehatan perekonomian,
mendukung sistem moneter yang aman dan efisien sekaligus mencegah
pengurus bank mengambil risiko berlebihan yang pada gilirannya
menghindari kemungkinan bailout olch pemerintah,

Pada hakekatnya, kebijakan tentang status simpanan nasabah yang
ada di Bank dapat dilakukan dengan pilihan, yaitu -
a. Pemernntah secara tegas menyatakan tidak menjamin simpanan

nasabah
b. Simpanan nasabah tidak dijamin tetapi nasabah penyimpan diberi hak
priontas dalam proses likuidasi bank

¢. Cakupan jaminan vang tidak tegas

d. Jaminan diberikan secara terselubung

e

1 Ihid, him, 311
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e. Jaminan terbatas yang dinyatakan secara eksplisit
f. Jaminan menyeluruh yang dinyatakan secara tegas.

Salah satu unsur penting dalam memberikan jaminan adalah
kecepatan menyelesaikan klaim nasabah atas simpanannya yang ada pada
bank apabila bank dilikuidasi. Cepat lambamya penyelesaian simpanan
tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem
perbankan. Apabila bank kchilangan kepercayaan dari masyarkat schingga
kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, bank
dimaksud menjadi gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Sistm
jaminan tidak langsung seringkali mengakibatkan berkurangnya
kepercayaan masyarakat karcna tidak tcgasnya status simpanan mercka
apabila snata bank terpaksa dicabut izin usahanya oleh pemerintah atan
bank pailit dan dilikuidasi. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola
bank maupun berbagai otontas yang terlibat dalam pengaturan dan/atan
pengawasan  bank, harus  bekerjasama mewujudkan  kepercayaan
masyarakat terhadap industri perbankan.

Penjaminan  seluruh  kewajiban  bank  (blanket  guarantee)
berdasrakan Keputusan Presiden di masa lalu, berhasil mewujudkan
kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis
moneter dan perbankan. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga
membeban anggaran negara dan menimbulkan moral hazard pada pihak
pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk

melakukan usaha bank secara prudent, sementara nasabah tidak
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memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam
bertransaksi dengan bank.

Kondisi bank yang demikian itu menycbabkan kondisi mikro
perbankan menjadi rentan terhadap gejolak ekonomi. Faktor kunci yang
menyebabkan hal tersebut:”

a. lemahnya sistem pengawasan DBank Indonesia tethadap operasi
perbankan nagional;
b. banyak pemilik bank dan bankir lokal tidak memiliki integritas moral.

Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan
Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehimgga
menimbuylkan permasalaban dalam pelaksanaan penjaminan. Olch karena
it diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang.

Sebagai pengganti program blanket guarantee pemerintah telah
mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga
Penjamin Simpanan (1L.PS) kepada Dewan Perwakilan Rakyai (DPR),
melatui RUTUJ ini akan dibentuk suatu lembaga independen yang disebut
LIS yang berfungsi sebagai penjamin simpanan masyarakat yang ada pada
industri perbankan. Secara konseptual, LPS adalah program penjaminan
mitip dengan yang dilakukan olch Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC) yang berlaku di Amerika Serikat.

Ada dua perbedaan mendasar antara jaminan yang diberikan oleh
program blanket guaraniee dan jaminan yang diberikan LPS vaitu:

a. dalam hal cakupan,
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b. besarnya jumlah yang dijamin.

Blankel guaraniee menjamin hampir selurub kewajiban bank
dengan jumlah jaminan tanpa batas (the sky iy the limils). Scdangkan
Jaminan yang diberikan LPS Di dalam Undang-UUndang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, hanyd menjamin simpanan
maksimal sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). Secara retorika
penjamin yang dilakukan adalah nasabah keeil dengan alasan memberikan
perlindungan dari bankir yang tidak bertanggung jawab.

Fungsi LPS itu sendin adalah: pertama, menjamin simpanan
nasabah penyimpan; kedua, turut aktf dalam memelibara stabilitas sistem
perbankan scsuai dengan kewenangannya. Adapun tugas 1.PS adalah:™
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pinjaman

simpanan

b. Melaksanakan pinjaman simpanan

o

Mcrumugkan dan menctapkan kebijakan dalam rangka turut aktil
memelihara stabilitas sistem perbankan
d. Melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistermik.

Di samping hal tersebut di atas, LPS5 memiliki wewenang sebagai
berikut
a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan
b. Menctapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali

menjadi peserta

? Sukamdani §. Gitosardjono, 2000, Perfembangun Dunia Usaha, Oryanisesi Biseiy dus

ekonont di Indonesia 1950-2000, Tema Baru, Jakasia, bim. 251

% Diana Rin Winanti Napitupulu, Op. Cit, him. 7
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¢. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS

d. Mendapatkan data simpanan nasabah, dan keschatan bank, laporan
keuangan bank, dan laporan pemertksaan bank sepanjang tidak
mclanggar kerahasiaan bank

e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi atas data
tersebut pada huruf d

f. Menetapkan syarat, tta cara dan ketentuan pembayaran klaim

g Menunjuk, mmeguasakan dan/atau menugaskan pihak lain untuk
bertindak bagi kepentingan dan/atan nama LPS guna melaksanakan
sebagian tugas tertentu

h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang
penjaminan simpanan

i.  Menjatuhkan sanksi administratif,

LPS dibentuk Pemerintah Indonesia melaln Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004, LPS adalah badan hukum dan merupakan lembaga
independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya. Di samping itu, LPS bertanggung jawab kepada Presiden
dan berkedudukan di Jakarla scrta mempunyal kanlor perwakilan di
wilayah negara Republik Indonesia.

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan
sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu
irvational run terhadap bank dan systemic risk. Di dalam menjalankan
usahanya, pcrbankan biasanya hanya mcnyisakan scbagian kecil dari
simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana

olch nasabah. Scmentara, bagian tcrbesar dart simpanan yang akan
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dialokasikan sebagai pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan
perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan
segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan
sccara tiba-liba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penycdiaan
cash ini, karena bhank tidak dapat menarik sepala pinjaman yang telah
disalurkannya.

Bilamana bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan
simpanan olch nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan
menutup rekeningnya pada bank, sckalipun bank (erscbut schenarnya
sehat. Untuk itulah keberadaan LPS menjadi penting guna mencegah
kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan
simpanan sckalipun kondisi kevangan bank memburuk.

Risiko kedua, adalah ancaman terjadinya risiko sistemik. Hal ini
terjadi karcna kebangkrutan suatn bank dapat berakibal buruk terhadap
bank lain, schingga menghancurkan scgmen  terbesar  dari  sistem
perbankan. Dalam hubungan im, LPS dapat berfimgsi untuk mengatur
kcamanan dan keschatan bank sccara umum. Fungsi LPS lainnya adalah
scbagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, prakick
pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat
landa-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank.”’

Dimensi lain dari peran penting LPS seperti asuransi simpanan

didasarkan pada beberapa pertimbangan, vaitu o8

7 1bid, him. §
* M. Duhlan Sutalaksuna, 1993, The Importunce of A Deposit Protection Scheme,
ASEAN Conference on Deposit Protection System, Desember 1993 him 11
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a. Dalam pertumbuhan perckonomian suatu negara, peranan sektor
finansial vang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial
adalab siabililas sistem perbankan domestik, Peranan penting sckior
perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang
memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank
melakukan penghimpunan dana secara lebth efisien dan umtuk
scterusnya  disalurkan  kepada  masyarakat.  Scbaliknya, dana
masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan
keuntungan suatu bank.

b. Untuk niencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap
bank yang dapat mengakibatkan terjadinya rush yang sudah ientu dapat
membahayakan bank secara individnal dan sistem perbankan secara
keseluruban

¢. Di dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi mformast dan
komputer (clah mengakibatkan terjadinya globul markel pada sckior
keuangan. Di dalam global market dana bebas bergerak dari satu
negara ke negara lain. Apabila pemilik dana kurang percaya pada
sistem perbankan nasional, maka 1a dapat menanamkan dananya di
luar negeri (capitad flighiy yang dapat mengakibatkan hilangnya atau
berkurangnya keknatan produktif dari snatu negara.

Berdasarkan pengalaman pegara Amerika Serikat, pembentukan

Lembaga Penjamin Simpanan yang dilakukan telah berhasil mencapai

tujuan utama dari reformasi perbankan untuk paling tidak selama satu abad



yaitu guna mencegah terjadinya banking panic.”” Dengan adanya skim
peitjamin simpanan, pengumuman informasi nepatif mengenai bank
terientu misalnya tidak berpengarsh terhadap bank lain schingga tidak
menyebabkan terjadinya kekacaman umum karena pasar telah mampu
membedakan masalabh keuangan yang dialami oleh perusabaan tertentu
dan akibatnya kepada individual bank tersebut maupun terhadap industri
perbankan  sceara kescluruhan, Kceberadaan penjamin simpanan juga
sebagai upaya mempermudah penyelesaian bank bermasalah, misalnya
akibat pencabutén izin usaha suatu bank, sehingga dampak merosomya
kepercayaan nasabah vang pada gilirannya dapat menimbulkan bank panic
dapat diccgah scscgera mungkin,

Dalam hal ini pentingnya penyelesalan segera bank bermasalah
didasarkan pada alasan babhwa bank vang berada dalam keadaan insolven
dan bila dibiarkan terus beroperasi berpeluang melakukan kegiatan
berisiko tinggi dengan maksud memperoleh keuntungan besar, Tindakan
seperti itu dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi bagi
nasabah penyimpan dan kreditur bank lainnya. Dalam rangka itu, hak-hak
para nasabah hamus dapat dijamin dan dilindungi dan di s juga

keberadaan dan peranan [.embaga Penjamin Simpanan bertambah penting,

@

Milton Friedman dan A. Schwart, 1993, 4 Aonctary History of the United States,

I 867-1990, Princclon University Press, Princelon, him. 440



&4

4. Premi Keanggotan dan Besar Simpanan yang Dijamin Lembaga

Penjamin Simpanan

Scluryh bank yang mclakukan kegialan usaha di wilayah Republik

Indonesia wajib menjadi anggota LPS termasuk kantor cabang dari bank

vang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegatan usaha di

Indonesia. Sedangkan cabang bank nasional yang beroperasi di luar negeri

tidak menjadi anggota [LPS. Untwk menjadi anggota bank  wajib

menyerahkan:

a.

b.

salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
salinan perizinan bank;
sural keclcrangan tingkat kcschatan bank yang dikcluarkan Bank

Indonesia; dan

. surat pemyataan dari direksi, komisaris dan pemegang saham

pengendalt yang memuat komitmen dan kesediaan mematuhi sehiruh
ketentuan  yang  dilctapkan  dalam  Peraturan  L.PS,  kesediaan
bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atan perbuatan
yang melanggar bukum  yang mengakibatkan kerugian  atau
membahayakan kelangsungan usaha bank, kesediaan untuk
mclcpaskan dan menycrahkan kepada 1.PS scgala hak, kepemilikan,
kepengurusan, dan/atan kepentingan apabila bank menjadi bank gagal
dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

Selain itu, setiap bank peserta penjaminan diwajibkan pula untuk;



a. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari
modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atan
dari modal disctor bagi bank baru;

b. membayar premi penjaminan;

¢. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;

d. memberikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam
rangka penyclenggaraan penjaminan; dan

e. menempatkan bukti kepesertaan atan salinannya di dalam kantor bank
atau tempat lainnya sehingga dapat diketahul dengan mudah oleh
masyarakat.'"

Keanggotaan bank pada lcmbaga penjamin simpanan dapat bersifat
sukarela atau bersifat wajib. Kecenderungan yang terjadi adalah sebagai
besar negara (81%) dani 68 negara yang memiliki asuransi simpanan
mewajibkan bank untuk menjadi anggota. Seluruh bank umum yang
berbadan hukum di Indonesia scbaiknya diwajibkan untuk menjadi
anggota lembaga penjamin simpanan. ITal ini dimaksud untuk mengurangi
adverse selection, yang dalam hal mi hanya bank vang lemah yang mau
menjadi anggota. Secara khusus penjamin tidak membolehkan anggotanya
untuk kcluar dari kcanggotaan. Mcskipun sistem keanggotaan wajib
menimbulkan subsidi silang dari bank yang kuat kepada bank yang lemah,
namun selurub bank memkmati keuntungan dengan adanya stabilitas
mdustri perbankan. Untuk bank yang kuat harus diwajibkan membayar

stabilitas yang dinikmatinya tersebut.
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Dalam kaitan dengan persyaratan menjadi anggota lembaga
penjamin simpanan, terdapat dua keadaan yang membutuhkan pendekatan
bertbeda. Pertama, pemberian kcanggotaan pada saat Iembaga erscbut
didirikan. Kedua, pemberian keanggotaan pada saat bank baru didirikan.
Pada saat penjamin simpanan didirikan, pemenntah dihadapkan pada dua
tantangan yaitu meminimalkan risiko vyang bakal ditanggung oleh
penjamin simpanan (erscbut dan menarik anggotanya sceara cksiensifl,
Secara wmum ada dua pilihan yang dapat dilakukan yaita keanggotaan
otomatis atau mewajibkan bank mengajuhkan permohonan untuk menyadi
anggota "

Dalam pendiriannya [LPS dibiayai olch Pemcrintah dan Bank
Sentral, dimana selanjutnya dalam oprasionalnya akan dapat membiayai
sendiri melalui pemasukan berupa premi dan kontribust dari bank peserta
program LPS. Dalam sistem penjaminan yang eksplisit, selanjutnya bank
diwajibkan (marndatory) alau sccara sukarcla (voluntary) untuk membayar
suatu premi sebagai jaminan atas simpanan nasabah.

Pengaturan tentang pendanasn memainkan peranan paling knitis
dalam mendesain suatun sistem penjaminan simpanan. Sistem yang
didcsain sccara baik harus dapal menjamin (ersedianya dana yang cukup
untuk dapat menghadapi dengan baik permasalahan yang mwuncul. Dana
vang tidak cukup dapat memperlambat penyelesaian likuidast bank dan

meningkatkan secara signifikan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. UU

"W Lihat Pasal 9 Sub b s/d £ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan
W Zulkamain Sitompul, Op. Cir, him. 302
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LPS menetapkan bahwa modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya
Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dan sebesar-besarnya Rp
8.000.000.000.000,00 (dclapan riliun  rupiah). Kckayaan 1.PS baik
berbentuk investasi dan bukan investasi adalah aset negara yang
dipisahkan, dan LP’S bertanggung jawab atas pengelolaan dan
penatausahaan semua asetnya.

Sclanjutnya, Peraturan Pemcriniah No. 32 Tahun 2005 icnlang
Modal Awal LPS menetapkan:

a. modal awal Lembaga VPenjamin Simpansn  sebesar Rp
4.000.000.000.000,00 (empat trilian rupiah);

b. modal awal (erscbul berbentuk unai dan merupakan kckayaan negara
yang dipisahkan;

¢. modal awal tersebut berasal dan rekening Menteri Keusngan No.
502.000002 dengan npama DBendaharawan Umum Negara untuk
Obligasi dalam rangka Penjaminan di Bank Indoncsia; dan (4) neraca
pembukuan Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan oleh Dewan
Komisioner L1'S.

Sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan setiap bank peserta
wajib membayar premi penjaminan yang dipatok 0,2% yang diberlakukan
sama untuk semua bank, baik yang kecil maupun yang besar dan biaya
kepesertaan premi penjamin simpanan ditetapkan sebesar 0,1% yang
dihitung dart modal dan dibayar sekali saja disaat bank yang bersangkutan

menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan.
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Terdapat dua cara dalam menetapkan premn tersebut yaitu sistem
Jlat rate dan sistem risk-based premium."” Oleh sebab im banyak negara
yang beralih dari gistem flat-rate k¢ sistem risk hased premivm. Pada
talnin 1995 hanya dua negara yang menerapkan sistem ini, pada tahun
1999 sepertiga dari 72 negara beralih ke sistem risk based premium.'™
Pelaku pasar normalaya dihadapkan pada risk-return  trade-off,
keuntungan yang besar hanya dapat diperolch dari risiko yang tinggi.

Penetapan premi tersebut dapat dirubah sehingga dimungkinkan
penetapan premi yang berbeda antara satu bank dengan bank lain atas
dasar skala nisiko kegagalan bank, dan memang idealnya sistem premi
diteniukan dengan menggunakan sistem ‘risk hased premium’ yaily besar
kecilnya premi didasarkan pada besarnya resiko yang dihadapi oleh suatu
bank, tetapi sampai saat ini di mdonesia LPS menganut sistem premi flat
rate yang dipercaya menimbulkan insentif bagi bank untuk meningkatkan
resiko dalam portopolio mercka. Penclapan premi berdasarkan resiko ini
didasarkan pada teori premi variabel yang dipinjam dari teori tradisional
moral hazard yang menyetakan bahwa moral hazard dapat diatasi dengan
ihenetapkan harga premit vang berbeda bagi masmg-masing nasabah
tergantung dani resiko yang dicmban olch nasabah terscbul. Ada dua
sistem yang mendasar dalam penerapan ‘risk based premium’ yaitu sistem

yang menggunakan informasi pasar dan sistem yang menggunakan

12 FDIC, “A Study of the Desirabilily and Feasibility of a Risk-Based Deposit Tnsurance
Preminium Sistemn A Reporl pursuant {o Seciion 220(b)(1) of the Financial Institulions Reform,
Recovery, and Enforcement Act of 1989,” submitted to the United States Congress by the FDIC,
{December 1990), him. 5.

%R, Mark Williamson, “Regulatory Theeory and Deposit Insurance Reform,” Claveland
State Law Review, (1994), him. 114
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informasi nonpasar. Secara ideal penctapan premi penjaminan yang
berbeda-beda yang terdapat antara bank dalam perkiraan biaya antara lain:
biaya dalam menyclasaikan kebangkrutan bank, biaya pengawasan, biaya
monitoring dan biaya auditing, dan biaya pihak ketiga yang ditanggung
oleh lembaga lain diluar penjaminan simpanan. Untuk itu penjuminan
simpanan harus memiliki informasi secara jelas tentang risiko vang

dihadapi oich bank.!™ Premi lcmbaga pemjamin simpanan dapal di

pergunakan sebagai subsidi atau pajak tergantung pada premi tersebut

dibawah atau diatas premi yang seharusnya ditetapkan dalam suaty pasar
yang kompetitif.

Ada dua aspck yang dapal menycbabkan (erjadinya kesalahan
dalam menetapkan premi.

a. tingkat keseluruhan harga premi tidak sama dengan harga yang terjadi
dalam suatu pasar vang kompetitif, maka penjaminan siipanan
tcrscbut akan bertindak schagai lembaga yang memberikan subsidi
atau mengenakan pajak sehingga lembaga vyang dijamin akan
mendapatkan keuntungan atau asuransi.

b. sistem premi yang flat, memberikan msentif terhadap pengambilan

P . 5
resiko yang berkebihan, !

Sistem flat rate in dapat diubah menjadi
berdasarkan risiko setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyar (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Fahun 2004 ),'%

Sistem i mendasarkan perhitungan resiko pada:

" FDIC, 1989, Deposit Insurance For The Nineties: Meeting TheChallenge (Draft), A
Staff Study, Washington DC, him, 78,
5 Zulkarnain Sitompul, Op. Cit. hlm. 346
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a. kemungkinan kerugian yang ditanggung oleh dana penjamin dengan
memperhitungkan  risiko vyang diakibatkan oleh kategori dan
kongentrasi yang berbeda dari kekayaan (wsser) dan kewajiban
(liabilities) dan faktor lain berdasarkan kewenangan FDIC;

b. kemungkinan jumlah kerugian apabila terjadi; dan ketiga, kebutuhan
dana bagi penjamin simpanan (revenue needs of deposit insurance
Jfund). Faklor lain yang dapat dipcrumbangkan adalah resiko suku
bunga, resiko kredit, diversifikasi resiko, risiko operasional, risiko
penipuan atau kejahatan orang dalam (imisiden abuse).'"”

Metode lain yang dapat ditempuh dalam menetapkan premi yang
harys dibayar bank peserta lembaga penjamin simpanan adalah
berdasarkan teori market-base porifolio monitoring. Teori inl menjelaskan
bahwa pasar sekuritas secara efisien dapat melakukan evaluasi terthadap
tingkat risiko portofolio bank. Tcori ini mensyaratkan scmua bank yang
melampai ukuran tertentu, menerbitkan surat utang jangka panjang yang
diperdagangkan di pasar. Lembaga penjamin simpanan kemudian
mclakukan ckstrapolasi tingkat rnisiko portofolio bank terscbut dan
portofolio yang tcrkait dengan premi lembaga penjamin simpanan
berdasarkan harga pasar dunana surat utang bank tersebut diperdagangkan.
Bagi bank kccil preminya dapat ditctapkan dengan membandingkan-nya
dengan premi bank yang diwajibkan menerbitkan surat utang tersebut.

Kelemahan teori ini adalah industyi perbankan menjadi terbagi antara bank

¢ hid him. 348
Y7 Ihid, him. 346
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besar, yaitu bank yang diwajibkan mengeluarkan surat utang, dan bank
kecil.

Di ndongcsia, lembaga perbankan diwajibkan untuk membayar
premi sebagal jaminan atas simpanan nasabah bank. Premi penjaminan
dibayar per semester (enam bulan), dan untuk setiap periode sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2004 ditetapkan sama untuk
setiap bank sebesar 0.1% dani rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam
setiap periode. Pasal 15 menyebutkan bahwa premi dapat ditetapkan
berbeda untuk setiap bank berdasarkan tingkat resiko kegagalan bank (risk
based minimum) dan perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang
tertingg tidak melebi 0,5%. Dengan demikian, premi merupakan blaya
dari bank yang besarnya dapat ditentukan berdasarkan suain persentase
dan seluruh simpanan masyarakat dengan batasan tertentu.

Sebagai peserta penjamin, Bank mempunyai kewajiban untuk
membayar premi penjamin sebesar 0,1% dan rata-rata saldo bulanan total
simpanan dalam sctiap periode. Promi penjamin (erscbut dibayarkan
sebanyak dua kali dalam satu tabun, yaitu:'"

a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, yang dibayar paling lambat
31 Januan;

b. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember, vang dibayarkan paling
lambat 31 Juli.

Premi penjaminan dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan

realisasi rata-rata saldo bulapan total simpanan pada periode yang



bersangkutan. Dalam menentukan jumlah premi yang harus dibayar, bank

melakukan perhitungan premi sendiri (self assesmenty dan Leimbaga

Penjamin Simpanan melakukan verifikast alas perhilungan premi yang

dimaksud.'"” Tingkat premi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dapat

diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kntenia  sebagai
berikut: '

a. Terjadi perubahan nilai Stmpanan yang dijamin untuk sctiap nasabah
pada satu bank sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 11 ayat (1);

b. Akumulasi cadangan penjamin setelah melampaui tingkat sasaran
sebesar 2,5% (dua pulub lima perseribu)dar total Simpanan di setiap
bank: atau

c. Terjadinya perubahan tingkat resiko kegagalan (exposure) pada
mdustri perbankan,

Perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan
skala resiko kegagalan bank scbagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) dapat
dikonsultasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Tlasil konsuitasi dari
DPR atas perubahan tingkat premi ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.'"’

Scianjuinya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 1.PS

menetapkan:

%% | ihat pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 24 jahun 2004 tentang LPS.

% Lihat Pasal 14 ayat {1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 (entang LPS.
110§ ihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahwn 2004 tentang LPS.
"' Lihat Pasal 15 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 1PS,



a. cara penetapan premi dapat diubah schingga tingkat premi menjadi
berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala ristko
kegagalan bank;

b. dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu bank dan bank
yang lain, perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertingm
tidak meiebihu G,5% (lima persenbu);

pcrubahan cara penctapan preini dan tingkat premi berdasarkan skala

o

ristko  kepagalan bank tersebut dikonsuitasikan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat; dan

d. hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut ditetapkan
Ichih tanjut dengan Peraturan Pemerintah, '

Berikut imt dapat diberikan contoh perhitungan premi penjaminan

berdasarkan Peraturan LIS Nomor 1/PLI*S/2005.

Periode Kedua | Salde Simpanan | Periode Pertama | Saldo Simpanan
{Juta Rp} ahun 2006 {Juta Kp)
Juk 12, 0063.00 Janyari 13,000,000
Agustus 11.000.00 Februari 14.000.00
September 13.000.00 Maret 15.000.00
Oktobern 10.000.00 April 15.000.00
November 14.000.00 Mei 13.000.00
Desember 12.000.00 Juni 14.000.00
Rata-rata 12,000.00 Rata-rata 14.000,00

Bank XYZ mempunyai saldo simpanan bulanan pada periode 1 Juli 2005

sampai dengan 30 Juni 2006 dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Keteraingan .

4. Premi di awal periode 1 Januan 2006 sampai dengan 30 Jumi 2006
yang barus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 12 juta dengan

perhitungan sebagai berikut:
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= (),1% x rata-rata saldo bulanan periode sebelumnya

—0,1% x Rp 12.000 juia

—~Rp 12 jula

Pembayaran premi tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 31
Januari 2006.

b. Pada akbir periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006, jumiah
premi yang telah dibayarkan tersebut disesuaikan dengan premi yang
dihitung berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan periode yang
bersangkutan, Premid yang scharusnya menjadi beban Bank XY 7 untuk
periode 1 Januan 2006 sampat dengan 30 Juni 2006 adalah sebesar Rp
14 jula dengan perhitungan scbagai berikut:

— 0,1% x rata-rata saldo bulanan periode yané bersangkutan
=0,1% x Rp 14.000 juta
—Rp 14 juta

¢. Bank XYZ mempunyal kekurangan pembayaran premi periode 1
Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 sebesar Rp 2 juta [Rp 14
juta - Rp 12 juta] yang akan diperhitungkan dalam pebayaran premi
periode benkutnya.

d. Promi di awal periode 1 Juli 2006 sampai dengan 31 Desember 2006
yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 14 juta dengan
perhitungan sebagai berikut:
= (,1% x rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan

—0,1% x Rp 14.000 jwa

"2 pyikutip dari makalah seminar Zulkamain Sitompul, Pendirian t.embaga Penjamin

Simpanan (LPS): Pengalaman Krisis, him. 20
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=Rp 14 juta

Setelah ditambah dengan kekurangan premi periode sebelumnya
scbesar Rp 2 juia, Bank XY7Z. harus membayar premi scbesar Rp 16
juta [Rp 14 juta | Rp 2 juta] paling lambat pada tanggal 31 Juii 2006.

Untuk  rekening-rekening simpanan yang melebihi  Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka kelebihannya tidak dapat
petlindungan asuransi mclainkan mclalui proscs likuidasi. Penctapan
premi diserahkan pada LPS dengan memperhatikan kelaziman
penghitungan dalam perasuransian tanpa perlu memperhatikan tingkat
kesehatan bank. Pertimbangan untuk tidak mengattkan rnsiko vang
berkaitan  dengan tingkai keschatan bank dimaksudkan agar informasi
tingkat kesehatan bank tidak perlu disampaikan oleh bank indonesia pada
LPS, sekaligus untuk mencegah pemeriksaan bank secara langsung oleh
l.embaga Penjamin Smnpansn.

Undang-undang lcmbaga penjamin simpanan  sccara  tegas
mengklarifikasi apa yang dimaksud sebagai simpanan yang dijamin. ITal
ini, merupakan bentuk informasi penting ;v"dng dibutuhkan oleh masyarakat
tentang definisi yang tegas dan jelas apa yang dimaksud dengan stiimpanan.
Definigi gimpanan harus scjalan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 5 menetapkan bahwa:

Simpanan adalah dipercayakan oleh masyarakat kepada bank

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro,

deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atan bentuk lamm yang
dipersamakan dengan itu.

Dalam transaksi seperti menyiumpan uvang pada rekening giro atan

tabungan dengan mudah akan dikatagorikan sebagai simpanan, akan tetapi
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bank juga melakukan berbagai ragam transaksi lain yang seringkali tidak

dapat secara tegas dinyatakan sebagai simpanan. Dalam konteks

pengalaman Amerika Scrikat dalam FDIC v Philadelphia Gear Caorp
dapat dijadikan gagasan dalam menetapkan batasan jenis simpanan yang

dijamin oleh asuransi simpanan. Dalam kasus tersebut Hakim Agung O’

Connor berpendapat:'"

A starndhy leiiter of credit bucked only by a contingeni promissory

note Is not an msurable deposit within of the Federal Deposit

Insurance Act.

Dari definisi tersebut simpanan nasabah vang dijamin oleh LPS
dikenakan premi guna memberi perlindungan terhadap simpanan nasabah.
Jenis simpanan nasabah yang dijamin oich Lembaga Penjamin Simpanan
dapat dirinci sebagai berikut:''*

a. Semua jenis simpanan termasuk giro, deposito dan tabungan dan/atau
bentuk lain yang dipersamakan dengan jtn !

h. Pokok dan bunga. Bunga yang dijamin dihitung berdasarkan yang
tercatat pada pembukuan pada tanggal dilakukan penutupan bank
Nasabah penyimpan pada bank bermasalah bissanva menerima bunga
vang lebih tinggi. Lembaga Pepjamin Simpanan tidak berkewajiban
mcembayar bunga tinggi terscbut terhitung scjak bank  discrahkan

kepadanya. Perlu pula dipertimbangkan untuk menetapkan batasan

(cap) pada suku bunga simpanan dan baok yang bersangkutan

W rnic v Philadelphia Gear Corpy, 106 §. CLI93t (1986), dikutip dari Zulkarnain

Sitompud, Op. Cir, him. 304

1 Zaikarnain Sitompul, 2005, Op. Cit, him, 343
5 L ihat Pasal 10, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.
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¢. Siumpanan dalam valutas asung sebaiknya juga dijamin. llal tersebut
untuk menghindari tetjadinya capital fligt atau flight lo quality. Namun
demikian, dengan menjamin simpanan dalam valutas asing, lembaga
penjamin simipanan akan menghadapi resiko nilai tukar. Untuk ita
dapat ditentukan bahwa pembayaran klaim dilakukan dalam mata vang
rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat bank diserahkan kepada
lembaga penjamin simpanan.,

Ketentuan mengenai jenis simpanan yang dijamin dan mckanisme

cmbayaran diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 17 UU LPS. Dalam kaitannya
dengan pembayaran simpanan, Pasal 19 UU LPS dengan tegas
menetapkan baliwa apabila data simpanan nasabah tidak tercatat pada
bank, maka LPS tidak akan membayar klaim atas simpanan tersebut
Nasabah yang merasa dirugikan dapat mengajuhkan keberatan kepada LPS
atau pengadilan. Dalam hal LPS menerima keberatan nasabah maka LPS
hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan
berikut bunga yang wajar.

Penjelasan Pasal 16 UUJ LPS menetapkan, bahwa transfer masuk
dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam linglup yang
dijamin karena bukan termasuk simpapan. Namun demikian, transfer
keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dan bank
masih diperiakukan sebagai simpanan. Demikian pula dengan transfer
masuk yang sudah ditcrima olch bank untuk kepentingan scorang nasabah
diperlakukan sebagai simpanan pasabah dimaksud walaupun bank belum

membukukan ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan. Meskipun
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dengan jaminan per nasabah, penyimpan dapat pula memecah
simpanammya di beberapa bank namun demikian hal tersebut tidak
memperbesar nisiko yang dihadapi oleh satu bank.

Scsuai dengan amanatl UU No, 24 Tahun 2004 tcntang Lembaga
Penjamin Simpanan (1PS), crhitung mulai tanggal 22 Marct 2007, jumilah
makstimum simpanan vang dijamin hanya 100 juta per nasabal/bank.
Penerapan kebijakan tersebut didasari pertimbangan bahwa tajuan dari
pendirian sebuah lembaga penjamin (deposit insurance corporetion)
adalah untuk mclindungi scbagian besar penyimpan kecil, Pengertian
sebagian penyimpan yang dianut berdasarkan UU LPS adalah atas dasar
kepemilikan gsimpanan masyarakal yang terbesar porsinya, Kepemilikan
terscbut adalah berdasarkan jumilah rckening vang ada dalam sistem
perbankan. Dengan diberlakukannya penjaminan simpanan yang terbatas
menjadi maksimum Rp 100 juta memberikan dampak, baik kepada
masyarakat penyimpan maupun kalangan perbankan.''®

Dalam  Undang-Undang  l.cmbaga  Penjamin  Simpanan
mengamanatkan bahiwa pada masa transisi dalam pemberlakuan besar
simpanan yang dijamin dilakukan secara bertahap yaitu:!"’

a. 0 (enam) bulan pertama sejak LPS beroperasi yaitu dan tanggal 22
September sampai dengan 21 Marct 2006, yang dijamin adalah scluruh
simpanan berupa tabungan, giro, sertifikat deposito, deposito dan yang

dipersamakan oleh itu.

16 Krisna Wijava, 2007, Analisis Kehijakan Perbankan Nasional, (et pertama Gramedia

Iakarta, him. 140
Kugumaningtuli, 2008, Peranan Hukuwm dalam FPenyelesaion Krisis Perbankan di
Indonesia, Edist Pertama, Jakarta, hlm. 77



b. Kemudian 6 (enam) bulan berikutmya yaitu dari 22 Maret 2006 sampai
dengan 21 September 2006, simpanan yang dijamin paling tinggi Rp

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

I

6 (enam) bulan berikutnya yaitu priode 22 September 2006 sampai

dengan 21 Maret 2007, maka simpanan yang dijamin menjadi Rp

1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

d. Terhitung 22 Marci 2007 dan scicrusnya, maka jumlab simpanan yang
dijamin paling tinggi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

‘Tahap tersebut di atas jelas menunjukan bahwa era blanket
guarantee sudah mulai berhakir 22 September 2005 dan menuwju ke arah
limited guuraniee pada Marct 2006, Perubahan ierscbut  sangal
berpengaruh tethadap industri perbankan dalam menjalankan bisnisnva.
Adanya knsis keuangan di Amerika Senkat pada tanggal 13 Oktober 2008
terbit PCRPU Nomor 3 Tahun 2008 vang merubah UU LPS dengan
mcnambahkan  kriteria  “ancaman  krisis” yang berakibat  kcuangan,
sehingga sejak tanggal terbitnya PERPU tersebut yang disusul dengan
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Vabun 2008 tanggal 17
Oktober 2008 sunpanan maksimal yang dijamin LPS adalah sebesar Rp. 2
Milyar''™®. Dengan besamya simpanan yang dijamin olch L.PS, maka
tujuan utama pendirian Lembaga Penjamin Simpanan yaifu untuk

melindung dand nasabah penyimpan kecil dapat dipenuhi.

18 pysal 1, Nilai Simpanan yang dijamin untuk scliap nassbah pada salu bank yang
semula berdasarkan pasal 11 ayat (1) Uadang-undang Nomor 24 ishun 2004 tentang Lembaga
Penjamin  Simpanan ditetapkan pating banyak Rp 100.000.000.00,(seratus jula rupiah),
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp 2.000.060.000.00,-(dua
mihar rupiah)
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Namun demikian jumiah simpanan vang dijamin tersebut dapat
diubah apabila dipenuhi salah satu atan lebih kriteria berikut:'"

a. Terjadinya penarikan dana perbankan dalam jumiah besar sccara
bersamaan.

b. Terjadinya inflasi vang cukup besar dalam beberapa tahun,

¢. Jumlah nasabah vang dijanun selurub simpanannva menjadi kurang
dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan scluruh bank.

Perubahan nilal simpanan yang dijamin dikonsultasikan dengan
Dewan Perwakilan Rakyal. Kclentuan tentang alasan mengubah nilai
penjaminan tersebut kurang antisipatif tethadap krisis, sehingga untuk
mencegah krisis atau mercdakan pasar dan masyarakat keteniuan Pasal 11
terscbut tidak dapat dipakai dan harus direvisi. Mcenaikan Jaminan
Simpanan Ada beberapa kemungkinan yvang dilakukan untuk menjaga agar
simpanan nasabah bank tidak ditarik sccara besar-besaran atau pindah ke
tempat lain yang Icbih menarik, di antaranya adalah mcenaikkan nilai
simpanan yang dijamin dan menaikkan tingkat suku bunga penjaminan,
Mcenaikkan nitai simpanan vang dijamin mcruypakan suatu kcharusan pada
situasi sekarang ini seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa negara
seperti Amerika Serikat. Bahkan beberapa negara sudah menjamin selurub
wilai gimpanan nasabahnya scperti Jerman dan Trlandia. Tndonesia perlu
menatkkan nilai simpanan yang dijamin menjadi beberapa miliar rupiah
schingga masyarakat menjadi lebih tenang. Kita tidak perlu menjamin

scluruh nilai simpanan masyarakat karcna akan sangai berat bebannya bagi

U8} ihat Pasal 11 ayat (2), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan,
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pemerintah (mirip Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada waktu krisis
1997) dan mungkin kurang menguntungkan bagi ncgara lain yang
memiliki kebijakan berbeda. Walaupun mutlak  dilakukan, menaikkan
jumlah nilai simpanan yang dijamin belum tentu memegcahkan masalah
secara tuntas karena struktwr penyimpan dana pada bank di Indonesia
kurang merata. Mcenurut pemerintah, pada wakiu nilai simpanan yang
dijamin sebesar Rp. 100 juta, ada sekitar 95% nasabah memiliki simpanan
sampai .dengan jumlah seratus juta rupiah. Inilah yang oleh Zutkarnain
Sitompul discbut dengan ordinury customer alau unsophisticuted customer
vang kurang mampu melindungi dirinva sendini. Sekarang jumlah nasabah
yang dilindungi meningkat menjadi 97% atau 78,6 jula nasabah,

Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank, saldo dimaksud
berupa: 2
a. Pokok ditambah bagi hasil yang menjadi hak nasabah, untuk simpanan

yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan
prinsip syanah.
b. Pokok ditambah bungan yang (clah mcenjadi hak nasabah, untuk

simpanan yang memiliki komponen bunga.

¢. Nilai sekarang pertanggal pencabutan izin usaha dengan tingkat
diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki
komponen diskonto,

120

www.lps.goad,/berite/,3 Mot 2010, siau dapat dilthel Pasal 24 ayal (2) Perafuran
Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjamin Sinpanan,
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Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah
hasil penjumlahan saldo seturub rekening simpanan nasabah pada bank
terscbut, baik rekening tunggal namun rekening gabungan (joint accaunt).
Untuk rekening gabungan (joinl account) saldo yang diperhitungkan bagi
satu nasabah adalab saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara
prorata dengan jumlah pemilik rekening.

Rilamana nasabah memiliki rekening  tunggal dan  rekening
gabungan, maka saldo yang dengan tertebih dahulu diperhitungkan adalab
saldo tekening tunggal, Dalam bal ngsababh memiliki rekening vang
dinyaiakan secara tertulis diperuntubkan bagi kepentingan pihak lamn
{heneficiary), maka slado rekening tersebut diperbitungkan scbagai saldo
rekening pihak lain (heneficiary) yang bersangkutan '>’

Kriteria simpanan yang layak dibayar;

a. Simpanan Anda tercatat dalam pembukuan bank;

b. Tingkat bunga simpanan Anda tidak melebihi tingkat bunga yang
ditetapkan oleh LPS; dan

¢, Tidak melakukan tindaken yang merugikan bank, misalnys memiliki

kredit macet di bank tersebuf

Mekanisme Jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam pcrjalanan historis mdustn perbankan Indoncsia, kususnya

penyedia fasilitas kredit dan jasa perbankan lainnya, dan jaminan para

2! Dilihat Pasal 25 ayat 2 s/d 4 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor

1/PRLPS/2006 tentang Program Penjaniin Simpanan,
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nasaball yang menyimpan dananya di bank, telah mengalami beberapa
perubahan yang mendasar. Hal ini dapat dilihat pada beberapa peraturan
perundang-undangan yang sccara legas menctapkan agar didirikan suatu
lembaga yang berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah Penjelasan
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 ‘Tahun 1968 tentang Bank Sentral
yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 1968 menetapkan bahwa:

“....dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika kcadaan iclah

memungkinkan, untuk lenih menjamin vang pihak ketiga yang

dipercayakan kepada bank-bank, dapat diadakan svatu asuransi
depositc  dengan  lujuan  pembinaan  kepercayaan  masyarakal
terhadap perbankan”.

Sebagat tindak lanjut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968
terscbui dikcluarkan Peraturan Pemerintah Nowmor 34 Tahun 1973 (entang
Jaminan Simpanan Uang pada Bank pada tanggal 22 Agustus 1973,
Peraturan emenntahan ini mengatur antara lain:

“..bahwa semua bank kecil bank asmig diwajibkan menjamin
simpanan iang pihak ketiga padanya baik berupa giro, deposiio
maupun labungan... bahwa bank indongsia merupakan badan
penyelenggara jJaminan simpanan wang pada bank mengingat tugas
bank indonest sebagai pembina dan pengawas bank... Dalam hal
terjadi Tikuidasi bank, maka bank ndoncsia juga yang berlindak
sebagai likuidator dan pengampu.

Pada waktu itu jaminan simpanan uang pada bank dibatasi
setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu jula rupiah), suaiu jumlah yang
saat ini sudah dirasakan kecil. Namun demikian, sampai dengan
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

ketentuan-ketentuan vang diatur dalam Peraturan Pemenntah Nomor 34

‘Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank itu disebabkan
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kuatnya penolakan dari industri perbankan karena akan menimbulkan
hiaya tambahan bagi perbankan.

Demikian pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (cntang
Perbankan tidak mengatur secara tegas tentang pemberian perlindungan
langsung terhadap nasabah penyimpan dana, misalnya dalam bentuk
asuransi simpanan. Undang-undang ini hanva memberikan jaminan tidak
langsung (impligit), yaitu berupa pembinaan dan pengawasan bank seria
peraturan kehati-hatian (pradential regulation). Ketiadaan jaminan kepada
nasabah i memaksa pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 26 Tabun 1958 tentang jamunan Terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank Umum pada saat terjadi krisis perbankan
tabn 1997 Program peniaminan diatas disebut sebagai blanket guaraniee
yaity kebijakan sementara yang diperiukan pemernintah melalui Keppres
No.26/1998. Kebijakan ini memberikan jaminan pembayaran atas
kewajiban bank-bank umum kepada nasabah penyimpan {(deposan) dan
kieditur dalam dan luar negeri. Tujuannya untuk mencegah kehancuran
sistem perbankan akibat terjadinya rush vang dipicu oleh dilikuidasmya 16
baunk pada November 1997,

Terjadinya rush ditandai dengan meningkainya jumlah vang kartal
vang dipegang oleh masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia uang
kartal yang dipegang masyarakat melonjak tajam dan Rp 24,9 triliun pada

akhir Oktober 1997 menjadi Rp 37,5 tnliun pada akhir Januari 1598, dan
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jumlah ini terus meningkat hingga mencapai puncak pada bulan Juli 1998
sehingga mencapai Rp 45 4 tritiun. >

Berlakunya  Alarke! guaranice menjamin sepenubnya  scluruh
stmpanan tanpa batas, menjadi isu yang akhir-akhir ini menjadi
pembicaraan hangat di Indonesia. Pemberlakuan blanket guarantee tidak
berdin sendiri, artinya ada kebijakan ikutan pada saat blanket guarantee
diberlakukan, Pemberiakuan hlanke! guarantee akan mengurangi disiplin
pasar juga meningkatkan moral hazard.

Blanket guarantee pada bakikatnya adalab penjaminan yang
menyeluruh, baik atas berbagai bentuk kewapban vang tergolong
simpanan maupun jumlah, Blanke! guaranice hanya (crapi scmentara
karena apabila berkelanjutan akan menimbulkan moral hazard bagi
pemilik dan pengurus bank, Moral hazard tersebut memben peluang
kepada pemilik dan pengurus untuk tidak berhati-hati dalam pengelolahan
bank.

Jaminan bagi nasabah penyimpan dana schubungan dengan
dihentikannya kegiatan usaha schuah bank adalah mutlak diperlukan,
Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan
nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan terutama
para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu
stalem asuranst deposito,

Mist dart lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara

stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasurangikan para

122 zulkarnain Sitompul, 2005, Op. Cir, him. 316
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deposan bank dan mengurangi gangguan terhadap perekonomian nasional
yang discbabkan kegagalan-kegagalan yang dialami olch perbankan,

Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat yang ada
pada bank, dalam kctentuan Pasal 37B Ayat 1 Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 Dari ketentuan tersebut, cukup jelas bahwa adanya kewajiban
bagi bank untuk menjamin dapa nasabah penyimpan dan simpanan.
Ketentuan i juga memberikan jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa
apabila bank dimana ia menyimpan dananya mengalami kegagatan, maka
dananya nasabah dapat dikembalikan.

Berkaitan dengan i, dalam ketentuan Ayat (2) dikemukabkan,
bahwa: untuk menjamin simpanan nasabah, maka dibentuk Lembaga
Penjamin Simpanan.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan i diperlukan dalam
rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan
kepercayaan  masyarakat  kepada  bank.  Dalam  penyclenggaraan
penjaminan simpatan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin
Sunpanan dapat menggunakan vaitu skim dana bersama, skim asurans,
atau skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.'™

Dalam Pasal 378 terscbut dircalisasikan dalam bentuk Undang-
Undang Nomor.24 Tahun 2004 (cnlang T.embaga Penjamin Simpanan,
LIPS menjamin simpanan maksimal Rp 100 juta mulai 22 Marct 2007,
Berdasarkan  data TPS per Januari 2006 jumiah rekening dengan nilai

simpanan sampai dengan Rp 100 juta mencapai 85,60 juta rekening atau

him.144

123 Hermansyah, Hukum Perbarkan Nasional Indonesia, Fdisi Revisi, Cet ke empat,



sekitar 98,33% dari total rekening. Sedangkan, jumlahnya mencapai Rp
255,06 triliun atau sekitar 21,03% dari total dana pihak ketiga (DPK).'**
Penjaiminan yang dilakukan olch LPS hanya berupa simpanan,
yaitu giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan yang di persamakan
123

dengan itu Dalam penjelasan UU LPS dinyatakan bahwa transfer

masuk dan transter keluar serta mmkaso tidak tenmasuk dalam hingkup yang
dijamin karcna bukan termasuk simpanan, '

Simpanan yang dijamin oleh LPS pada setiap nasasbah dengan
jumlah terbatas Pada Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:'*’ Nilai
simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling
banyak Rp 100.000.000,00 (scratus jula ruptah).

Besar maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS berdasarkan
UL memang dapat diubah apabila dipemahi salah satu atan lebih kriteria
sebagal berikut: '

a. terjadinya penarikan dana perbankan dalam jwmlah besar sccara
bersamaan,

b. terjadinya inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun, atan

2 Krisna Wijaya, 2010, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional, Gramedia, Jakarta,
him. 145

23 Yang dimaksud dengan bentuk lainnya adalah bentuk-bentuk simpanan di dalam bank
syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan
ketentuan Bank Tndonesia.

2 Transfer keluar vang berasal dari simpanan nasabah dan betum keluar dari bank masih
diperlakukan sebagal simpanan, ransfer masuk vang sudah diterima bank untuk kepentingan
nasabah diperlakukan sebagar simpanan nasabah meskipun bank belum membukukan ke dalam
rekening yany bersangfkutan.

*" Denpan adanya krisis plobal maka isi Pasal 11 diubah menjadi Rp 2 Miliar, Lihat
Peraturan Pemennfah Republik Indonesia Nomor, 66 ‘Fahun 2008 tentang besaran nilai simpanan
yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanasn,

' perubahan besar simpanan yang dijamin ditetapkan oleh eraturan Pemerintah setelaiy
dikonsultasikan dengan DPR.
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¢. jumiah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang
dari 90% dari jumlah nasabah selumuh bank. Perubahan tersebut
terlchih dahulu harus dikonsultasikan dengan DPR untuk sclanjutnya
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka program penjaminan, UU LPS memuat ketentuan
persyaratan pembayaran klaim. Klaim tidak dapat dibayar apabila (1}
simpanan tidak tcrcatat di bank, (2) nasabah penyimpan merupakan pihak
vang diuntungkan secara tidak wajar, dan (3) nasabah penyimpan
merupakan pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat. Penjelasan
poin kedua tersebut, dalam peraturan LPS dijelaskan babwa vyang
dimaksud tidak wajar adalah apabila rnasabah mendapatkan tingkat suku
bunga simpanan di atas sukm bunga penjaminan. Diperlukan suku bunga
penjaminan atay suky bunga wajar bagi penjaminan agar layak kiaim tidak
lain untuk memberikan kepastian dan perlakuan yang adil dan terbuka
kepada nasabah simpanan, 2

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara tidak langsung dapat
diartikan bahwa semua penyimpan tetap dijamin. Namun, dalam praktek
penjaminan menjadi tanggumh jawab LPS hanya sebesar Rp 100 juta dan
scichbihnya ditanggung olch bank yang bersangkutan dengan pembayaran
memmnggu perolehan hasil dar penjualan aset.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 pada Pasal 4 haruf
a. menyebutkan bahwa LPS memiliki fungsi sebagai lembaga vang

menjamin simpanan nasabah penyimpan. LPS menjamin dana nasabah

% Krigna Wijaya, Op. Cit, him, 41
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penyimpan yang telah tersimpan pada bank yang izin usaba bank tersebut
dicabut. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang lemah di saat bank
yang dijadikan tempatl penyimpan dana nasabah penyimpan dicabut izin
usahanya oleh pemerintah, maka LPS menjamin pengembalian dana yang
telah tersimpan dalam bank tersebut. Menjamin simpanan nasabah bank
merupakan kewajiban LPS scbagai penjanun simpanan nasabah, tetapi
yang dilakukan 1.PS bersifat terbatas, karcna untuk mengembalikan dana
nasabah disesuaikan dengan jumlah simpanan vang telah dijamin oleh
bank. LI’S akan membavar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai
jumlah tertentu. Simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalut
proscs likwidasi bank. Penjaminan dalam bentuk yang sama dengan
simpanan yang menggunakan prinsip syariah.

Pada Peraturan Lembaga PPenjamin Simpanan No. VPLPS/2006
tentang Program Penjaminan Simpanan, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan
Pasal 26 menyebutkan bahwa simpanan yang dijamin oleh Lembaga
Penjamin Simpanan adalah:

Pada Pasal 23 vang menyebutkan:

a. Simpanan yang dijamuin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito,
tabungan, dan/atay bentuk lain vang dipersamakan dengan itu.

b. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah vang dijamin
meliputi:
1Y Giro berdasarkan prinsip wadiah tabungan berdasarkan prinsip

wadiah
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3)

4)

110

Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthiagah atau prinsip
mudharabah mugayvadah vang resikonya ditanggung oleh bank.
Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlagah atau prinsip
mudharabah mugayyadah yang resikonya ditangpung oleh bank
dan/atau

Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh

L.PS sctclah mendapat pertimbangan [.PP.

Simpanan yang dijamin merapakan simpanan yang berasal dari

masyarakat, termasuk yang berasal dan bank lain

Pada pasal 24 vang menvebutkan .

o)

Nilai simpanan yang dijamiin LPS mencakup saldo pada tanggal

pencabutan izin usaha bank.

Saldo tersebut berupa:

1)

2)

Pokok ditambah bagi hasil yvang telah menjadi hak nasabah, untuk
simpanan yang memihiki komponen bagi hasil yang timbul dan
transaksi dengan pringip syariah

Pokok ditambah bungan yang telab menjadihak nasabah, untuk
simpanan yang memiliki komponen bungan.

Nilai sekarang pertanggal pencabutan izin usaha dengan

simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Pada pasal 25 yang menycbuikan

Saldo yang dijamin untuk setiap npasabah pada satu bank adalah hasil

penjumiahan saldo scluruh vckening simpanan nasabah pada bank
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tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint
aceounty,

Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tangpai
peneabutan izizn usaha bank,

Untuk rekening gabungan (oinl account), saldo rekening yang
diperhitungkan bagi satu nasabah adalabh salde rekenming gabungan
terscbut yang dibagi sccara rata dengan jumlah pemilik rekening,
Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis
diperuntulikan bagi kepentingan pihakl lain (heneficiary), maka saldo
rekening tersebut diperhitungkan sebagai salde rekening pibak lain

(heneficiary) yang bersangkulan,

Sebagai penjamin dana nasabah penyimpan bank, LPS memiliki

kesamaan dengan penanggungan {(horgtochl) yang dikenal dalam hukum

perdata. D1 samping itu LPS juga memiliki kesamaan dengan dengan

asuransi. Pasal 1820 KUHPerdata merumuskan penanggungan schagas

suatu persefujuan dengan mana seorang pihak ketiga, ;una kepentingan si

berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang,

manakala orang mi sendint tidak memenubinya. Perjanjian penanggungan

bersifat accessoit. Keberadaan perjanjian penanggunan tergantung pada

adanya perjanjian lam. Dilibat dari sudut ini maka dapat dikatakan babwa

LPS adalah penanggungan (borgtoct), bedanva adalah keberadaan LPS

tidak berdasarkan adanya perikatan lain,

130

B 1bid, him. 44
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LPS dapat pula dipersamakan dengan asuransi. Pasal 246
KUHDagang menetapkan perianggungan adalah perjanjian dengan mana
penanggung mengikatkan dirs kepada Icrlanggung  dengan  menerima
premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan vang diharapkan, yang mungkin
didenitanva akibat dari suatu kejadian. Selanjutnva Pasal 1 angka 1 UU
No. 2 Tabun 1992 (cniang Ugaha Perasuransian mengmuskan asuransi alau
pertanggungan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan
mana pihak penanggung mengikatkan din kepada tertanggung, dengan
menernma premi, untuk memberikan penggantan kepada terfanggung
karcna kerugian, kerusakan alau kchilangan keuniungan yang dibarapkan
atau tanggung jawan hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan
diderita tertanggung, vang timbul dan suatu penstiwa yang tidak past,
atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal
atau bidupnva scscorang vang diperianggungkan.

Berdasarkan rumusan tenfang asuransi di atas dapat disimpulkan
hahbwa 1.PS mirip dengan perusahaan asuransi. Namun scdikiinya terdapat
empat perbedaan antara LPS dengan asuwransi.

a, Kebangkmtan bank bukan suatn kejadian vang berdini sendiri
sedangkan yang dijamin dalam asuransi adalah suatu penstiwa
terieniu,

b.  Asuransi wnum ditujukan untuk melindungi ristko akibat act of God

alau tindakan pibak Jain yang tidak dapat dikenirol olch pibak
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tertanggung. Sedangkan kebangloutan bank sering kali disebabkan
perbuatan dirt sendint, yaitu kesalahan manajemen.

¢. Tujuan utama LPS tidak saja menjamin simpanan nasabah penyimpan,
akan tetapi juga menjamin kelangsungan usaha individual bank.

d. LPS didukung penuh oleh pemenntah. Sedangkan dukungan
pemerintah pada perusahaan asuransi tidak lumrah dilakukan !

Dimensi lain dari peran penting pemjamin simpanan seperti
asuranst simpanan didasarkan pada beberapa pertimbangan:

a. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sekdor
finansial yang stabil sangat penling dan inti kestabitan sckior finansial
adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor
pcrbankan ilu dapat dilihat dalam aspek sisiom pembayaran yang
memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank
melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan uatuk
seterusnya  disalurkan kepada wasvarakat.  Sebaliknva, dana
masyarakal yang disimpan di bank sangal meneniukan cksistensi dan
keuntungan suatu bank.

b, intuk mencegah teriadinya etosi kepercayaan masyarakat terhadap
bapk vang dapat mengakibatkan tegadinva rush vang sudah tenty
dapai mcmbahayakan bank sccara individual dan sistem perbankan

secara keseluruhan.
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Dikutip dari makalah seminar Zulkamain Sitompul, Pendirian Lembaga Penjamin
Simpanan (LP8): Pongaiaman Krisis, hlm. 7

'* M. Dahtan Sutalaksana, “The Imporiance of A Deposii Protection Scheme”, ASCAN
Confersnee on Deposit Protection Sysiem, (Degember 1003), dikutip dari makalah seminar
Zulkarnain Sitompul, Op Cit, him. 2
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Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan
komputer telah mengakibatkan teriadinva glohal market pada sektor
keuangan, Dalam glohal market dana bebas bergerak dari satu negara
ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem
perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negen
(capital flight) vang dapat mengakibatkan hilangnya atau
berkuyrangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Tujuan dibentuknya penjaminan simpanan, secara luas sebenarnya

diarahkan pada pemeliharaan stabilitas perekonomian sebagaimana

dinvatakan oleli Senator Robert L. Owen pada US Iouse Commiittee on

Banking and Commerce (1932) schagai beriku;

To provide the people of the United States with an absolutely safe
place and a convenient place (o pul their saviag and their deposils
is essentials to the stability of banking, bank deposits and loans,
the checks which function as money, and business conditions in
every line. It is essential to the stuability, therefore, of
mamifacturing and distributing goods in this country through the
merchants and jobbers and wholesalers. 1t is essential o the
maintenance  of the commodity prices in this  country,
including....those things which are produced by farmers, miners,
Joresters. 11 is essential lo the stability of the income of the
Nations.... It is a far greater matier then the very important end of
protecting the individual depositor or the bank from loss'.

Dengan mendirikan lembaga penjamin simpanan vang telah di

ungkapkan diatas diharapkan dapat mencapai tujuan sekaligus vaitu:

a.

membantu bank bermasalah.

b. mendorong keanggotaan bank pada Federal Reserve System.
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Gail Otsuka Ayabe, "Caomment The ‘Brokered [eposit’ Regulation: Arespanse the

FDiC'S wnd FIFALBE'S Rffores To Limit Deposit fnswrance.”, Dikublp dari Zulkamnain
Sutompul Perlindungan Dana Nasabah Suate Gagasan Tertang Pendirian LPS di Indonesia, hlm,
aAaa

Asa
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¢. meningkatkan kualias perbankan.
d. mencegah kebangkmtan dan bank rush.

¢, mempercepal memulihkan perckonomian,

ety

mengembalikan kepercayaan pada sistem perbankan.

mehndungi nasabah kecil,

¢

Simpanan dana masvarakat vang dihimpun olgh bank merupakan
sualu sarana bagi bank untuk mclaksanakan tugasnya alau program scsuai
raang lingkup kegiatan usaha bank iu sendiri. Pengelolaan dana
masydarakat dilakukan dengan suatu kepercayaan penub pada suatu bank
sehingga pengelolaan tersebut harus dapat memuvaskan harapan
masyarakal. Apabila pengelolaan simpanan lu lidak aman  maka
masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada bank. TIlilangnya
kepercayaan itu akan menyebabkan masyarakat kapok menyimpan
dananva lagi di bank. Keadaan demikian akan berakibat lebih lanjut lagi
pada kelangsungan kegiatan usaha, karcna dana ilu dapat kita lhat
bagaimana kegiatan usahba bank erat hubunganaya dengan penpamaan
simpanan dana masyarakat.

Pengamanail simpanan dana merupakan jaminan  atas
kesinambungan kepercayaan masyarakal kepada bank untuk menyimpan
dana pada perbankan. ITilangnya kepercayaan masyarakat kepada bank
untuk menyimpan dana, hal itu merupakan pertanda akan melemabnya
sumber pembiavaan yang dibutubkan untuk pembangunan perekonomian.

Dengan dilakukan penyimpanan dana, masyarakat menguasakan

hak wmilik atas dananya kepada bank., Anggota masyarakal vang



menyerabkan dananya untuk disimpan bank dengan tujuan agar dana
tersebut vang kelak dipinjamkan kepada anggota masyarakat lain
{pengusaha), akan mcemberikan nilai tambah Ichih dalam jangka wakiu
tertentu yaitu dalam bentuk bunga.

Tidak semua bentuk simpanan ity memperoleh imbalan bunga
untuk jangka waktu (crienty, misalnya pada bentuk givo, ™ dalam
simpanan yang berbentuk 2iro, simpanan itu tidak ada unsur jangka waltu
terientu dan jumiah simpanan dapat berkurang atau bertambah scwakiu-
waktu, untuk giro yang jumlah saldonva di bawah batas saldo minimum
vang telah ditentukan oleh bank, dikenakan biaya administrasi. Masih ada
lagi suaty sifat khusus yang dapat ditemukan pada bentuk simpanan givo.
Simpanan giro dibuka melalni perjanjian rekening giro yang bersifat
pemberian kuasa kepada bank oleh seorang nasabah untuk melaksanakan
amanat darl nasabah. Pada prinsipnya simpanan masyarakat kepada bank
bukan karena paksaan melainkan karena kehendak vang bebas atan
kesepakatan kedua belah pihak, sebaliknya bank menerima tugas untuk
menyimpan vang ity berdasarkan persetujuan atau kesepakatan.

Bentuk perjanjian antara nasabah dengan bank tidak termasuk
dalam bentuk perjanjian yang disebut dalam KUlIPerdata. Perjanjian ini
mengandung upsul Menylmpan, unsur menitip, unsur membeni kuasa atau
kepercayaan (fiduciary relationshipy dan unsur meminjam yang memberi
cirt khas tersendiri.

D1 samping hal-hal tersebut di  atas, masyarakat juga
mempermasalahkan porlindungan atau jaminan hukum bagi para nasabah

penyimpan dana dalam hal bank yang bermasalah itu nantinya terpaksa



dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Timbulnya masalah perlindungan
atau jaminan hukum bagi para nasabah penyimpan dana lcrutama
berkaitan dengan kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi antara
nasabah penyimpan dan nasabah dcbitor bank yang menggunakan dana
masyarakat it, dan juga disebabkan oleh karena bank bekerja dengan dana
yang sebagian besar berasal dari para nasabah penyimpan dana. Mengingat
peranan vang begitu utama dari dana simpanan masyarakat pada bank,
sehingya dengan simpanan fidaklah mungkin  masyarakat  untuk
mempertanyakan atau mempermasalahkan seberapa besar jaminan yang
diberikan oleh ketentuan hukum yang berlaku bagi nasabah penyimpan
dana.

Jaminan hukum yang dibernikan oleh bank terhadap nasabah
penyimpan dana dapat dilihat dari aspck kewajiban-kcwajiban  dan
larangan-larangan, serta hak-hak yang ditetapkan oleh hukum bagi bank
terhadap para nasabah, serta sanksi-sanksi hukum vang dapat dijatubkan
kepada bank yang tidak mematuhi kewajiban-kewajiban dan melanggar
larangan-tarangan itu, karcna kctidakpatuhan dan pelanggaran yang

- a . . - 134
mentmbulkan kerugian bagi para nasabah penyimpan dana.

Kewenangan Lembaga Penjamin  Simpanan  dalam  Melakukan
Likuidasi Bank

Kepercayaan masyarakat terhadap industni  perbankan harus
diperkuat, untuk ity perla diberikan jaminan atas dana yang disimpannya.

Keberadaan suatu sistem penjaminan simpanan yang diatur secara tegas
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dan disusun secara lengkap dapat meningkatkan simpanan yang diatur
secara tegas dan disusun secara lengkap dapat meningkatkan kepercayaan
dan pada akhimya memperkuat sistem perbankan. Untuk meningkatkan
kepercayaan tersebutf, banyak negara memberikan perlindungan kepada
nasabah dengan menerapkan suatu sistem penjaminan simpanan (deposit
protection system) dalam bentuk sistem penjaminan yang ditentukan
sccara cksplisit yaitu sisicm yang menycediakan pembayaran kepada
nasabah penyimpan apabila bank mengalami tnsclvensi atan dicabut ijin
usabanya. Tujuan sistem il adalah untuk mepjamin stabilitas sistem
perbankan dan memberikan perlindungan vang cukup bagi nasabah

penyimpan, '

Namun penjaminan  yang  ditcrapkan  harus  dapat
menghindart terjadinya moral hazard dan tidak membebani angparan
negdra.

Sistem penjanunan ini secara garis besar dibagt kedalam tiga
kclompok;
a. sistem yang disediakan pemerintah;
b. sistem yang disediakan perbankan (swasta); dan
c. sistem kombinasi antara pemerintah dan perbankan.'*®
Pencrapan skim penjaminan simpanan ini biasanya diatur dengan undang-
undang. Lazimnya dalam undang-undang it terdapat ketentnan yang
mengatyr batasan cakupan penjaminan, jenis transaksi yang dijamin,

metode perhitungan premi, pengaturan pendanaan dan lainnya.

Y Marulak Pardede,“Perspelaif Perlindungan Hukwm Sirmpanan Dana Nasabah pada

Bank”, Junal Hpkum Bisms 2000 Volume 2-No.3, him, 57-38
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Keadaan yang berlarut-larut ketika proses likuidasi sebuah bank
diakibatkan karena kurangnya prosedur dan kewenangan vang dimiliki
oich pengawas bank schingga mengakibatkan penyelesaian bank yang
dicabut izinnya menjadi begitu rumit. Proses likwidasi yang lama dan
berlarut-larut jelas merugikan kepentingan nasabah karena nasebah tidak
mendapatkan kepastian mengenai nasib simpanannya karena harus

menunggu penjuatan asct bank yang dilikuidasi. Dalam masa penungguan

.. . et : 137
ini nasib nasabah sangat tidak menentu dan usaha mereka bisa macet.

Amerta Marsdjono menyatakan:

Lazmnya suata lembaga penjanun simpanan yang disebut di
negara-nepara lain, LPS juga diharapkan dapat menjalankan
fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank
secara terbatas sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas
sektor perbankan. Pada saat bersamaan, LPS juga diharapkan dapat
menangani permasalahan yang dialami oleh bank pescrta program
penjaminan. Fungsi ini idealnya dilengkapi kewenangan untuk
menangani penutupan bank bermasalali sehingpga pelaksanaan
likuidasi. Semangat dari kelajiman fungsi ini adalah karena sebagai
lembaga vyang menjamin simpanan nasabah, LPS memiliki
exposurc risiko icrbesar apabila bank pescrta ditutup. Bagaimana
tidak, lembaga penjamin simpanan yang akan membeyar selurvh
simpanan nasabah bank yang dijamin secara terbatas. Dengan
demikian,  suatu  lembaga  penjamin simpanan akan
mempertaruhkan posisi dana penjaminannya bialamana terjadi
penutupan bank. Oleh karena dana penjaminan LPS nantinya
adalah dana milik masyarakat melalui pemungutan premi
penjaminan dari bank peserta, dana penjaminan tersebut harus
dilindungi. Bagaimana caranya? Dengan mclengkapt wewenang
LPS untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan penutupan dan
likuidasi aset bank.'™

Untuk itulah prosedur untuk mengenai Hkuidasi bank memertukan

L% Poter Cartwright, Deposit Guarantesy ard the Tndividueal Brak Customers, dikulip dari

Zulkamain Sitompul, Op. Cif, hlm. 122

38 7pid, him. 126

Y1 Kwik Kian Gie, 1998, Gonjang-Ganjing Ikonowi Indonesia Badai Belum Akan
Segeru Berlalu, Gramodia Pustaka Yama, Jakarla, him. 252

P Amerta Mardjono. .. ., foc.cit.
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sebuab prosedur khwsus yang inana baik kebijakan maupun
lembaga yang menanganinya diatwr khusus untuk menangani proses
likuidasi bank. Hal ini penting mengingat mutai dari pencabutan ivin usaha
bank hingga pemberesan ketika bank tersebut dilikuidasi yang dilakukan
dengan cepat dapat membantu menjaga nilal aset bank untuk kepentingan
kreditur dan sekaligus dapat menjaga kredibilitas regulator sehingga pada
gilirannya mengurangi resiko terjadinya sysiemic risk.

Terdapat kaitan yang erat antara pencabutan izin usaha dan proses
bikuidasi yang cepat dengan kepercayasn masyarakat terbadap sistem
perbankan. Pencabutan izin usaha dau proses likuidasi yang cepat
mcrupakan bukti ketegasan regulator schingga meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem perbankan keseluruhan, karena bagaimanapun
pembayaran dana nasabah dengan cepat unfuk mencegah teriadinya
rush.t’

Perangkat hukum perlindungan terhadap nasabah yang berlaku
pada waktn sebelum krisis telah menimbulkan ketidakadilan dan
ketidakpastian tethadap wnasabah, karena pengembalian dana yang
disimpan nasabah belum tentu dapat dilakukan apabila svatu bank
ditikuidasi. Padahal pada prinsipnya bank hidup dari dana yang disimpan
nasabah kepadanya. Sedangkan maksud dari hukum adalah menciptakan
kemudahan, keamanan, kebahagiaan dan keadaan yang lebih baik, vang

untuk itu tentunya harus mengandung unsur kepastian, keadilan dan

139

Zulkamain Sitompu, Problematibka. . Op. Cir, ilm 143
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afisiensi. Disamping itu, hukum juga harus disesuaikan dengan
perkembangan masyarakat.'*’

Dengan keterlibatan akil 1.PS, maka mulai dari upstream hingga
downstream Kepiatan penjaminan simpanan nasabah bank dapat terjaga
kesinambungannya dengan baik, dimana kewenangan LIPS dimulai dengan
pengambilalihan wewenang pemegang saham, termasuk untuk RUPS
scbagai pemegang kedudukan tertinggi dalam suatu PT, memberikan
talangan pembayaran gaji dan pesangon pegawai bank, memutuskan
pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi sampa) dengan
meminta pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi dan tim likuidasi
serta membubarkan tim lkuidasi,'*!

Di Benua Asia, negara-negara yang telah memiliki lembagz
penjamin simpanan yang cukup matang, antara lain, adalah Filipina (sejak
taln 1963), Korea (sejak tahun 1996), Taiwan (sejak tahun 1985), dan
Icpang (scjak tahun 1971). Adapun dincgara-ncgara maju, lecmbaga
penjamin simpanan telah dikenal lama si Amerika Serikat (sejak talnn
1933) dan Kanada {sejak tahun 1966). Berkaca pada pembentukan
lembaga penjamin simpanan di beberapa negara lain sebagaimana tersebut
di atas, (crdapat benang merah di mana scbagian besar fungsi lembaga
penjamin simpanan dilakokan oleh snatm badan hukum publik yang
independen, yang pada awalnya pendiniannya didukung pembidyaannya

oleh pemerintah dan bank sentral, namun kemudian lembaga tersebut

" pawrence M. Friedman, 1984, American law an Intoduction, W.W. Norton and

Company, New York, 1, him.2

"' Rizal Ramadhani,... .....Op. Cif, him. 2



membiayai operasinya sendiri melalui pemungutan premi penjaminan dan
kontribusi dari bank peserta."*

Di samping ity bank sendiri merupakan badan usaha yang memiliki
karakteristik khusus dibandingkan badan usaha pada umumnya. Oleh
karena itu proses likuidasi bapk tidak dapat disamakan dengan prosedur
vang berlaku pada badan usaha selain bank. Dengan demikian, ketentuan
Undang-Undang Nomor 24 Tghun 2004 ini mcrupakan lex Specialis
terthadap ketentman vyang bersifat umum. Tlal tersebut dimaksudkan
pencabutan izin usahd, pembubaran badan hukum dan likuidas) bank.

Keldhsusan usah bank tercemmin dari karvaktenstik usahanya vang
tidak saja didasarkan atas kerjasama antara nasabah depgan bank yang
didasarkan atas perjanjian berlandaskan asas umum  yaitu porjanjian
pinjam-meminjam, akan tetapi juga dipengaruhi oleh asas-asas khusus
vaitu kepercayaan (fiduciary relation), kerahasiaan (confidentional
relation), dan kehati-hatian (prudential relation) ™ Prinsip kepercayaan
(fiducigry relation) diartikan bahwa nasabah mempercayakan kepada bank
bahwa bank memiliki kemampuan untuk menyediakan dana yang
distimpannya pada saat dibutubkan atau jatuh tempo, scdangkan prinsip
kerahasiaan (confidentional relation) dimaksudkan bahwa nasabah
penyimpan telah mempercayal bahwa dengan disimpannya dana pada
bank yang bersangkutan, tidak akan dikctabui olch siapapun karcna bank

akan menjaga kerahasiaan dari simpanan nasabah. Pasal 1 Angka 28 jo

2 Amerta Mardjono. ..., foc.cit.

"5 Sutan Remi Sjahdeni, 1993, Kebebasan Berkontrak dan perlindngan Yang Scimbang
Bayi Puara Pihak Dalam Perjanjion Kredit Bank Ji Indonesia, Scii Hukun Porbankan, Institut
Bankir indonesia, Jakarta, hlm. 133



Pasal 40 Undang-Undang Perbankan menerangkan bahwa bank wajib
nerahasiakan  segala  scsuatu  yang  berhubungan  dengan  nasabah
penyimpan dana. Selain hubungan kerahasiaan, hubungan bank dengan
nasabah penyimpan dana juga diliputi hubungan kchati-hatian (prudential
relation) seperti ditegaskan dalam Passl 2 Undang-tindang Perbankan
bahwa Perbankan Indionesia dalam melakukan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan pninsip kehati-hatian,

Mengingat pula bahwa likuidasi bank menyangkut hak-hak
keperdataan dan kewenangan publik, maka pengaturan mengenai likuidasi
bank periv diatur dalam bentuk undang-undang bukan aturan hukum
dibawahnya, sehingga dapat memperkokoh landasan hukum sekaligus
menjamin proses likuidas: bank agar efeltif dan efisien. Selain it pula
pelaksanaan lkuidasi bank sangat terkait erat dengan kepentingan
masyarakat luas schingga undang-undang yang dibuat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Presiden akan membert kekuatan
legitimasi vang kuat. 4

Pendirian lembaga penjamin simpanan di banyak negara umumnya
didasarkan pada perangkat hukum vang setara dengan undang-tundang
untuk menjaga akuntabilitas fungsi dan kewcnangan yang mercka laukan
sebagai badan hukum publik yang independen.'®’ Ketika efektif dan

efisien proses likuidasi bank dapat terlihat dari pengalaman likuidasi 16

bank pada tahun 1997. Proses itkuidasi terhadap 16 bank tersebut telah

"+ pilkuidasi dan Kepailitan Lembaga Perbankan, Buletin Hukum Perbankan dan

Kcebanksentzal, Volume 2, Nomor 2 (shun 2004, terdapat dalam: htip//www bl go.ad, diakses pada
14 September 2007, 15:35
3 Amerta Mardjono,......... loc.cit,



menimbulkan banyak persoalan hulum antara lain di bidang proses
likuidasi yang menyangkut berbagai pihak, baik otoritas perbankan,
pemcrintah, pemilik bank, investor pasar modal, kreditur, debitur yang
memiliki itikad baik dan lain-lain. Dalam peneclusuran secara sepintas
tampak hal tersebut terjadi antara lain karena tidak lengkapnya peraturan
perundang-undangan yang melandasi dan merupakan dasar hukum dalam
prakick likuidasi scria tindak lanjut, belum lagi benturab antara berbagai
kepentingan. Misalnya: jaminan hukum Tim Likuidasi, dasar hukum
ketentuan hikuidasi dalam bentuk peraturan pemerintah yang dimlai lemah,
proses likuidasi yang berorientasi pada kepentingan nasabah penyimpan
dana, pemilik bank dan karyawan bank.

Ketentuan likuidasi sebelum adanya UL LPS menetapkan bahwa
setelah Bl mencabut izin usaha bank, maka Bl memmta pemegang saham
untuk mengadakan RUPS guna membentuk Tim Likuidasi dan
membubarkan badan hukum bank, Dalam hal pemegang saham menolak
atau RUPS tidak dapat dilaksanakan, maka BI akan meminta pengadilan

untuk menggantikan tugasnyva RUPS tersebut,'™

Kewenangan likuidast
jika dilakukan oleb BI akan semakin menambah beban dan tanggung
jawab BI scbagai lembaga oloritas moneter di Indonesia, karcna harug
mengawasi mulai dari pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan
hukum bank dan kinerja Tim Likuidasi, Hal ini akan menyulitkan dalam
memisahkan tanggung jawab dan kepentingan lainnya, termasuk dar

penjaminan simpanan, apakah akan dipisahkan atan tidak.



Dengan proses ini, maka proses pembentukan Tim Likuidasi
membutuhkan waktu panjang, persoalan akan menjadi semakin rumit
manakala pengadilan juga menolak untek membentuk Tim  Likuidasi
setelah Bl mencabut izin usaha bank. Ketentuan ini mencampurkan
kebijakan publik vang memang dimiliki Bl untuk mencabut izin usaha dan
melakukan proses perdata dengan memerintahkan RUPS membentuk Tim
Likuyidasi, Hal ini (cniu saja memperpanjang wakie yang dibutyhkan
dalam menyelasaikan bank bermiasalah.'*’ Tlendaknya kewenangan ini
dimiliki lembaga penjamun yang memiliki kewenangan tegas dan jelas
sehingga proses penyelasaian bank bermasalah dapat dilakukan dengan
cepal. Hal ini krysial untuk menjamin agar dana yang dikelola oich
iembaga penjamin untuk menjamin dana nasabah tidak terancam. Sepera
setelah Bl menyatakan bahwa suatu bank tidak dapat diselamatkan, maka
LPS segera bertindak layaknya kurator bank tersebut.

Tujuan diberikan kewenangan 1.PS dalam melikuidasi bank juga
karena terkait erat dengan fungsi sebagal penjaminan dana simpanan
nasabah. Kewenangan yang tidak dipisabkan imi dilakukan agar tetap
terjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang sangat
diperiukan menuju siabilitas sistem perbankan, sclain itu pula untuk

menghindari hambatan-hambatan yang pernah dialami BL."*®

Y& Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 1999 Tentang pencabutan Izin

Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.

47 | ihat kasus likuidasi Bank dagang Bali (BDB) dimana Pengaditan Tata Usaha Negara

mengabulkan gugatan pemegang saham Bank Dagang Bah (BOB) dan menangguhkan proses
fikuidasi. Agus Samoso, Kewenangan Bank Indonesia Dalam Likuidasi Dan Kepailitan Baak
Terkait Dengan RUU LPS Scrta RUU Kepailitan Dan PKPU, dalam Seminar Nasional Kepaititan
Dan Likuidasi Bank, TTT Universitas Surabaya, Surabaya 4 Qktober 2004, him.5

" Rizal Ramadhani, Likuidasi . . .,Gp. Cit, him, 1
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Sebagai perbandingan lembaga penjamin simpanan di Amerika
Serikat, yaita Federal Deposit insurance Corporation (FDIC) memiliki
kewenangna  schagal  konservaior  dan kurator  (receiver).  Dalam
melaksanakan fungsinya untuk melindungi nasabah penyimpan, apabila
FDIC ditunjuk sebagai kurator atau konservator, maka FDIC dapat
melakukan dengan tiga cara. Pertama, IDIC dapat menutup dan
mclikuidasi bank 1crscbut dan membayar nasabah penyimpan sampai
maksimal USD 100.000. Kedua, FDIC dapat membantu penggabungan
bank ke dalam bank lain dalam suatu purchase and assumpation. Ketiga,
apabila kelanjutan keberadaan bank sangat penting bagi masyarakat, I'DIC
dapat momberikan bantuan agar bank icerscbut dapail icrus hidup,
mengambi! alih pengembalian dan perorpanisasi bank. ITal ini disebut
dengan metode direct payout. Pada umumnya FDIC lebih menyukai
metode purchase and assumption dibandingkan dengan hikmidasi atau
direct payoul,

Sebagian kurator (receiver) dalam likuidasi bank, FDIC atas nama
Bamk Insuranice Fund (BIY) atau Savings Association Insurance Fund
{SAII") akan melakukan pembayaran sesegera mungkin baik secara tunai
maupun dengan cara transfer, FDIC dalam waktu tiga bulan diwajibkan
menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah bank vang dilikuidasi
kealamat terhakir yang ada pada bank. Bila dalam masa 18 bulan sejak
IDIC ditunjuk sebagai kurator, nasabah tidak menggunakan haknya, maka

dana yang ada menjadi milik FDIC. ™

" 1hid, bim, 216
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Ketiadaan sistem penjaminan bagi nasabah penyimpan pada saat
bank dilikuidasi akan memperlemah kepercayaan masyarakat kepada
industri perbankan. Tidak adanya sister penjaminann nasabah penyimpan
menyebabkan bank sentraldalam hal ini BI memberikan jaminan
terselubung atas kelangsungan hidup suatu baok yang menyebabkan bank-
bank melakukan kegiatan wusaha vyang beresiko tinggi. DBank akan
berasumsi bahwa pemerintah akan turun tangan apabila bank mengalany
kesulitan. Tanpa adanya sistem yang mehindungi nasabah pada saaf bank
ditutup akan pila membawa masalah besar yaitu terjadinya bank paric dan
mengakibatkan rus# sehingga berpotensi menyebabkan drastisnva jumlah
bank yang bangkru, dan biaya yang dikcluarkan pemcrintah
merekapitalisasi industri  perbankan akan lebih menarik perhatian
masyarakat dan memicu krisis.

Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban
bank sebagai akibat pencabutan 1zin usaha dan pembubaran badan hukum
bank terscbut.'™ Schingga fikuidasi dimulai ketika tclah dicabuinya izin
usaha dan dibubarkan nya badan hukum sebuah bank. Ketika suatu bank
gagral dinyatakan sudah tidak dapat disclamatkan lagi, maka LPS akan
merekomendasikan kepada BI agar bank gagal tersebut dicabut izin
usahanya. Kemudian barulah proses likuidasi bank yang dilakukan oleh
LPS dimylai, Kewenangan LIS dalam melakukan bikuidasm ini dapat
dibagi menjadi dua tahap, yaitu scbehm dilakukan likuidast dan kotika

likuidast dilaksanakan.

9 Lihat Pasal 1 angka 11 PLPS.2.2005
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a. Kewenangan LPS Sebelum Dilakukan Likuidasi Bank
1y Mcengambil alih dan Menguasai pengelolahan bank gagal

Langkah ini merupakan langkah yang dilakukan LPS pra
likuidasi, dimana Pasal 43 UU LPS menycbulkan bahwa 1.PS
dalam melikuidasi bank gapal vyang dicabut izin usahanya
melakukan tindakan untuk mengambil alih dan menjalankan segala
hak dan wewenang pemegang sabam, termasuk hak dan wewenang
RUPS; kemudian LPS juga akan membayar talangan atas gaji dan
pesangon pegawai sesual dengan ketentuan perundang-undangan
vang berlaku; LPS juga melakukan tindakan yang diperlukan
dalam rangka pengamanan aset bank.

Tindakan LPS yang berwenang untuk mengambil alih dan
menjalankan scgala hak dan wewenang pemegang saham termasuk
hak dan wewenang RUPS dalam rangka likuidasi bank merupakan
sebuah kewenanga baru dalam proses likuidasi bank. Kewenangan
mi sebuah langkah maju dalam proses likuidasi bank mengingat
kewenangan ini akan mengelisienkan wakiu dalam mclakukan
penanganan bank yang dilikuidasi, sehingga LPS dapat langsung
mengambil alih dan menguasal bank yang akan dilikuidasi
sehingga proses likuidast tidak berlarut-larut. Keputusan LPS
terscbut akan menjadi kepulusan RUPS dan dimuat dalam risalah

RUPS yang dibuat dalam hentuk akta notaris. "'

51 pasal 5 ayat (2) PLPS.2.2005
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LPS juga akan memberikan talangan untuk pembayaran
gaji pegawat yang terutang dan talangan pesangon pegawai schesar
jumiah  minimum  pesangon yang sesuai  dengan ketentuan
peraturan yang berlaku untuk itu. Hal i penting unwek  diatur
secara tepas, karena bertujuan melindungi hak karyawan bank yang
dicabut izin usahanya, mengingat ketidak tenangan ekskaryawan
bank dalam bkuidast vang haknya belum terbayarkan akan
mengganggu proses likuidasi, Tanpa aturan yang tegas mustahil
ada solusi kerana pemutusan bisa dipersalahkan telah melakukan
pembayaran di luar kewenaongamnya. Hal i telah seringkali
dialami dalam proses likuidasi Bank Dagang dan Bank Asiatic.}

Kasus Bank Dagang Bali 11 sejak awal sudah memiliki
banyak masalah, bahkan scjak awal ahuni998 bank ini sudah
seringkali bertindak tidak benar. Bank ini pernah membuat laporan
fiktit kepada Bl mengenai perolehan laba dan jtmﬂah nasabah.
Upaya mi dilakukan agar bank terhindar dari pembayaran pajak
bunga. Pclanggaran lainnya adatah pclanggaran Batas Makstimum
Kredit (BMPK). Likuidasi Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic ini
menurut Bl adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang
perlu dilakukan tindakan terhadap bank vang mengalani kesulitan
scsuai dengan kefenluan peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku agar bank yang mengalami kesulitan tersebut tidak

., 3
15 Agus Sanicso, Kewerangah........., Op. Cithlm 6
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mengganggn dan/atau membahayakan sistem perbankan secara
keseluruhan.!”

Sclain e 1.PS juaga akan mclakukan tindakan vyang
diperfukan dalam rangka pengamanan, penguasaan dan
pengelolahan aset maupun kewajiban bank yang dapat berupa
menjual ataupun mengalibkan aset bank dalam likuidasi tanpa
persctujuan debitur maupun kewajiban bank tanpa persclujuan
kreditur.

Membubarkan Badan Hukum Bank

Pembubaran badan hukam bank sebagaimana harus
didaftarkan dalam daftar perusahan dan di panitera pengadilan
negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan
scria diumumkan dalam Bertta Negara Republik Indonesta dalam 2
(dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan
diberitahukan kepada instansi yang berwenang,

Pengumuman pembubaran badan hukum bank dalam Berita
Negara Republik Indonesia memuat pernyataan bahwa seluru aset
bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan
pengurusan tm likuidasi'™,

Pembubaran badan hukum bank yang dicabui izizn
usahanya berada pada LPS, maka 1LPS memiliki kewenangan
uniuk menunjukan tim likaidasi untuk melakukan pemberesan

bank tersebut.

Adnan Sulcdi, Hukum Perbankarn........... ,Op. Cit. hlm. 141

Pasal 45 ayal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS
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Membentuk Tim Likuidasi

Keputusan LPS yang termuat dalam keputusan RUPS juga
akan memutuskan uniuk membentuk Tim Likuidasi, dimana Tim
Likuidasi merupakan tim yang bertugas melakukan hikuidast bank
yang dicabut izin usahanya.

Angyota Tim Likuidasi terdini atas paling banvak 9 orang
unfuk setiap bank dalam likwidasi, dan salah satu anggofa tim
ditelapkan menjadi keyua tim, Dengan terbentuknya Tim Likuidasi
maka seluruh tanggung jawab dan kepenguwrusan bank dalam
bkuidasi akan dilaksanakan oleh Tmm Likuidasi, sedangkan
pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank oleh Tim Likuidasi
ditakukan olgj L.PS.

Menetapkan status bank tersebut sebagat Bank Dalam Likuidasi
serta menon-aktifkan seluruh Direksi dan Komisaris Bank.

Walaupun pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim
Likuidasi, namun Direksi dan Komisans Bank dalam likuidast
terschut tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri schelum
likuidast bank selesal kecuali atas persetwjuan LPS. Para pemegang
saham, Direksi, Komisars, serta Pegawal dan mantan pegawai
bank datam Hkuidagsi ictap borkewajiban untuk  scliap saatl
membanta memberikan segala data dan informasi yang diperlukan

oleh Tim Likuidasi.



b. Kewenangan LPS Ketika Likuidasi Bank Dilaksanakan

Pasal 6 Peraturan LPS No. 2 'Fahun 20053 tentang likuidasi bank
menycbhutkan bahwa yang bertugas unwk melaksanakan pemberesan
aset dan kewajiban bank dalam likuidasi adalah Tim Likuidasi. Tim
Likuidasi mempunyai tugas pokok sebag berikut:
1)} Menyelesatkan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan

hukum bank;

2} Melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank; dan
3) Melakukan pertanggung jawaban pelaksanaan likuidasi bank.

Pelaksanaan proses liknidasi bank oleh Tun Likwidasi wajib
discicsaikan dalam jangka waktu paling lama 2 {ahun, terhifung scjak
tanggpal pembentukan Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang, oleh LPS
paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 tahun,
sehingga total masa kerja Tim Likuidasi adalah 4 tahun'> Hal ini
lebih gingkat dani ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin usaha, Pembubaran,
dan Likuidasi bank Pasal 12 ayat (1) vang menyebutkan babhwa proses
likuidasi dilakukan oleh Tim Likwdasi dalam jangka waktu paling
lama 5 tahun,

Pelaksanaan proses likuidasi oleh Tim Likuidasi tidak terlepas
dari pengawasan yang dilakukan oleh LPS. Pengawasan proses
likaidasi oleh LPSmerupakan wewenang penuh dari LPS, yang mana

pengawasan ini berupa:

135 1,ihat Pasal 48 UITLPS



1) Menenima dan menyetujui rencana kerja dan anggaran dalam
rangga pelaksanaan likuidasi bank serta menerima dan menyetujui
neraca sementara yang disusun olch Tim Likuidasi;

2) Mencrima iaporan porkembangan pelaksanaan tugas dari Tim
Likuidasi sctiap bulan, dimana paling Tambat tanggal 10 nulan
berikutnya;

3) Mcmberhentikan anggota Tim Likuwidast,

4) Menerika dan menyetujui neraca akhir serta pertanggung jawaban
Tim Likuidasi;

5) Membubarkan Tim Likuidasi dan menyatakan berakhirnya proses
likuidasi bank.

Setelah LPS menenima pertanggungiawaban Tim Likuidasi,
LPS meminta Tim Likuidasi untuk mengumumkan berhakirnya
likuidasi dengan menempatkan pengumuman tersebut dalam Berita
Negara Repubiik Indonesia dan mengumumkan melalui 2 surat kabar
harian yang mempunyal peredaran luas serta memberitahukan kepada
instansi yang berwenang agar hama badan hukum bank tersebut dicoret
dari daftar perusaban. Kemudian LIPS akan membubarkan 'im
Likuidasi.

Bila masih terdapat tagihan yang timbul setelah proses likuidasi
sclcsai dapat digjubkan tcrhadap sisa hasil likuidast yang menjadi hak
pemegang saham karena jika ada sisa hasil likuidasi maka sisa tersebut
diserahkan kepada pemegang saham {ama begitu pula sebaliknya, jika

masih terdapat kewajiban yang harus diselesaikan setelah proses
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itkuidasi selesai maka ini merupakan tanggung jawab pemegang
saham."™ Terlebih jika terbukti bila pemegang saham, Direksi atan
Komigaris turul seria menjadi penycbab kegagalan suatu bank maka
dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara perdata maupun
pidana sesuai dengan prinsip fiduciary duties dan dapat dimintak
pertangguing jawaban sampai harta pribadi sebagai ketentuan dalam
Pasal 1132 KUH Perdata."” Selanjutnya kiranya perlu disinggung pula
tentang ketentnan self liguidation atan likuidasi bank sebagai akibat
dari pencabutan izin nssha karena permintaan pemilik bank. Dalam
kaitannya dengan i, UU LIS memperkenankannya, namun LIS tidak
mempuyal kewajiban untuk membayar klaim penjaminan. Tentang
hat ini Pasal 61 Ul LPS mengatur sebagai berikut :

1} Likwidasi bank yang dicabul ian usabanya alas pormintaan
pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang
bersangkutan

2) Lembaga Penjamin Simpanan tidak membayar klaim penjaminan

iasabah.

38 yihat Pasal 57 Undanh-Undang Nomor 24 Fahun 2004 tentang LIS
Prasetya, 1996, Kedudukan Mandiri Perseroan lerbatas, Citra Aditva Bakti, Bandung,

187

him 209



BAB IHT
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA
PALAM PROSES LIKUIDASI OLEH LEMBAGA PENJAMIN

SIMPANAN

. Kondisi dan Permasalahan Bank 111

Y. Bank IFl merupakan Bank Umum devisa swasta nasional yang
mengkonsentrasikan diri pada bidang jasa pelayanan perbankan. Bank II'I
didirikan pada tahun 1955 scbagai 1.cmbaga Kcuangan Bukan Bank (1.KBR)
yang dikenal dengan nama Indonesia Finance and Invesment Company. Bank
1Kl dibentuk sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan Akte Notaris
Raden Kadiman SH, Nomor 61 Tanggal 12 April 1955 dengan adanya
Pengesahan Menteri Kchakiman Republik Indoncsia No. JA 5/58/4 dengan di
bertakukannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992. Pada mulanya
perusahaan ini berkembang menjadi Bank Umum Swasta Nasional devisa
vang solid dan terpercaya. Sejak berubah menjadi sebnab Bank Umum pada
bulan Fcbruari 1993 kemudian PT. 1FI berubah nama menjadi PT. Bank [FI
yang berbentuk Badan TTukum.

Pada tahun 1997 dunia bismis Perbankan Tndoncsia inengalami
kehancuran/ketepurnkan, hal mni disebabkan sejumlah bank mengalami kredit
macet. Hal ini dikarenakan Sebagian besar di antara para Bank telah
melanggar batas Mimimum Pembenan Kredit (BMPK). Namun terjadinya

krigis perbankan Bank TFT bertahan dengan Catatan Merger dengan bank Asta

J—
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(¥ 4]



pada tanggal 1 Marct 1998, Salah satu tujuanmya Bank IFT adalah untuk
menciptakan sinergi karena ditunjang oleh struktur permodalan yang lebih
kuat dan jarmngan cabang yang bertambah. Setelah proses “kawin” jumlah
cabang Bank IF1 bertambah banyak struktur pennodalmmya juga cukup kuat.
Dibentuknya program Rckapitalisasi Perbankan pada tahun 1998, PT
Bank TIF1 berhasit masuk ke dalam Bank Kategori A vyang tidak
Direkapitalisasi dan tidak dibawah pengawasan BPPN. Pada tanggal 28 Juni
1999 Bank II'l membuka cabang Syariah yang diberi nama Bank IFI Cabang
Syariah. Dengan dibukanya 1 (satu) cabang Syariah (crscbut, maka Bank 1FI
menjadi bank pertama yang beroperasi dengan “Dual System”. Bank TF] yang
dimiliki oleh Yayasan Kesegjahteraan Pegawai BTN, IPI. Pengelolah
Investama Mandiri dan Grup Ramako, serta Bambang Ralimadi sebagai
pemegang saham Bank 1FT yang sckaligus pemilik Bos waralaba McDonald’s.
Berdasarkan dengan adanya Surat Keputusan Bank Indonesia
No.10/66/DPB1/Rahasia, tertanggal 1 April 2008 mengenai Penegasan
Pemenuhan Persyaratan Modal Inti Minimum, BI telah menetapkan Bank IF]
masuk ke dalam kelompok bank dengan modal inti di atas Rp 80 Miliar,
Dengan ditetapkannya Bank IF1 ke dalam kelompok tersebut, maka
sccara fundamental Bank TIT (clah memenuhi ketentuan {entang permodalan
yang diatur dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Per Desember 2008,
Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank IFI sebesar 23,98% atau di atas
ketentuan minimal yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8%. Kemudian

Scpicmber 2009 Bank T maulai mengalami kerugian scbesar Rp 24,324



miliar, yang bersumber dari kredit yang bermasalah atau Non Performing
Loan (NPL) yang telah melampani ketentuan sebesar 24% sehingga Bank TF]
masuk dalam pengawasan Bl September 2008." 7

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernwr DBank Indonesia No.
TH/19/KEP.GRY/2009 tanggal 17 April 2009, Bank Indoncsia memutuskan
uptuk mencabut izin usaha PT Bank IFI. Pencabutan izin usaha dilakukan
sesual dengan mekanisme dan prosedur dalam Peraturan Bank Indonesia (PB1)
No. 6/9/PB1/2004 Tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan
dan Penctapan Status Bank schagaimana tclah diubah ierakhir kali dengan
PBI No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008.

Bank Indonesia (Bl) dengan resmi mengumumkan likuidasi Bank IF1
karena seretnya modal dan pembengkakan kredit macet. Alasan pencabutan
ijin usaha PT Bank IFl disebabkan bank yang 92% sahamnya dimiliki PV
Ramaco Media Promosindo (Bambang Racmadi) tidak bisa menambah modal
dan menjaga likwiditasnya. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh
Bambang Rahmadi untuk menambah maodal atau menarik investor bara guna
menyuntik darah segar ke tubuh Bank 1] ternyata tidak dapat diupayakan
sehingga harapan sulit terpenuhi. Pertengahan tahun 2008, keluarga William
Soeryadjaya berencana mengambil alih bank milik pengusaha McDonald’s
(Bambang Rahmadi). Edward Soeryadjaya putra sulung William Soervadjaya
yang kini mcnggantikan posisi William dalam mengelolah bisnis keluarga

Soeryadjaya yang nantinya sebagai pemilik Bank II'I dalam proses Akusisi

7 http/iwww. detik com



yang mereka tempuh. Akuisis bank IF1 yang dilakukan oleh keluarga
Soervadjaya sesuai dengan prosedur Bank Indonesia yang nantinya dalam
kepemilikan bank tersebut harus mengikuti tes kelayakan atau fit & propertes
yang dilakukan oleh DPIP Bl Masuknya keluarga Soeryadjaya ke bank IFI
timbul beberapa pertanyaan vang dulu sebagai pemilik Bank Summa hingga
pailit. Kasus Bank Sumima discbabkan kalah kliring akibat tidak sanggup
mencairtkan commercial paper, promes, dan surat utang lamnya yang dijamin
oleh bank Summa senilai Rp 70 miliar. Saat ini bank Summa juga memiliki
kredit macet dan ulang, masmg-masig scnilai Rp 1,2 tnhiun dan Rp 500
miliar. Pada akhirnya William mclunasi scmua kewajiban dengan cara
menjual kepemilikan sabam di PT Astra Internasional Tbhk. Tetapi dengan
adanya kcjadian  dimasa lalu mcrupakan buku bahwa keluarga Socryadjaya
pernah gagal mengelolah sebuah bank, sehingga Bl memblack list keluarga
Soeryadjaya dalam akuisis bank 1F1, hal ini disebabkan adanya permasalahan
kredit macet dalam menjalankan bank Summa hingga pailit.

Keberadaan Bank IF1 sebenarnya sudah tampak tidak sehat sejak
September 2008 baik di sisi Non Performing Loan (NPL) menjulang
dibilangan 24 persen belum termasuk aset produktif bermasalah yang
mencapal 40 persen. Tingginya NI’L tersebut terus menggerus modal Bank
1FL, hal i disebabkan sejumlah debitur kakap temyata menunggak dalam
pembayaran utang dibank, dan rasio permodalan Capital Adequacy Raltio

(CAR) mencapai di bawah & persen, hal ini yang merupakan sinyal kepada BI
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untuk bisa melakukan langkah antisipatif tcrhadap kelangsungan hidup Bank
TFT*,

Bank IFl ternyata tidak bisa memunfaatkan Fasilitas Pembayaran
Darurat (FPD). Sehingga Bank ITI dapat dikategorikan sebagai Bank yang
tidak berdampak sistiemik berari Bank 1F1 tidak masuk ke dalam Fasilitas
Pendanaan Darurat, sehingga langsung dipegang oleh LPS”. Tlal ini
dikarenakan bkuidasi Baok IF] tidak bersifat sistemik sehingga tidak bisa
menggunakan FPD. Sesuai ketentuan, I'PD hanya bisa digunakan oleh Bank
yang memiliki dampak sistemik, FPD memang dityjukan uniuk mcngatasi
permasalahan likuiditas bank pada situasi yang dapat membaha yakan sistem
kevangan. Untuk baok yang tidak berdampak sistemik sebenamya bisa
menggunkan [asilitas Pembiayaan Jaugka Pendek (I'PJP). I'PJP merupakan
fagilitas untuk mengatasi permasalahan likuiditas bank pada situasi normal,
dengan mensyaratkan CAR minimal 8%. Namun ternyata CAR bank TFI di
bawah 8%. Schingga FPD dan FPJP merupakan mnstrmen untuk mengatasi
permasalahan likuiditas bank sesuai dengan peran bank Indonesia sebagai
Lender OF The Tast Resort yang diatur olch Undang-Undang No. 3 Talum
2004 tentang Bank Indonesia pasal 8 ayat 3. Likuidasi PT Bank TFI bukan
masalah sistemik seperti halnya PT Bank Century'™,

Meskipun likadasi tersebut tidak berdampak pada systemik risk yang
memberikan efek domino yang bisa menyebabkan bank-bank lain akan ikut

mati, namun sejumlah kalangan menyayangkan hkuidasi bank tersebut yang

¥ Witp://www.inilah. com/berila/2000/04/18/99927/bank-ifi-korban-bi-ysang-lidak-fair/
1% http://zulfikareroup. blogspot. com/2009/04/bank-ifi-kesulitan-modal itml
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diperlakukan berbeda dengan bank Century (yang ascinya memang Iebih besar
14 triliun dari Bank TFT Rp 400 miliar). Proses penyelamatan Bank TFI
sebetulnya lebih berdampak positif dibandingkan dengan proses likuidasi,
karena hal itu membawa dampak pada arsitektur perbankan dengan lebih baik
lagi. Mungkin akan berbeda jika 1LPS melakukan skema blanket guurantee,
maka ada kemungkinan Bank IFI masih dapat diselamatkan.

Salah satu penyebab ambruknya bank im karena ia lebih memilib
bermain di korporasi (96.%) ketimbang di UMKM (2.3%). Akibatnya, ketika
banyak korporasi mengalami kesulitan, rasio kredit macet bank mclonjak
hingga 24% (Feb 09). Bank TFT memang tidak bermain di produk derivatif
atau sejenisnya. Akan tetapi efisiensi bank sangat buruk mengingat hampir
setiap bulan, bank ini mengalami rugi operasional yang terus meningkat. Rugi
ini discbabkan, bank memberikan bunga tinggi pada dananya tapi kreedit yang
diberikan justru bunganya lebih rendah.

Problem lain yang di hadapi oleh Baok 1F] adalah Likuiditas, baik
likuiditas endogen maupun eksogen, semuanya bermasalah. Aset likuid sangat
keeil, yaitu kas senilai Rp 700 juta, SB1 senilai Rp 3 miliar, dan Giro bank lain
Rp 896 juta. Dengan aset Rp. 554,185 miliar, alat likuid ideal adalah Rp 20
miliar. Kas paling tidak di atas Rp 5 mibiar. Likuiditas cksogen, vaitu
kemampuan memperoleh pinjaman, juga sulit karena potensi resiko yang
tinggi. Bank-bank kecil mengalami problem likuiditas sejak krisis ekonomi
global mulai dirasakan di indonesia pada Oktober 2008. Sejak saat itu

kepercayaan para nasabah bank-bank besar (erhadap bank-bank kecil menyrun



schinga timbulnya gerakan flight to quality dengan mengalihkan dana ke
bank-bank besar. Berbeda dengan krisis 1998, bank asing merupakan pilihan
bagi para nasabah terbadap simpanan. Sekarang bank asing banyak dihindan
dikarenakan adanya permasalahan mengenai jaminan nasabah yang tidak
dilindungi olch .embaga Penjamin Simpanan, Bolch dikatakan Bank IF! salah
satu korban dari krisis likwiditas yang sedang terjadi di perbankan.

Bank Indonesia telah cukup lama melakukan beberapa langkah
penyehatan sesuai prosedur pengawasan vang berlaku, termasuk meminta
Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk menambah modal serta menjaga
likuiditas bank. Namun demikian, bank tidak berhasit menjalankan program
penyehatan yang disyaratkan. Dengan demikian dilakukan pencabutan 1zin
usaha dengan pertimbangan untuk menghindari kerugian yang lebih besar
serta mclindungi kepentingan nasabah.

Tlal ini seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi BI agar meningkatkan
kewaspadaan dan pengawasan kepada bank-bank kecil, karena merekalah
pthak vang paling menderita di saat terjadinya liknditas. (penutupan Bank II'1
bentuk kegagalan sistem pengawasan BI?) “Secara umum kondisi perbunkan
kuat menahan krisis karena CAR (rasio kecukupan modal) tinggi dan juga
NPI. (kredit hermasalah) rendah serta Likuiditas vang cukup tersedia,” (Tlalim
Alamsva, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bl
24/2/09).Penutupan bank 1F] sekaligus menyiratkan sikap Bl semakin tepas
terhadap bank-bank kecil yang bermasalah. Pengawasan mampu mendeteksi

adanya masalah disuatu bank, BI terjcbah pada beban jangan sampai krisis



kepercayaan icrhadap perbankan menurun, sclama pemegang saham dapat

memenuhi janji, Bl berusaha tidak menutup Bank.

. Perlindungan Hukum Bagi Nasahah Penyimpan Dana Bank 1Fl Ketika
Bank Terschut Dilakukan Likuidasi

Pencabutan izin usaha Bank IF] yang dilakukan oleh Bank Indonesia
karena Bank 1¥] dinilai telah gagal memenuhi ketentuan kesehatan perbankan
yang disyaratkan dan ditetapkan. Kegagalan tersebut berawal dari kesehatan
asct cair hingga rasio kredit macet yang masuk ke dalam kaicgori sangat
tinggi, yakni tolak ukur rasio di atas lima persen. Modal Bank IFT anjliok di
bawah 8 persen dan tasio kredit bermasalahnya mencapai 24 persen. Bank
yang masuk pengawasan khusus sejak fujuh bulan lalu tidak bisa
disclamatkan, karcna tidak ada investor yang bersedia menyuntikkan modai'®,

Dengan dikeluarkan SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga
Penjamin  Simpanan (LI’S) akan menjalankan fungst penjaminan  dan
melakukan proses liknidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun
2004 entang 1.embaga Penjamin Simpanan scbagaimana (clah diubah dengan
UIndang-undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Terkait dengan penyclesaian stmpanan nasabah, TPS akan mclakukan
rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah untuk menentukan simpanan
layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud,

akan diselesatkan LPS paling lambat dalam waktu 90 han kerja sejak tanggal

160 httpy://bisnis vivanews.com
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pencabutan ijin usaha bank. 1LPS juga membubarkan badan hukum bank,
membentuk tim likuidasi, dan menonaktifkan seluruh direksi serta komisaris.
Dampak dari dilikuidasinya Bank IF1 tersebut merupakan terjadinya proses
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seluruh karvawan Bank IT1 batk dipusat
maupun dicabang-cabang'®’,

Penutupan Bank IFI dapat dikatakan “keharusan” karena bank itu
mengadapl masalah struktural yang mendasar. Pada bulan Februari 2009 aset
Bank IT1 hanya Rp 554,185 miliar. Sehingga dalam kelompok kelas bank
berdasarkan asct Bank [FI masuk kelompok bank kecil, Namun, walaupun
asetnya sekelas BPR, Bank IF1 adalah Bank Devisa yang berarti bisa
melakukan transaksi dalam Valutas Asing, Bank 1F] adalah bank yang “salah
jalan”, sebagai bank kategori kecil, memilih di jalur korporasi (corporate)
sceara (corilis merupakan pilthan yang salah karcna umumnya bank korporasi
adalah bank yang secara modal sangat kuat dengan kualitas staf yang baik
karena jasa perbankan sektor korporasi sangat berbeda dengan retail atapun
konsumsi'*%.

Menurut Sri Mulyani dikatakan bahwa likuidasi Bank IF1 mcrupakan
langkah terbaik yang akan dilakukan saat ini. Pemerintah tidak ada pilihan lain
karcna berbagai langkah penyclamatan bank ITT sudah dilakukan scbelumnya.
Waktu penutupan Bank IF] sudah melewati upaya perbaikan dengan meminta

pemegang saham kendali untuk menambah modal atau menarik investor baru,

Y htip://yepive. wordpress.com/2009/04/1 7/bank-ifi-dilikuidasi-dan-izin-usahanya-dicabut-

biank-indonesia,
Y2 http://finance. detik com pada tanggal 20 April 2009
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lapi (crnyala tidak bisa jalan. Jadi penutupan dilakukan karcna tidak ada opsi
lain'®.

Bank ¥l telah masuk dalam status penpgawasan intensif Bank
Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2002 dikarenakan kurangnya permodalan,
seiclah disuntik modal Bank IFI berhasil checkowt dari pengawasan Bank
Indonesia. Status pengawasan Intensif kenmudian berubah menjadi pengawasan
khusus pada September 2008 karena permodalan Bank LK1 tergerus oleh kredit
bermasalah hingga rasio keculkupan modalnya dibawah 8 persen atan yang
tclah  dipersyaratkan olch Bank Indoncsia. Sciclah cnam bulan dalam
perawatan khusus, Bank IFT akhirnya dicabut izinnya karena tidak memenuhi
komitmen vntuk menambah modalnya'®".

Bank IIT dalam Penguasaan Lembaga Penjamin Simpanan. Selwruh
ascl dokumen milik atau yang dikuasai bank ini berada di bawah penguasaan
dan pengawasan LPS sesuai ketentuan Undang-Undang Lembaga Penjamin
Simpandn. Barang sigpa yang memindahkan, menggunakan, mengambil atau
mengalihkan hak atas aset atan dokumen milik atan yang dikuasai bank ini
fanpa perscijuan LPS atau merusak asct milik atau yang dikuasai bank ini
diancam dengan pidana penjara sesuai ketentnan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana'®®,

Menurut keterangan Bank Indonesia, posisi kredit tanggal 31 Maret
2009 Rp 261.9 miliar, dengan kredit bermasalah Non Performing Loan (NPL)

gross 24 persen, dengan total aset Rp 440 miliar. Bank Indonesia telah

' htp:/fwww. harian umum PELITA.com
iZ: htip://mubushak. wordpress. con/2009/09/03/bank1fi-korban-krisis-ckonomi-global/
" Ihid
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meminta pemegang saham pengendali untuk menambah modal seria menjaga
likuiditas bank. Namun Bank IFI tidak berhasil menjalankan program yang
disyaratkan, Lembaga Penjamin Simpanan (LI’S) mencatat dana pihak ketiga
yang dimiliki bank ini mencapai Rp 355,8 mibar. Komposisitya simpanan
nasabah yang tidak dijamin atau di atas Rp 2 miliar mencapai Rp 191,2 miliar
(54%). Dan simpanan nasabah yvang di bawah Rp 2 miliar sebesar Rp 1604

% Artinya yang dijamin lebih kecil dari pada yang tidak dijamin,

miliar

Sehingga belum ada keterangan resmi mengenai dana nasabah darni
hasil memverivikasi dan rckonsiliasi, diperkirakan jumlah dana nasabah yang
menguap dan tidak ditanggung LPS sebesar Rp 1912 milyar itu hanya dana
tabungan dan deposito saja. Sedangkan dana-dana lainnya seperti bank
suarantee, gavansi bank, atau bid-bond atay performance bond, certified
check dan surat-surai berharga lainnya tidak termasuk dalam penjaminan,

LPS akan memilah-milah nasabah dari 9.595 rekening di Bank IFI,
simpanan mand yang dijamin dano bisa dibayarkan olek Lembaga Penjamin.
Sesuat dengan aturan simpanau nasabah_sejumlah Rp 2 miliar dengan suku
bunga wajar 7,75% saja yang akan dijamin olch Lombaga Penjamin
Simpanan. Jika satu orang nasabah menuliki simpanan dengan suku bunga
Ichik dari ity, maka kelcbihannya akan dibayarkan dari hasil penjualan asct

bank setelah Bank IFl memenuhi kewajibannya. Kalau masih kurang, maka

itn tanggung jawab pemegang sahamnyam.

166 hitp://www.antara.co.id/arc/2009/4/18/pengamai-tak-ada-efek-domino-likuidasi-bank-
H/ (hal ini scnada dengan permyataan Kepala Biro Stabililas Keuangan BI Wimboh Santoso).
Y7 http://www. Tempointeraktif. com, 17 April 2009
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan
Undang-undang Nomor 24 ‘T'ahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS), penyelesaian kewajiban Bapk IFI kepada nasabah penyimpan
dana/kreditur akan dilakukan oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan penyelesaian simpanan nasabah, LPS akan melakukan
rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah untuk menentukan simpanan
layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud,
akan disclcsaikan LPS paling lambat dalam waktu 90 hari kerja scjak tanggal
pencabutan izin usaha bank. Pelaksanaan pembayaran yang ditetapkan sebagai
simpanan layak bayar akan dilakukan oleh LPS dengan mekanisme sebagal
berikut:

1. Pcmbayaran dilakukan olch bank pembayaran yang ditnjuk 1.PS melalui
kantor-kantor bank yang terdekat dengan kantor-kantor PT. Bank IFI
untuk memudahkan nasabah/kreditur menenma pembayaran dana

sinmpanan.

N

Untuk memudahkan simpanan pembayaran, nasabah penyimpan dana dan
kreditw lainnya diwajibkan membawa dokumen-dokumen atan bukti-bukti
kepemilikan dana discrtai dengan identitas dirt berupa KTP, SIM atau
identitas lainnya.

3. LPS akan segera mengumumkan waktu pelaksanaan pembayaran.

Dalam rangka likuidasi PT Bank IFI, LPS akan mengambil alih dan

menjalankan scgala hak dan kewenangan pemegang saham, icimasuk hak dan
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kewenangan RUPS. LPS scbagai RUPS PT. Rank IFI, akan mengambil
tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Membubarkan badan hukum bank

2. Membentuk tim likuidasi

3. Menclapkan status bank schagai “Bank Dalam 1.ikuidasi”, dan

4. Menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, dengan dibentuk tim likuidasi I Bank IFL, maka
penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank
scria pemberesan ascl dan kewajiban bank akan dilakukan olch Tim 1ikuidasi
PT Bank IFI. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT Bank IFI tersebut
akan dilakukan oleh LIS,

Langkali pertama yang akan dilakukan LPS adalah membubarkan
badan hukum bank f(erscbul  dengan membentuk  tim likyidasi dan
menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris bank. Berdasarkan UU No 10
Tahun 1998 tentang perbankan dan UU No.24 tahun 2004 tentang L1’S maka
ketentuan pembayaran simpanan nasabah akan mengikuti ketentuan yang
berfaku, Hal ini berarti tidak scluruh dana nasabah yang disimpan di Bank IF1
bisa dibayarkan. LPS hanya menjamin dana nasabah Rp 2 miliar per bank dan
per nasabah dengan suku bunga wajar yang ditentukan T.PS, Dengan demikian
meskipun simpanan nasabah di bank di bawah Rp 2 miliar, tetapi jika suku
bunga yang diterima nasabah lebih tinggi dari yang dijamin LPS, simpanan

tersebut berpotensi tidak dibayar'®®,

168 www. bisnis.com 13 Agustus 2010



Simpanan yang dijamin adalah simpanan total sctiap orang di satu
bank maksimal Rp 2 miliar, dengan suku bungan simpanan maksimal sesuai
yang ditetapkan LI’S, dimana saat ini 7,75 persen. Sehingga apabila ada satu
orang mempunyai lebih dan satu rekening simpanan dengan total lebih dan
Rp 2 miliar, hal ini tidak dijamin olch L.PS. Dari hasil verifikasi LPS
penyimpan dana lebih dari Rp 200 miliar untuk membayar rekening nasabah
Bank 1Fl yang masuk perhitungan penjaminan LPS'®. Dengan verifikasi
tersebut LPS melihat berapa besar nilai rekening nasabah yang besarnya Rp 2
miliar k¢ bawah, dan suku bunga scsuai dengan suku bunga LPS, Sclanjuinya
dari verifikasi yang dilakukan oleh LPS apakah sudah layak bayar atau tidak,
paling lama 90 hari kerja sejak bank tersebut dicabut 1zinnya.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana sangatlah kurang
mendapatkan perhatikan dari pemerintahan, nasabah kecil sclalu dirugikan
apabila suata bank telah dinyatakan tidak sehat, sehingga nasabah kecil
mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya, yaitu memperoleh kembali
uang vang telah dititipkan kepada bank.

Menurut Sagjipto Rahardjo bahwa hukum mclindungi kepentingan
seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk
bertindak dalam rangka kepentingannya terscbut. Pengalokasian kekuasaan i
dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukannya keluasan dan kedalamanya.

Sehingpa tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai

169 Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani saat dihubungi dijakarta, jumat (17/4)
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hak, mclainkan hanya kckuasaan {cricniu saja, yaitu yang diberikan olch
hukum kepada seseorang.'™

Nasabah penyimpan perlu dilindungi hak-haknya terutama dalam
memperoleh kembali vang yang telah dititipkan kapada bank, alasan lamn
nasabah penyimpan perlu dilindungi, yaitu pelaku bisnis bank (pengurus)
tidak menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip kejujuran dalam mengelola
bank dan terdapat beberapa bank yang tidak menjunjung tinggi prinsip
keterbukaan terhadap kinerja yang telah diperoleh bank kepada para
nasabahnya. Scrta peritaku pengurus scria manajemen yang tidak schat dalam
menjalankan usaha bank sehingga berdampak pada nasabah penyimpan.

Selanjutnya, dalam membahas mengenai perhindungan hukum terhadap
nasabah penyimpan dana, penulis Dberpendapat bahwa hakikat dan
perlindungan hukum tcrschut adalah mcelindungi kepentingan dari nasabah
penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap
suatu resiko kerugian, Perlindungan bukum ini merupakan upaya untuk
mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya
nasabah, maka sudah scpalutnya dunia perbankan perlu memberikan
perlindungan hulum.

Tingkal kcschatan suatu bank mcrupakan kepentingan scmua pihak
yang terkait, baik pemilik maupun pengelola bank, masyarakat menggunakan
jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan penpawas bank.

Sesual dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu

Y rhid
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mengingatkan diri dan sccara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang

sehat.

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan bukum antara bank dengan
nasabah penyimpan dana yang merupakan hubungan kontraktuali dalam
bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diwamai asas hubungan yang
khusus, yaitu asas kepercayaan, kehati-hatian dan kerahasiaan. Dari hubungan
seperti ini, maka lahirlah bentuk perlindungan hukum kepada nasabah
penyimpan dana dengan cara mengembalikan hak-haknya, yaitu simpanan
yang dimiliki pada bank-bank yang dijadikan scbagai tcmpat penyimpanan,

Secara wnmm dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap
nasabah bank dapat dilakukan dalem bentuk:'”"

1. Perlindungan secara implisit (implicit deposit protection) adalah
perlindungan yang didapatkan dari pengawasan dan pembinaan bank yang
efektif yang dilaksanakan oleh otoritas pengawas bank, yang dapat
menghindarkan tejadinya kerugian bank yang diawasi.

Perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection) adalah

!\..)

perlindungan  mclalui pembentukan  suatu lembaga yang  menjamin
simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan,
Iembaga terscbul yang akan menjaminnya.
Bentuk perlindungan yang kedua ini bukan merupakan alternatif atau
substitusi terhadap bentuk vang periama, akan tetapi hanya merupakan

pelengkap dani cara yang pertama. Bentuk yang kedua ini dapat berupa:

1 Sochiakto, 1993, Simposium Nasional Perbarkan: Pembingan dan Pengawasan Bunk
Indonesia, Kerjasama Fakultas HUkum UNS-Bank Indonesia, 28-29 Juli 1993, Surakarta
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1. Jaminan yang dibcrikan olch Bank Indoncsia scbagai lembaga pengawas
dan pembina bank dalam fungsinya sebagai banker’s bank, yaitu ketika
Bank mengalami rush besar-besaran, Bank Indonesia dapat memberikan
iaminan terhadap nasabah dengan cara mengucurkan banfuan yang disebut

dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

o

Jaminan yang secara khusus diberikan terhadap nasabah, karena adanya
situasi dan kondisi tertentu. Misalnya adanya pencabutan 1zin usaha bank
vang dilanjutkan dengan likwidasi bank yang bersangkutan, telah
dikcluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 (enlang Jaminan
terhadap Kewajiban Pembayaran oleh Bank Umum, beserta peraturan

pelaksanaannya.

Led

Jaminan melalui Lembaga Simpanan, direkomendasikan melalui Pasal 37
B ayal (2) Undang-Undang Pcrbankan,

Dalam pembahasan lebih lanjut, akan difokuskan pada bentuk
perlindungan hukum yang berupa jaminan yang diberikan oleh otoritas
moneter dalam situasi dan kondisi bank dicabut 1zin usahanya dan dilikuidasi.
Dengan kata lain, jaminan pemerintah tcrhadap simpanan nasabah pada bank
dalam likuidasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pcraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi
Bank dan Peraturan Pelaksanaannya. Memurut ketentuan ini, dapat
disebutkan perlindungan terhadap nasabah secara implisit dalam proses

likuidasi bank, yailu:



a.

Proscs likuidasi bagi bank yang dicabut usahanya dan dibubarkan,
tidak dapat ditempuh melalui prosedur kepailitan.

Hal i dimaksudkan untuk melindungi nasabah penyimpan
dana, karena dalam kepailitan nasabah penyimpan dana ditempatkan
schagai kreditur konkuren, Alasan ditempaikannya scbagai kreditur
konkuren, karena dalam kepailitan berlaku ketentuan yang
memprioritaskan  bagi  kreditur yang diistimewazkan, vaitu yang
memegang hak tainggungan, hak gadai atau agunan atas kebendaan
lainnya. Dan  apabila haria tidak  mencukupi  kreditur  yang
diistimewakan dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan
sebagal  kreditur kookuren. Dalam kedudukan sebagai  kreditur
konkuren, nmiaka dalam pembagian piutangnyva ditentukan berdasar asas
pari pusit pro rala perfe, Hal ini jelas merugikan nasababh penyimipan
dana.

Asikin  tidak membenarkan prosedur  kepailitan  dalam
perbankan, dengan alasan:'”?

Membenarkan kepailitan dalam perbankan akan mengundang
adanya kegiatan curang dari para “penjahat kerah putih”, yaitu dengan
cara mendirikan Iembaga perbankan dan menghimpun dana darni
masyarakat dengan iming-iming bunga vang tinggi, kemudian uang
n]asyarakﬁt tersebut digunakan secvara foya-foya oleh para pengelola

perbankan, setelah mengalami kerugian akan mengajukan kepailitan.

him. &5
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Asikin, 1995, Pokok-Pokok Huknm Perbankan di Indorevia, Rajawalil Press, Jakarta,
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Berdasarkan pendapatl terscbut, likuidasi maupun kepailitan
suatu bank sebaiknya tidak diperkenankan atau tidak dikabulkan oleh
debitur atau pengurus bank, kecuali kondisi perusabaan sudah betul-
betul parah. Alasan inilah kiranya yang melatarbelakangi Pasal 1
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 icniang Kcepailitan yang
menyebutkan bahwa debitur berbentuk bank hanya boleh diajukan oleh
Bank Indonesia. Dengan ditentukannya kewenangan pengajuan
kepailitan hanya kepada Dank Indonesia secara otomatis
menggugurkan keinginan debitur bank untuk mengajukan kepaititan,

Dengan demikian prosedur yang ditempuh adalah melalui
ketentuan yang lebih kbusus (fex specialis), yaitu melalui pencabutan
izin usaha sebagaimana direkomendasikan Pasal 37 Undang-Undang
Perbankan. Hal ini dimaksudkan untuki memperkokoh landasan
hukum bagt kelancaran pelaksanaan pencabutan izin usaha,
pembubaran dan likuidasi bank,

Tindakan pembubaran bank berdasar keinginan sendiri dari pemegang
saham tidak diperkenan

Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
1996 jo. 40 Tahun 1997, uidak dipcrkenankannya pomegang saham
melakukan tindakan pembubaran, mengingat dari sifat usaha bank
yang menghimpun dana masyarakat dan untuk kepentingan
masyarakat. Kalan pembubaran bank dilakukan atas misiatif pemegang

saham, akan dimunglkinkan pcnyalahgunaan dari pemcegang saham
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untuk menghindar dari tanggung jawab, khususnya icrhadap nasabah
penyimpan dana dan pada umumnya terhadap kreditur-krediturnya.

¢. Susunan Tim Likuidasi merupakan campuran antara pihak lain dengan
salu atau bcberapa anggola dirckst alau Dewan Komisaris alau
pemegang saham secara kolektif tidak boleh melebihi sepertiga (1/3)
dan selurvh anggota Tim Likuidasi. Hal ini dimaksudkan untuk
menjaga objektivitas pelaksanaan likuidasi.'™

d. Kedudukan nasabah penyinpan dana menempati wrutat pertamna
dibandingkan kreditur lainnya.'”

Scbagaimana dikctahwi bahwa bank dalam opcrasionalnya
mengeunakan dana nasabah, maka dalam hal bank dicabut izin
usahanya dan dilikuidasi, kepentingan pembayaran atau pengembalian
dana nasabah harus diprioritaskan di antara para kreditur lainnya.

Ditempatkannya nasabah penyimpan dana apabila bank dicabut
izin usahanya, dibubarkan dan likwidasi lebih tinggi dani kreditur
lainnya, akan mcnjadi masalah apabila ditarik pada aturan umumnya,
yaitu berdasarkan KUTI Perdata.

¢. Anggota tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi bila dalam
melaksanakan (ugas, mengambil keuntungan untuk diri sendiri,!™

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas dengan mengambil
keuntungan untuk diri sendiri adalah membeli sendiri harta kekayaan

bank dalam likuidasi yang dicabkan tanpa mengikuti pedoman tata

'} Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997

"7 pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun
1997
75 pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Talum 1997



[y
(94
wn

cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila hal mu terjadi,
maka tim likuidasi dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi,
setelah dilakukan penilaian oleh Bank Indonesia selaku pengawas,
ternyata terdapat pelanggaran dalam tata cara pelaksanaan likuidasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya.

f. Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar
terlebih dahulu sebagian atan seluruh hak nasabah penyimpan dana,
maka kedudukan lembaga tersebut mengantikan kedudukan nasabah
penyimnpan dana. Ketentuan ini mengindikasikan keberadaan lembaga
yang berfungsi untuk membayar terlebih dahulu hak nasabah
penyimpan dana, 76

Dalam realisasinya ketentuan Pasal i dapat dilihat pada kasus
likuidasi enam belas bank pada 1| November 1997, Bank Indonesia
telah menalang sebesar 2.3 tnhiun rupiah bag nasabah yang memiliki
dananya di bawah 20 juta rupiah. Selanjutnya dalam kasus likuidasi 38
bank, pemerintah juga teiah menyiapkan dana bagi nasabah-nasabah
penyimpan dana.

g. Tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris serta pemegang
saham adalah sampai dengan harta pribadi dalam hal yang
bersangkutan turut serta menjadi penyebab kegagalan suatu bank. v

Realisasi pasal ini hanya dimungkinkan lewat pugatan ke

Pengadilan Negeri, yang diajukan oleh tim likuidasi atan pemegang

179 Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Talum 1996 jo. Nomor 40 Talum 1997
177 pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997
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saham yang memenuhi persyaratan tertentu menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk mewakili pemegang saham
lainnya. Dengan demikian, menurut penjelasan Peraturan Pemerintah
Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997, yang dapat
menggugat adalah tim lkuidasi atau pemegang saham. Mengenai
nasabah penyimpan dana tidak direkomendasikan dalam Pasal ini.

Peraturan pelaksanaan dan Peraturan Pemenintah Nomor 68 Tahun
1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997 di atas adalah Kcputusan Menicri
Keunangan Nomor 448/KMK.017/1997 tanggal 22 Agustus 1997 tentang
Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran
dan Likuidasi Bank dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 30/63/Kep/Dix
tanggal 2 Scptember 1997 entang Tata Cara Pclaksanaan Tikuidasi Bank.

Apabila dicermati tanggal keluamya Peraturan Pemerintah Nomor
68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997 adalah tanggal 3 Desember
1996 jo. 31 Oktober 1997, peraturan pelaksanaannya dikeluarkan tanggal
22 Agustus 1997 untuk Keputusan Menteri Keuangan dan 2 September
1997 untuk SK Direksi Bank Indenesta.

‘Tanggal-tanggal keluarnya peraturan tersebut, memiliki implikasi
bahwa peraturan-peraturan itu tidak relevan (irrelevanr) apabila diterapkan
sekarang. Alasannya: pertama, pencabutan izin usaha oleh Menteri
Keuangan vang sebelumnya direkomendasikan oleh Bank Indonesia,
menunjukkan  kctidakmandirian  Bank  TIndoncsia  scbagai  lembaga

pengawas dan pembina bank serta pengendali sistem moneter, peraturan
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tersebut diterapkan untuk 16 bank yang dicabut izin usahanya tanggal 1
November 1997 oleh Menteri Keuangan berdasar Pengumuman No. Peng-
86/MK/1997. Pencabutan izin usaba im selanjutaya dikuti dengan kondisi
ekonomi vang buruk (economic crisis) yang timbul sebagal akibat gejolak
moneter yang antara lain berbasis pada ketidakpercayaan masyarakat pada
sistem ckonomi, dalam hal ini perbankan dan juga politik.

Mengingal bank adalah icmbaga yang berbisnis atas  dasar
kepercayaan masyarakat, maka untuk mengatasi ketidakpercayaan
masyarakat, maka untuk mengatasi ketidakpercayaan dan  untuk
meningkatkan kepercayvaan, kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian
dikcluarkan Kceputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 26
Januari 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank
Umum. Meskipun dengan keluarnya Keppres imi menimbulkan dampak
negatif bagi bisnis perbankan.

Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 26 'Tahun 1998 secara
ofomatls menempatkan posisi nasabah lebih balk dibanding dengan
Peraturan Pemcerintah, Tentunya hal i akan menjadi persoalan, ketika
Peraturan Pemernintah menempatkan posisi nasabah pada urutan keenam
setelah penyelesaian kewajiban bank terhadap negara dan karyvawan atau
urutan pertama dibanding kreditur lainnya. Di pihak tain, Keputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1998 menjamin keselurihan simpanan nasabah

melalui program penjaminan.
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2. Kcputusan Prcsiden Nomor 26 Tahun 1998 (cnlang Jaminan (crhadap
Kewajtban Pembayaran Bank Umum

Dikelvarkannya Keputusan Presiden imi adalah dalam rangka
membenikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang memiliki
simpanan di bank-bank yang (clah dicabul izin usahanya. Dalam Pasal 1
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 disebutkan: “Pemerintah
memben jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada para
pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenubi”.

Bentuk jaminan yang dimaksud adalah dengan dikembalikannya
dana stmpanan nasabah vang telah dimasukkan dalam suatu bank tertentu
vang telah dicabut izin usahanya. Keppres tersebut ditetapkan pada tanggal
26 Januan 1998, sehingga penjaminan terhadap nasabah 16 bank yang
terkena likuidasis tanggal 1 November 1997 belum menggunakan Keppres
yang dimaksud, akan tetapi menggunakan ataran kebijakan pemerintah
melaui pengumuman Menteri Keuangan R Nomor Peng-68/MK/1997
tentang Pencabutan Izin Usaha Bank Umum berupa pemberian dana
talangan sebesar 2,3 tnlyun.

Dalam pemberian dana talangan, tidak terbatas pada nasabah yang
memiliki rekening Rp. 20 juta, akan tetapi terhadap yang lebih dari Rp. 20
jula pun dipenuhi dan dijamin olch pemerintah untuk  dikembalikan
seluruh dana yang disimpannya di bank yang dicabut izin usahanya. Untuk
pencabutan izin usaba 38 bank yang terkena hikwidasi tanggal 13 Maret

1999 sudah menggunakan Keputusan Presiden tersebut.
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Keputusan Menteri Kenangan Nomor 26/KMEK.017/1998 tanggal 28
Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan
P’emenntah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum jo. Surat
Keputusan DBersama Direksi Bank Indonesia dan BPPN Nomor
32/46/Kep/DIR-181/BPPN/0599 tentang Petunjuk Pclaksanaan Pemberian
Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umnm.

Keputusan Menteni Keuangan ini dikeluarkan adalabh dalam rangka
menindaklanjuti dan mengoperasionalkan Keputusan Presiden tentang
Jaminan icrhadap Kcwajiban Pembayaran Bank Umum. Sclanjuinya
dalam pelaksanaannya Weputusan Menteri Keuangan ini  jupa
dioperasionalkan  melalui Surat Keputusan Bersama Direksi Bank
Indonesia dan BPPN tersebut di atas.

Dalam Pasal 1 Kcputusan Menteri Kcuangan jo, Poin 1T Sural
Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan BPPN, menyebutkan:
kewajiban yang dijamin pemeimtah sebagaimana dimaksud  dalam
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 meliputi:

a. Jenig-jenis kewajiban bank yang dijamin
Kewajiban yang dijamin oleh pemerintah meliputi kewajiban
pembayaran dart Bank Umum yang berbadan hukum  Tndoncsia,
termasuk kantor-kantornya di luar negeri terhadap nasabah penyimpan
tau kreditur dalam negeri dan luar negeri, baik dalam uang rupiah

maupun valuta asing, yang dinncl sebagai benikut:
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1) On Balance Sheel, kewajiban ini yang dijamin meliputi:

a)

b)

c)

Dana pihak ketiga antara lain giro, tabungan, deposito
berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call

Pinjaman yang diterima dari bank lain vang dilandasi dengan
perjanjian pinjam meminjam yang jelas dan wajar alau alas
dasar dokumentasi yang berlaku umum dalam transaksi yang
dimaksud.

Surat berharga vang diterbitkan oleh Bank, vang tidak terbatas
pada Floaling Raie Notes (FRN), Floating Raie Cerlificate of
Depaosits (FRCD) dan Medium Term Noles,

Obligasi yang diterbitkan;

Setoran jaminan nasabah,

Kcewajiban lainnya yang lazim  dalam kegialan  usaha
perbankan, antara lain direct fasilitas impor, inkaso, dan

transfer masuk/keluar.

2y Off Balance Sheet, kewajiban ini yang dijamin meliputi:

a)

b)

Transaksi impor (frade related), antara lain tidak terbatas pada
Letter of Credit (L/C), jaminan dan kewajiban-kewajiban lain
berdasarkan UCP 500;

Jaminan yang diberikan dalam bentuk Standby L/C dan garansi
bank antara lain Performance Advance Payment Bond,
Transaksi Currency Swap,

Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN).
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Jaminan atas kewajiban bank yang iclah terscbut di atas berlaku

untuk semua kewajiban yang jatuh tempo selama periode penjaminan

yaitu jaminan pertama kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak

tanggal 26 Januari 1998 sampai 31 Januari 2000.

Jenig-jenis kewajiban bank yang tidak dijamin

Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan jo. Surat Keputusan

Bersama Direksi Bank Indonesia dan BPPN menyebutkan bahwa

pemerintah tidak menjamin;

D)
2)

3)

4)

3)

0)

Modal pinjaman;

Pinjaman subordinasi;

Kewajiba-kewajiban yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya
oleh kreditur berdasarkan dokumentasi yang wajar dan lawim
utnuk transakst sgjenis;

Kewajiban pada direkiur, komisaris, orang-orang yang memiliki
secara langsung maupun tidak langsung sepulub persen atau lebih
kepentingan dalam ekuitas Bank Umum;

Kewajiban pada pihak terkait, scbagaimana dimaksud dalam
peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian
Kredit (BMPK) dan alau orang-orang yang mcfmnnwai kckuasaan
untuk turut serta di dalam atau mengendalikan management bank
wmum;

Kewajiban-kewajiban  yang diperoleh dengan cara yang

bertentangan dengan praktik-praktik perbankan yang schat atau
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kewajiban-kewajiban yang dimiliki olch kreditur yang tidak
beriktikad baik;

Giro, T'abungan, Deposito Berjangka, dan Deposito On Call, Surat
DBerharga, Segtifikat Deposito atau instrumen-instrumen lainnya
yang dikcluarkan scjak dikcluarkannya keputusan ini dengan syaral
dan ketentuan finansial yang tidak wajar dari pasar dan atan indek-
indek resmi untuk deposito atau insttumen-insttumen  dalam
jumlah dan untuk jangka waktu yang setara pada waktu deposito
berjangka, deposilo on calf alau  insttumen  lainnya  yang
bersangkutan diterbitkan,

‘Tagihan berdassarkan jaminan ini yang tidak dilengkapi dokumen
secara sah dalam waktu epam puluh hari setelah hari terakhir
jangka waklu berlaky, kecuali untuk lagihan dari penyimpanan

mengenai simpanan mereka.

Pihak-pihak vang dijamin

Pihak-pthak wang dijamin dalam program penjaminan 1nd

adalah;

1

2)

Nasabah penyimpan/kreditur, baik nasabah penyimpan/kreditur
perovangan, pcrusashaan, organisasi, yayasan, bank-bank lain,
lembaga/institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri dan
bank yang berbadan hukum Indonesia;

Perusahaan asuransi dan dana pensiun yang terafiliasi dengan bank,

namun icrbatas pada dana dalam bentuk giro, labungan, deposito
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berjangka, scrtifikat deposito, deposito termasuk inkaso, transfer
mausk dan/atau transfer keluar.

Bank yang berbadan hukum Indonesia (bukan Bank Asing)
meliputi Bank Persero, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum
Swasta Nagional, tanpa dikaitkan dengan status dan kondisi bank.
Sebagai pengecualian, Bank Asing, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank
Umum yang telah dicabut izin usahanya sebelum tanggal 27 Januan
1998, tidak termasuk dalam program penjaminan ini.

d. Pihak penjamin

Pihak yang memberikan penjaminan dalam rangka pencabutan
izin ysaha adalah Pemerintab Indonesia, yang ditaksanakan melalui
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) vang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan ditetapkan
berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Talun 1999
Berdasar uraian tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada

nasabah bank dalam likuidasi yang diperoleh dari peraturan perundang-
undangan di atas, dapat discbutkan bahwa pertindungan hukum bagi nasabah
bank dalam likuidasi secara eksplisit adalah dalam bentuk jaminan dari
pemerintah, yang merupakan implementast dan Keputusan Presiden Nomor
26 Tahun 1998 tentang Kewajiban Pembayaran bagi Bank Umum. Jaminan
tersebut tidak saja diberikan kepada nasabah penyimpan dana, akan tetapi juga
keseluruban dan kewajiban Bank Umum selain yang dikecualikan oleh Pasal

4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998.
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Dengan demikian, berdasar ketentuan di atas, nasabah penyimpan dana
akan mendapat pengembalian keslewruhan dari dana yang disimpannya di
bank-bank vang telah dicabut izin usahanya oleh otoritas moneter, tanoa
menunggu proses likuidasi selesai, apabila bank yang bersangkutan tidak
dapat mclaksanakan pembayaran kepada kreditur,

Pengembalian keseluruhan dana yang disimpan nasabah, diambilkan
dari dana vang telah disediakan oleh pemerintah sebagal dana program
penjaminan. Ketentuan tersebut khusus berlaku bagi nasabah bank vyang
dilikuidasi sciclah tanggal 27 Januari 1998, Dengan demikian, nasabah bank-
bank yang dicabut setelah tanggal tersebut berlaku program penjaminan secara
menyeluruh. Nasabah penyimpan dana pada 38 bank yung dihkuidasi tanggal
13 Maret 1999, simpanannya dikembalikan selurubnya, melalui program
penjaminan, 1.ebih lanjut, program penjaminan yang diberikan pada. bank-
bank yang dicabut izin usaha ini harus disertai dengan penandatanganan

persetujuan ikut serta program penjaminan oleh bank yang bersangkutan.

Pengembalian Dana Nasabah Yang Tidak Terbayarkan Oleh Lembaga
Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank THT

Dalam tahap pcriama pembayaran klaim pcnjaminan dari hasil
rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No.

24 ‘Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan'”®, Lembaga Penjamin

'™ Tahap pertama yany dilakukan olch LPS dalam pembayaran Klaim Penjaminan yang

berdasarkan rekonsiliasi dan verifikasi dapat dilhat dari Pasal 16 ayat (3) mengenal simpanan
yvang layak dibayar dan Pasal 19 ayat (1) mengenal simpanan yany dinyatakan tidak layak dibayar
dari Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2004 tentang LPS
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Simpanan wajib mcmbayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan
dan bank yang dicabut izin usahanya' . Lembaga Penjamin Simpanan berhak
memperoleh data nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per
tanggal pencabutan izin usaha dann LPP daw/atau bank dalam rangka
perhitungan dan pembayaran klaim Penjaminan'®, pihaknya hanya diberi
waktu 90 hari untuk menyelesaikan verifikasi dan rekonsiliasi data nasabah
sejak izin usaha dicabut. Sehingga untuk pembayaran nasabah dibeni wakty
lima tahun untuk mengambil dana di bank yang ditunjuk. Tahkap pertama
pembayaran klaim penjaminan dengan jumlah 2,777 rckening dari hasil
verifikast sebesar Rp. 1593 milliar. Pengajuan atan pembayaran klaim
penjaminan dilaksanakan mulai 4 Mei 2009 di kantor-kantor '’ Bank Negara
Indonesia Tbk (IBNI) selaku bank pembayar vang ditunjuk LPS untuk
menerima pengajuan dan pembayaran klaim,

Tahap kedua pembayaran klaim penjamin dengan jumiah 2,584
Rekening dari verifikasi simpanan layak dibayar sebesar Rp. 11,6 milliar dan
tahap ketiga dengan jumiah 3,631 Rekening dengan simpanan layak dibayar
scbesar Rp 170,1 mitliar, Hasil verifikasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Tahap 3 menunjukkan sebanyak 603 Rekening atau 6% simpanan nasabah
Bank TIT 1ak layak bayar scbesar Rp. 172,1 milliar (49% tidak layak dibayar).
Penyebab utamanya adalah sulu bunga yang di atas penjaminan dan pinjaman

macet.

l:” Pasal 19 ayat (1) Undung-Undang Nomor 24 Tahun 2004 icniang LPS.
'8 Pasal 16 ayat (2) undang-undang nomor.24 Tahun 2004 tentang LPS.
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Tolal nagabah yang diverilikasi 1.PS untuk tahap 3 imi scbanyak 4.235
nasabah terdiri dari 1.355 nasabah Kantor Pusat, 487 nasabah Kantor Cabang
Gatot Subroto, 218 nasabah Kantor Cabang Menteng, 253 nasabah Kantor
Cabang Pondok Indah dan 1.922 nasabah Kantor Cabang Syariah. Nasabah
yang lak layak bayar di Kantor Pusal scbanyak 90 nasabah, Kantor Cabang
Gatot Subroto sebanyak 2! nasabah, Kantor Cabang Menteng 99 nasabah,
Kantor Cabang Pondok Indah 65 nasabah dan Kantor Cabang Syariah
sebanyak 326 nasabah.

Khusus untuk Kantor Pusal, Kantor Cabang Gatol Subrolo, Menteng,
dan Pondok Indah, sebanyak 263 nasabah mendapat status tak layak bayar
lantaran  suku bunga dan premium cashback berada di atas suku bunga
penjaminan LPS. Sisanya 12 nasabah tak layak bayar karena pinjaman macet
dan hasil sef off negatif, Uniuk Kantor Cabang Syariah, scluruh nasabah yang
statusnya tak layak bayar sebanyak 326 nasabah disebabkan pinjaman macet
dan hasil sef off negatif,

Dari jumliah populasi simpanan nasabah dengan jumiah Rekening
9,595 dengan jumlah simpanan nasabah sebesar Rp. 3538 milliar. Dari jumlah
itu, rekening yang bernilai hingga Rp2 miliar mencapai sekitar Rp160 miliar,
di atas Rp 2 miliar sckitar Rp190 miliar, dengan jumlah rekening sckilar 30
rekening. Terkait dengan dana yang tak dijamin, penyelesaian melalui tim
likuidasi yang diangkat 1.PS, Tim inilah yang nantinya akan menyclesaikan
urusan di luar penjaminan termasuk nasabah yang tak dijamin.

Penutupan Bank IF! dipastikan berdampak besar terhadap nasabab. 11al

ini dikarenakan mayoritas simpanan nasabah Bank IFI tidak dijamin Lembaga
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Penjamin  Simpanan (LPS) karcna jumlahnya di atas balas maksimal
penjamiinan Rp 2 miliar. Jumlah dana tidak dijamin bisa bertambah jika suku
bunga simpanan di atas bunga wajar LIS,

Bank II'I tidak mengganggu kondisi perbankan secara umum, karena
tidak berdampak sistemik, Total asct bank terscbut hanya Rp 440 miliar atau
0,01 persen dibandingkan total aset industri perbankan. Bank TFT bukaniah
bank Go Publik di pasar modal, berdasarkan situs Bank IFl perusahan imi
sahamnya dimiliki oleh Grup Ramako, Yayasan Kesejaliteraan Pegawai BTN
dan PT Pengelolah Investama Mandiri, Bank (erscbut tidak memiliki suratl
utang negara (SUN) gehixlgga tidak akan memberi tekanan terhadap harga
SUN apabila dilikuidasi. Di sisi lain pinjaman antara Baok yang dimaliki
hanya di bawah Rp 8 miliar'".

Likuidasi Bank IF1 tidak memberikan sentimentil negatil, adanya isu
Bank TF1 bukanlah isu yang urgen terkait perekonomian nasional. Dilikuidasi
Bank IF1 justru memberikan efek positif, karena adanya tindakan tegas guna
mengaputasikan bank vang bisa menjadi beban di masa depan.

Scjak diltkuidasi Bank IFI, L.LPS mengambil tindakan membubarkan
badan hukwm bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status sebagai bank
dalam likuidasi dan menonaktitkan seluruh Direksi dan Komisaris.
Sclanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No, 7 Tahun 1992 schagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¥ Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Tndoncsia Wimboh Santoso barsama
dengan Direktur Perencanaan Stabilitas dan Hubungan Masyarakan Bank Indonesia, Dyah NK
Mukhijani scrta Dircklur Klaim dan Rosolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Noor Cahyo,
file://F-\Bank 1F1 Dilikuidasi Rp 191,2 M Dana Nasabah Tak Di jamin.
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dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 (cntang lembaga Penjamin
Simpanan (LPS), penyelesaian kewajiban P1. Bank IFl kepada nasabah
penyimpan dana/kreditur akan dilakukan oleh LPS sesuai ketentuan yang
berlaku. Oleh karena itu, nasabah diminta tetap tenang dan agar menghubungi
kantor-kantor PT. Bank IT'T untuk mendapatkan informasi fchih lanjut.

Terkait dengan penyelesaian simpanan nasabah, LPS akan melakukan
rckonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah unluk menentukan simpanan
layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud,
akan diseiesatkan LPS paling lambat dalam waktu 90 hari kerja sejak tanggal
pencabutan ijin usaha bank. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran yang
dilctapkan scbagai simpanan layak bayar akan dilakukan olch 1.PS dengan
mekanisme pembayaran dilakukan oleh bank pembayar yang ditunjuk LPS
melalui kantor-kanior cabangnya yang (erdckal dengan kantor-kantor PT.
Bank IFl untuk memudahkan nasabah/kreditur menerima pembayaran dana
simpanannya. Kedua, untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran, nasabah
penyimpan dana dan kreditur lainnya diwajibkan membawa dokumen-
dokumen atau bukti-bukti kepemilikan dana disertai dengan identitas din
berupa KTP, SIM atau identitas lainnya. Ketiga, LPS akan segera
mengumumkan waktu pelaksanaan pembayzﬁ'an.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPS
terhadap simpanan nasabah Bank I diperoleh kesimpulan bahwa terdapat
dua kelompok nasabah penyimpan dana yang berdasarkan Pasal 27 Peraturan
LS No. 1/PLPS/2006 tentang Program  Penjaminan  Simpanan  yang

menyatakan bahwa hasil rekonsiliasi terhadap simpanan bank dapat berupa:
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1. Simpanan yang layak dibayar

2. Simpanan yang tidak layak dibayar.

Salah satu penyebab simpanan nasabah tidak layak dibayar oleh LIS
karena simpanan tersebut sukubunga tidak mengikuti ketentuan sukubunga
dari 1.PS schingga olch LPS dinyatakan simpanan terscbul tidak tayak dibayar,
ITal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peratwran LPS No. 1/PLPS/2006
tentang Program Penjaminan Simpandn yang menentukan bahwa:

(1) Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara
tidak wajar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hurul b, antara lain
apabila nasabah tersecbut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum
tingkat sukubunga penjaminan yang ditetapkan LPS.

(2) Dalam menetapkan maksimum tingkat bunga wajar penjaminan, Dewan
Komigioner 1L.PS dapat meminta pertimbangan Bank Indoncsia,

(3) LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan sebagatmana
dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dengan ketentuan:

a. Tingkat sulu bunga tersebut berlaku seama 1 (satu) bulan; dan
b. Pengumuman dilakukan paling tambat 2 (dua) hari kerja scbelum
diberlakukan.

Berdasarkan hal (crschut  dapat dikctahwi bahwa pada dasamya
simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS berdasarkan rekonsiliasi dan
verifikasi ternyata dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitua simpanan
yvang layak dibayar oleh LPS dan simpanan yang tidak layak dibayar oleh

I.PS,
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Terhadap simpanan yang tidak layak dibayar olch LPS menurut
ketentnan Pasal 40 Peratoran LPS No. 1/PLPS/2006 tentang Program
Penjaminan Simpanan nasabah penyimpan dana dapat mengajukan keberatan
kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas atau melakukan
upaya hukum mclalui pengadilan, Sclanjutnya apabila upaya-upaya hukum di
atas tetap belum bisa menyelesaikan simpanan yang tidak layak dibayar
tersebut di atas, maka nasabah penyimpan dana dapat mengajukan permintaan
pembayaran simpanannya kepada pemegang saham, direksi, dan komisaris
dari bank yang bersangkutan,

Sebagaimana diketalmi bahwa pemegang saham bertanggnng jawab
sebatas nilai saham yang dimiliki, tidak bertanggung jawab secara pribadi.
Pegecualiannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT.
Pengecualian inilah yang dijadikan dasar kcpada pemcgang saham untuk
bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya.

‘Terhadap pengecualian Pasal 3 ayat (2) butir 1, yaitu apabila terjadinya
kerugian pada perseroan sebelum perseroan didaftarkan, maka tanggung jawab
adalah bersifat tanggung renieng antara para pengurus yang ada. Olch karcna
kewajiban pendaftaran ada pada direksi terhadap kerugian perseroan sebelum
didafiarkan olch dircksi, maka dapalt dimintakan perlanggungjawaban
terhadap direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perseroan
‘I'erbatas.

Selanjutnya pengecualian Pasal 3 ayat (2) butir 2, 3 dan 4

dipertanggungjawabkan sccara pribadi kepada pomcgang saham, scsuai
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dengan dokirin pada sistem common law mengenai piercing the corporale viel
(PCV). Berdasarkan doktrin ini, pemegang saham (shareholdership),
dimungkinkan bertanggunyg jawab sampai harta pribadinya atas tindakan yang
dilakukan oleh dan atas nama perseroan sendiri.

Dalam peraturan perbankan tentang langgung jawab pemcegang saham
sampai kepada harta pribadi dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi
penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi atau menjadi penyebab kegagalan
suatu bank. Ukuran menjadi penyebab kegagalan bank dapat dilihat pada
ditaati atau tidaknya kctentuan yang iclah menjadi tugas, wewcenang dan
tanggung jawabnya sebagai pengurus dalam perbankan. Selain itu juga
tentunya ditaatinya ketentuan perbankan yang berlaku, antara lain ketentuan
tentang prnsip kehati-hatian baok {(prudential banking principle) dan
kewajiban permodalan,

Apabila diamai, dalam praktik perbankan selama ini banyak para
pemegang saham, khususnya pemegang saham mayoritas mempengaruhi
tindakan para pengurus bank, sebagai contoh adalah dilanggamya ketentuan
BMPK olch beberapa bank  yang  dicabul izin usahanya, schingga
mengakibatkan kerugian. Terhadap pelanggaran seperti ini, sudah sehamsnya
ada tindakan ponckan (law enforcement) yang dapal menyeret pelaku untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila diamati  terjadinya
pencabutan izin usaha 16 bank dan juga 38 bank, ada hubungan antara
pemegang saham mayoritas terhadap timbulnya kesulitan keuvangan yang

dihadapi bank, Salah saly pcnycbabnya adalah adanya kredit maccl scbagai
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akibai pclanggaran BMPK, Dalam hal ini pemcgang saham  sangat
menentukan. Sebagai contoh dalam kasus Bank Dwipa, Bambang Samiyono
sebagal pemegang saham mayoritas secara nyata dan jelas telah melakukan
perbuatan melawan hukum dan “menggelapkan uvang Bank Dwipa”.'**

Dengan demikian dapat discbulkan, olch karcna bank-bank yang
dicabut izin usahanya baik 16 bank yang dicabut izin usahanya tanggal |
November 1997 maupun 38 bank yang dicabut izin usahanya akibat tidak
sehatnya bank, yang disebabkan antara lain oleh tidak dipatuhinya ketentuan
pcrbankan, maka apabila pemcgang saham sccara pribadi ikut menjadi
penyebab kerugian bank, pertanggungjawabannya adalah sampai harta
pribadinya dengan ketentuan sebagaimana Pasal 1134 KUH Perdata.

Direksi sebagai organ perseroan bertanggung jawab untuk kepentingan
dan tuyjuan perscroan. Pasal 79 jo 82 Undang-Undang Perscroan Terbatlas
menetapkan: “Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi, dan direksi
bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk tujuan perseroan
serta mewakilt perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Kesowo
menycbutkan bahwa sctiap dircksi pada dasarnya mcrupakan perwakilan
(cotrustee) dari perseroan, dan bukan sekedar karyawan perseroan, sehingga
sccara yuridis mempunyai tanggung jawab khusus terhadap perscroan dalam
penyelenggaraan fungsi dan tugasnya berkaitan dengan kepengurusan

perseroan (fiduciary dulie.s').183

"2 Ridwan Khairandy, Lth., “Regulasi dan Pencgaken TTukum dalam Rangka Reformasi
Perbankan™, Makalah, him. 6

¥ Bambang Kesowo, 1996, “Beberapa Prinsip dalam Undang-Undang Perscroun
Terbatas™, Artikel pada Newsfetter, No. 24/VI/MAret/1996_him 8
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Sccara alamiah, [iduciary mclipuli kewajiban bagi scliap anggola
direksi untuk melaksanakan tugasnya secara cerimat, teliti dan bertanggung
Jawab (duty of care and skill), wajib mendahulukan kepentingan perseroan di
atas kepentingan pribadi (duty of loyalty), dan wajib menyediakan pelaksanaan
tugas kepengurusan (cauty of disclosure).'® Pencrapannya dalam badan usaha
perbankan, apabila terjadi pelanggaran terhadap tugas kepengurusan
perseroan, direksi bank dalam likuidasi dapat dituntut tanggung jawabnya
apabila melakukan kesalahan manajemen sehingga menyebabkan kegagalan
bank, baik langgung jawab sccara perdata maupun pidana,

Secara perdata dimungkinkan tanggung jawab sampai pada harta-harta
pribadi yang dimilikinya dengan kmteria apabila tugas yang dibebankan
kepadanya tidak dilakukan dengan iktikad baik, bahkan dengan langkah-
langkah yang tidak scsuai dengan anggaran dasar schingga menycbakan
kerugian pada pihak bank. Terhadap kesalahan ini, maka direksi bank dalam
likuidasi berkewajiban untuk memenubi kewajiban bank pada nasababh dan
kreditor lamnya.

Secara pidana, pemegang saham, dircksi dan komisaris dapat dituntut
pidana penjara. Sebagaimana Pasal 49 ayat (2) butir b Undang-Undang
Perbankan, yaitu apabila dengan scngaja tidak melaksanakan langkah-langkah
yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam
undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang

berlaku bagi bank, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

B4 Ihid
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dan paling lama § (dclapan) (ahun scrta denda sckurang-kurangnya 5 (lima)
miliar rupiah dan paling banyak 100 (seratus) miliar rapiah.

Praktik  pertanggungjawaban  direksi  bank dalam  lLikuidasi,
sebagaimana pemah terjadi pada Bank Summa tidak secara pribadi, akan
tctapi dibebankan kepada kckayaan perscroan. Bahkan dalam kasus Bank
Summa tidak satu pemegang saham pun atau direksi atau komisaris yang ikut
bertanggung jawab dalam penyelesaian kewajiban perseroan. Hal imi
menunjukan bahwa kemandirian tanggung jawab badan hukum benar-benar
ditcrapkan,'®

Menmurut Fuady, pertanggungjawaban terbatas yang merupakan dasar
kemandirian bank sebagail badan hukum, seharusnya adak diterapkan secara
mutlak, karena dalam hal-hal tertentu prinsip tersebut akan melanggar sendi-
sendi keadilan, Lebih lanjut Fuady menycbut adanya pengecualian (erhadap
prinsip tersebut, vaitu: 186
1. Jika direksi bertindak di luar batas kekuasaannya yang ditentukan oleh

anggaran dasar;

I

Jika dilakukan pcbruatan melawan hukum sceara perdata maupun pidana;

3. Jika direksi bersikap sangat tidak layak atau bertentangan dengan prinsip
Sfrduciary duty,

4. Jika terjadi apa yang disebut dengan w/tra vires, yaitu perseroan tidak

dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseroan;

" Munir Fuady, 1996, Hukum Bisris dalam 1eori don Prakeck, Buku Ketiga, Citra

Adilya Ba:}{li_._ Buandung, hin 89-90
¥ Ibid, him. 90



175

5. lika terjadi fenomena yang dapal dilingkupi olch dokirin piercing the
corporate veil, hukum tidak memberlakukan prinsip terpisahnya tanggung
jawab harta kekayvaan pemegang sahammya, sungguh pun secara de ﬁmz
seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh snatu PT untuk dapat
menjadi suaty badan hukum iclah sempurna dilakukan.

Kelima macam hal tersebut tercakup dalam istitah “kesalahan” dan
“kelalaian™ menurut Pasal 10 ayat (2) UUPT. Menurut Prasetyo mengenai
pertanggungjawaban prbadi pengurus, sekalipun tidak diatur secara tegas
dalam UUPT, sudahlah menjadi ajaran apabila pengurus mclakukan tindakan
yang melampani dan atau bertentangan dengan anggaran dasar, maka
perbuatan tersebut harus dipandang semata-mata sebagai perbuatan pribadi
dari pengurus, dan bukan perbuatan perseroan. Konsekuensinya perseroan
tidak bertanggung jawab, mclainkan scmata-mata merupakan tanggung jawab
pribadi seluruhnya dari pen gurus.'™’

Dengan demnkian, atas dasar kesalahan dan kelalaian atau perbuatan
yang bertentangan dengan anggaran dasar yang dilakukan oleh direksi bank
dalam menjalankan tugasnya schingga menycbabkan bank mengalami
kerugian, maka direksi dapat dituntut secara pribadi dan bertanggung jawab
sampai harta pribadinya yang ada atau akan ada di kemudian hari,

Komisaris memiliki tugas pengawasan terhadap direksi baik secara
preventif maupun represif. Sama halnya dengan direksi, dalam rangka

menjalankan tugas (fiduciary duties), konisaris harus menunjukkan iktikad

W Prasclya, 1996, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakd,
Bandung, him. 209
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baiknya dan scmata-mata tugas terscbut dijalankan uniuk kepentingan dan
usaha perseroan.

Apabila komisaris telabh menyimpang dan tugas yang dibebankan
kepadanya sehingga menyebabkan kerugian pada perseroan, maka terhadap
penyimpangan (crscbut komisaris dapat dituntut ke muka pengadilan olch para
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian
dari jumlah selurub saham. Gugatan ke pengadilan oleh para pemegang saham
mi biasa disebut dengan gugatan derivatif.

Dengan demikian, apabila kesalahannya terbuti yaitu komisaris wrat
serta menjadi penyebab kesulitan keuangan vang dihadapi atau menjadi
penyebab kegagalan suatu bank, maka komisaris bertanggung jawab sampai
harta pribadinya yang ditentukan berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu
harta yang dimiliki, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di
kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Mcemahami uraian di atas, sudah jclas kiranya kalau pemegang saham,
direksi dan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata
maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila terbuktu turut
serta menjadi penyebab kegagalan suatu bank, Untuk menentukan ikut andil
tidaknya scbagai penycbab kegagalan bank, satu-salunya tolok ukur adalah
dipenuhi tidaknya ketentuan anggaran dasar bagi bank yang bersangkutan
khususnya, dan pada umumnya ketentuan perbankan yang berlaku,

Dalam rangka untuk menentukan terlibat tidaknya pemegang saham,
direkst dan kommsaris dalam kegiatan yang menyebabkan kegagalan bank,

teniunya Bank Indoncsia scbagal oloritas moncter yang berperan schagai
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pengawas dan pembina bak, sudah scharusnya jauh-jauh hani scbelum bank
tersebut dicabut izin usahanya, sudah diketalni. Sehingga dengan diketahui
adanya indikasi penyimpangan oleh pemegang saham, direksi dan atau
komisaris, akan lebih memudabkan tindak lanjutnya.

Dengan demikian Bank Indonesia sudah scharusnya tclah mengantongi
informasi-informasi pemegang saham, direksi dan komisaris atau pegawai
bank yang melanggar aturan-aturan perbankan yang telah ditetapkan. Selain
itu, untuk dapat menegakkan pertanggungjawaban pribadi melalui peradilan,
dibutuhkan organ-organ peradilan yang mampu menjabarkan Icbih Tanjut
aturan-aturan UUPT melalui sistem peradilan. Tanpa organ-organ yang
berkualitas, kiranya mustabil penegakan hukum di lingkungan perbankan yang
berbadan hukum PT dapat ditegakkan. Karena sebagaimana diketabui, kroni-
kroni di tubuh perankan sudah sangal kronig, Scbagai contoh skandal Bank
Bali merupakan kejahatan perbankan yang melibatkan oknum-oknum pejabat
tingg, yang dalam tindak pidana bisms disebut dengan kejahatan kerah putih,

Dengan demikian, tanggung jawab atas hutang-hutang perseroan,
apabila dircksi bank, komisaris dan atau pemcegang  saham  icrbukii
memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, sehingga menjadi
penycbab kegagalan bank, maka pertanggungjawabannya sampai pada harta
pribadinya. Penerapan pertanggungan pribadi sampai pada harta pribadi
pengurus, sebagaimana telah disebut di atas adalah didasarkan pada ketentuan

dalam Pasal 1132 KUH Perdata.



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, baik peneliian kepustakaan maupun
penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan
pada bab-bab terdahulu, benkut disajikan kesimpulan yang merupakan
jawaban tcrhadap permasalahan dalam penclitian i schagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank IFl dapat dilakukan dalam
bentuk: (a) Perdindungan secara implisit (implicit deposit protection)
adalah perlindungan yang didapatkan dan pengawasan dan pembinaan
bank yang cfckuf yang dilaksanakan olch oloritas pengawas bank, yang
dapat menghindarkan terjadinya kerugian bank yang diawasi; (b)
Perlindungan secara eksplisit (explicit deposit  protection) adalah
perdindungan melalui pembentukan suzit.u lembaga yang menjamin
simpanan masyarakal, schingga apabila bank mcngalami kegagalan,
lembaga tersebut yang akan menjaminnya. Bentuk perlindungan yang
kedua ini bukan merupakan alternatif atau substitusi terhadap bentuk yang
pertama, akan tetapi hanya merupakan pelengkap dari cara yang pertama.
Benwk yang kedua i dapat berupa: (a) Jaminan yang diberikan olch
Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pembina bank dalam
fungsmya sebagai banker’s bank, yaitu ketika Bank mengalami rus# besar-
besaran; (b) Jaminan yang sccara khusus diberikan (crhadap nasabah,

karena adanya situasi dan kondisi tertentu. Misalnya adanya pencabutan
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izin usaha bank yang dilanjutkan dengan likuidasi bank yang
bersangkutan, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 'l'ahun
1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran oleh Bank Umuim,
beserta peraturan pelaksanaannya; dan (¢) Jaminan mclahw T.ombaga
Simpanan, direkomendasikan melalui Pasal 37 B ayat (2) Undang-Undang

Perbankan.

)

Pada dasarnya simpanan nasabah vang djamin oleh LPS berdasarkan
rckonsiliast dan verifikast (crnyata dapal dikatcgorikan menjachi dua
kelompok yaitu simpanan yang layak dibayar oleh LPS dan simpanan
yang tidak layak dibayar oleh LPS. Terhadap simpanan yang tidak layak
dibayar oleh LPS mepurut ketentuan Pasal 40 Peraturan LPS No.
1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan nasabah penyimpan
dana dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan
bukti nyata dan jelas atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
Selanjutmya apabila upaya-upaya hukum di atas tetap belum bisa
menyclesaikan simpanan yang lidak layak dibayar torscbut di atas, maka
nasabah penyimpan dana dapat mengajukan permintaan pembayaran
simpanannya atau mengugat ke Pengadilan Negeri kepada pemegang
saham, direksi, dan komisaris dan baok yang bersangkutan.
B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam likuidasi tidak cukup
dengan adanya jaminan kewajiban bank pembayaran Bank Umum vang
ditvangkan dalam Keppres dan peraturan pelaksanaannya, akan tetapi

perlu diwujudkan secara nyata dengan didirikannya lembaga janinan yang
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berbentuk Badan Hukum Indoensia, sebagaimana direkomendasikan oleh
Undang-Undang Perbankan Pasal 37B ayat (2) dan (3). Lembaga jaminan
yang dimaksud dapat berupa Asuransi Deposito, scbagaimana (clab
dikenal oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau beberapa
skim dana bersama, skim asuransi atau skim lainnya yang disclujui olch

Bank Indonesia.

2. Perlu penegakan hukum vyang kongknt tentang pertanggungjawaban

pemegang saham, direksi dan komisaris yang turut serta menyebabkan
kesulitan keuangan bagi bank-bank, sehingga berakibat dicabutnya izin
usaha dan diliknidasi. 11al ini dimaksndkan karena selama ini pemerintah
belum babkan tidak tegas sama sekali dalam menindak para pemegang
saham, direksi atau komisaris yang betul-betul melakukan pelanggaran
ketentuan perbankan. Sudah seharusnya kalau pemegang saham, direksi
dan komisaris bank dalam hkuidasi yang benar-benar melanggar ketentuan
yang telah ditetapkan, diberi sanksi komulatif yaitu pidana yang berat dan
denda yang besar yang diambilkan dart penyitaan (eksekusi) dari harta
benda milik pribadinya. Dengan penegakan hukum yang ketat, diharapkan
dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran vang terjadi di tubuh

perbankan.
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PT Bank IF], dengan alamat Kantor Pusat di Plaza Asia, Office Park 3, Jl. Jenderal
Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, terhitung sejak tanggal 17 April 2009.

Dengan dikeluarkannya 5K pencabutan izin usaha tersebui, Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan
proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2009 dan peraturan nela_ksanaarmva

Dalam rangka pembayaran klalm penjaminan simpanan nasabah PT Bank IF],
S akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi

}ak‘lﬂya untuk 1 "‘tcuc;ayi\mu auxlych.xan y’ang a al’ A"""yar d":‘ "‘Aa.‘.’ Ia)’ak diba}'ar.
Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan d selesaikan LPS paling lama 90 hari

kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT Bank IFi, LPS akan mengambilaiih
dan menialankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan
oo o“r il

wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT Bank fl’?I akan mengambil tindakan-
tindakan sebagai berikut:

marmiesade ol o [ A Pp e N ST TS P, Iy
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2. membentuk tim likuidasi;
3 menetapkan status bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi”; dan
menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, dengan dibentuknya tim likuidasi PT Bank IFI, maka
penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank serta
pemberesan aset dan kewajiban bank akan dilakukan olen Tim Likuidasi PT Bank
TF1, Ps-naawasan atas np]akqanar—m likuidasi PT Bank TFI tersebut akan dilakukan

[1=N
4 .

oleh LPS.
LPS menghimbau agar nasabah PT Bank IFI tetap tenang dan tidak
.-..—....-.«- rxlrnad s s aloliesslram hal hal vrans Amabk vanmashamliint mvenone
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pelaksanaan penjaminan dan liknidasi PT Bank IFL serta kepada karyawan PT Bank
IF dlharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi
tersebui.
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Apa yang anda lakukan pada saat Bank anda dicabut izin usahanya

Nasabah: 1. Pengumuman Bank Indonesia Siapkan data diri anda: > Apakah simpanan anda dijamin?
Giro mengenai Pencabutan Izin Usaha Bank KTP,SIM,Buku Tabungan, 1. Jumlah dibawah maksimum penjaminan
Tabungan : preweeen o Bilyet Deposto,Rekening Koran Rp. 2 Milyar (sesuai Undang Undang LPS)
Deposito wpadas 2. Pengumuman Lembaga Penjamin Simpanan Bukti Setor 2. Bunga tidak melampaui bunga penjaminan
Sertifikat Deposito mengenai fungsi penjaminan dan proses Akte Pendirian Perusahaan 3. Tércatat dalam buku bank.

likuidasi bank. Paspor

Kartu Pelajar/Mahasiswa

Peraturan Dana Pensiun
Surat Kuasa

Kartu Keluarga

-Penentuan Simpanan Layak
Bayar diperoleh dari Hasil
Rekonsiliasi dan Verifikasi LPS

"selambat-lambatnya 90 hari kerja
terhitung sejak izin usaha bank
dicabut:

« Simpanan Layak Bayar

» Simpanan Tidak Layak Bayar.

Nasabah Simpanan Layak Bayar ke Bank
Pembayar yang akan mulai membayar 5 hari
kerja sejak tanggal verifikasi dan dilakukan
secara bertahap. Nasabah Simpanan Tidak Layak
Bayar:

Sisa saldo diatas jumlah maksimum penjaminan ,
dibayar dari hasil likuidasi. * Mengajukan keberatan ke LPS

Kadaluarsa pembayaran klaim adalah 5 tahun dengan bukti nyata dan jelas

sejak izin usaha bank dicabut. ' * Melakukan upaya hukum melalui
pengadilan
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Syarat Penyelamatan: g A :
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menyelamatkan. " Bayar Klaim _ - Melikuidasi -

2. Memiliki prospek usaha.  Penjaminan g8 Bank

3.Kesediaan RUPS menyerahkan penyelesaian ke LPS. :
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penggunaan faslitas pinjaman)
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Tindakan Penyelamatan Oleh LPS:

. Melakukan penyertaan modal sementara

. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan aset & kewajiban bank

. Menjual/mengalihkan aset kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah

. Mengalihkan manajemen

. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
Melakukan pengalihan kepemilikan bank.

. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang
menurut LPS merugikan bank.
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- Selama 2006-2010, LPS telah menangani 29 Bank
yg dicabut izin usahanya oleh BI atas
permintaan LPS (1 Bank Umum, 28 BPR) dan
menyelamatkan 1 Bank Umum atas permintaan

KSSK/KK.

- S.d 31 September 2010, LPS telah membayar
klaim penjaminan sebesar Rp617 miliar (75%)

dari simpanan yang layak dibayar sebesar
Rp820miliar.
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MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM / TAGIHAN

SIMPANAN NASABAH BANK YANG DICABUT IZIN USAHANYA

PENGUMUMAN di kantor bank yang dicabut
izin usahanya berupa daftar simpanan dan
statusnya (layak bayar atau tidak layak bayar),
syarat dan tata cara serta lokasi bank pembayar

N/

daftar rekening simpanan
yang layak dibayar
(HASIL VERIFIKASI)

2ah datang ke kantor bank
uidasi untuk :

elihat pengumuman daftar simpanan;

eminta surat keterangan Tim
kuidasi dalam hal diperlukan oleh
ink pembayar

PERSYARATAN BAGI NASABAH DALA NGAJUAN

KLAIM SIMPANAN YANG MEMENUHI SYARAT PROGRAM
PENJAMINAN SIMPANAN (“LAYAK DIBAYAR”)

PERORANGAN :

1. Asli dan copy Bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lainnya)
2. Asli bukti kepemilikan rekening simpanan (buku tabungan,
bilyet deposito, bukti giro)

- ORGANISAS! / BADAN USAHA/BADAN HUKUM :

1. Asli dan copy Anggaran Dasar, untuk Dana Pensiun wajib
membawa Peraturan Dana Pensiun dan Keputusan pendiri
tentang Pengurus Dana Pensiun

2. Asli surat kuasa (untuk non-direksi)

3. Asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lainnya)

4. Asli bukti kepemilikan rekening

5. Informasi tertulis Nomor rekening tujuan

+ Surat pernyataan/keterangan nasabah / Tim Likuidasi

Nasabah yang
simpanannya yang layak
dibayar i

datang ke bank pembayar
yang ditetapkan

Nasabah menyerahkan

« copy dan asli bukti diri, asli bukti

1

2.

Simpanan yang tidak memenuhi syarat penjaminan (tidak
layak bayar atau ada bagian saldo di atas batas penjaminan)
akan diselesaikan melalii nroses likuidasi bank

1.

simpanan

Dalam hal tertentu, menyerahkan
Surat Pernyataan Nasabah, Surat
Pernyataan/Keterangan TLAnstansi

lain
‘ PETUGAS

BANK PEMBAYAR

. menerima pengajuan klaim dan melakukan

penelitian terhadap kelengkapan dokumen yan
diserahkan oleh Nasabah yang memenuhi
syarat dan pencocokan dengan arsip
nasabahdari administrasi Bank

melakukan proses pembayaran kepada
nasabah yang simpananannya memenuhi
syarat program penjaminan (mevalidasi SPP)

Menyampaikan laporam dilengkapi dokumen
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| JUMLAH I:;OPULASI SIMPANAN PT BANK IFI (POSISI 17 APRIL 2009)

Rkg Nominal
Giro 446  41,370,851,609
Tabungan 7,428 10,714,856,364
Depsoito 1,721 301,774,276,444

| 9595]  353,859,984,417 |

REKAPITULASI HASIL REKONSILIAS! DAN VERIFIKASI SIMPANAN

Simpanan Layak Dibayar %
Rkg Nominal Netto Beban LPS Beban BPRDL Keterangan
THP 2,777 159,375,011 159,823,770 159,823,770 -
" THR I 2,584 11,620,523,573 11,644,932,710 11,644,932,710
THP 1l 3,631 170,076,200,015 170,514,873,199 117,931,636,543 52,583,236,656
- 8992 181,856,098,599 |  182,319,629,679 i 52,583,236,656 |
Simpanan Tidak Layak Dibayar
Rkg Nominal Netto Beban LPS Beban BPRDL Keterangan
THP il 603 172,003,885,818 173,403,687,522 - 173,403,687,522 Bunga + Kredit Macet
Jumlah Populasi Simpanan
Rkg Nominal Netto Beban LPS Beban BPRDL Keterangan
Populasi 9,595 353,859,984,417 355,723,317,201 129,736,393,023 225,986,924,178
Rkg Nominal LPS
Layak Dibayar 94% 51% 36%
Tidak Layak Dibayar 6% . 49%

Catatan :

1. Simpanan Tidak Layak Dibayar termasuk didalamnya 101 rekening sebesar Rp48.277.899.693 yang terkait cash back

2. Bunga dan Pajak tidak dapat disajikan per jenis simpanan mengingat rezim penjaminan adalah per nasabah sehingga satu nasabah
yang memiliki rekening lebih dari 1 baik (rekening maupun jenis simpanan) digabung perhitungan dan penyajiannya

3. Simpanan Layak Dibayar yang menjadi beban BPRDL adalah kelebihan simpanan bagi nasabah diatas Rp2 milyar per nasabah



